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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wh.

Puji syukur kepada Allah Swt. atas rahmatnya kepada kami schingga
kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul Hukum Perikatan ini.

Adapun tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membanty
mahasiswa dalam memahami Hukum Perikatan pada khususnya dan
memberikan informasi dan limu pengetahuan kepada masyarakat pada
umumnya baik dari kalangan skademisi maupun praktisi.

Buku ini memberikan informasi yang komprehensil mengenai
pengertian, asas-asas, unsur, sumber, jenis-jenis perikatan, hapusnya
PEﬂkﬂtﬂ.ﬂ, syaral sa_hn:,-a Fgrjanji&n. overmacht, IWHPIEEHISL hukum
perikatan bersumber dari putusan pengadilan yurisprudensi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga,
Para rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan terima kash
kami ucapkan kepada hapalk/ibu tim penulis yang telah bekerjasama
Saling membantu dalam memberikan dukungan serta deanya sehingga
btku ini dapay selesai dan dapat menambah wawasan ilmu pengetihiuan
di bidang Hukum Perikatan sesuai dengan latar belakang para penulis.
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Kami menyadari, buku Hukum Perikatan ini masih jauh dar ..

il
;
£

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun k.

nantikan.

Wassalamualaikum WrWh,
Jakarta, 8 Desember ln
Hormat hm_-m!'::
Tim Pﬂnu[,,;;;
|
|
b
Huhumptnhl“n !
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siSTEMATIKA BUKU III DAN

KUH PERDATA BW

Sehubungan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial,
mmaka manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh karenanya diperlukan hubungan berupa interaksi antara

| manusia satu dengan manusia yang lainnya atau dengan kelompok
manusia {discbut masyarakat) guna pemenuhan kebutuhannya.
Hubungan yang terjadi diantara manusia dengan manusia lainnya atau
dengan kelompok manusia, akan menimbulkan suatu hubungan hukum
yang mana dalam hal ini hukum mengaturnya di dalam kelompok
Hukum Perdata.

:, A. Pengertian Hukum Perdata

1. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Hukum Perdata ialah
hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu
dengan warga negara yang lain.'

_ 'Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Huksm Perdata, Hukam Benda, Jogyakarta:
Libesty, 1981, hal 1,
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tjukum Perdata adalah Huk

mengatur hak dan kewajiban PR .
cerhadap yang lain dalam hubungg
qulan masyarakat. Pelaksans

2. Menurut Sudikno Mertokusomo:

antar perorangan yang
perorangan yang satu
kekeluargaan dan dalam PEFE®_ " |
diserahkan ke masing-masing pihiaic” k..
3. Menurut Profesor Subekti, S.H: Hukun:l Perdkara adejﬁ
segala hukum pokok yang mﬂng?tur ketpenfmgai:!- epen‘ﬂn.___
perscorangan. Perkataan “Perdata” juga lazim dipakai sebagai laveg
dari “Pidana”.’ ;
Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas maka d; -- r!f_'.
dikatakan bahwa hukum perdata diberi arti sebagai hukum yang
mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan
orang yang lainnya. Dalam ilmu hukum diketahui bahwa yang dlmaksﬁﬂﬁ
dengan subjek hukum adalah orang dan badan hukum, schingga oleh
karenanya hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan
antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang Jainnys
dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat® |
Selanjutnya hukum perdata yang dikenal dan berlaku di Indonesia
antara lainadalah Hukum Perdata Barat yang aturan-aturannya termuat
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum materi] eks
peninggalan Pemerintah Belanda yang diberlakukan di daerah Hindiz |
Belanda berdasarkan Staatbled No. 23 tanggal | Mei 1848 dan schegdl |
kelengkapannya maka ada pula Hukum Acara Perdata sebagai hubum
i?::l:-]?;k;m;erdata Islam yang aturan-aturannya termuat dalam
No. 1 Tahur lfgardfraﬂgbutdmrm peraturan fastruksl Presdfeg
hukum tidak tumulirl ' PL’;: e FErldam Adat yang merupal_ﬂ“
anggota golongan maamgk Sy ::lxt.-.; ati oleh masing-masive
R i syarakat adat yang hidup dan berkembang di
bagian daerah di Indonesia. Keanekara hukiam yang
adda di Indonesia ini adalah hal yang nyata d h%'rmnﬂﬂ wkum }l;sih:.
diberlakukan sebagaiinana ‘ata dan hingga saat ini m
yang telah dikemukakan di atas.

“Sudikno M
falla o) nﬂﬂku#um,l'bngunmrnmu Perdata, Jakarta Sinar Grafhika, 1987,

“Subekii, ;
hat_g_ "-"Iu-l'h "i'ﬂhll'iil: ,fﬂjﬂ.l'm I}l:'rl!l.lfﬂ Jﬂkﬂﬂ.'.'l.: I“IE“TI %4, El‘.'[ Iiﬂ-}li:‘lu" I‘ zw.:l'-

“Djaja 5. Melial:
2004, hal ], o Hukiam Pendata dafam Persepektif BV, Bandung: Muansa Auliss

2 Hukum Perikatan
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Untuk persoalan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tersebut, sekali waktu pernah muncul suatu gagasan unruk
menyatakan bahwa KUHPerdata dinyatakan tdak berlaku yaitu dalam
‘gurat Eduran Mahkamah Apung No. 3/1963, namun hal ini belum
dapat dilaksanakan karena Indonesia belum memiliki sebuah peraturan
\undang-undang tentang Hukum Perdata yang dikompilasi dalam suatu
kitab undang-undang tersendiri dan secara nasional. Beberapa aturan
yang berkaitan dengan masalah perdara rersebar di berbagal aturan
undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Beberapa contohnya antara lain aturan tentang Hukum Kekeluargaan
yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.
4 Tahun 1396 tentang Hak Tanggungan, UU No, 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fiducia, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan lain sebagainya,
Peraruran yang tersebar tersebut mengatur tentang hubungan hukum
yang terdapat dalam hukum perdata. Di masa yang akan datang tentu
akan lebih banyak aturan-aturan di bidang hukum perdata yang berguna
untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu
dengan subjek hukum yang lainnya secara lebih baik,

B. Sejarah KUHPerdata

Sejarah aturan hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-
undang Hukym Perdata dan diberlakukan di Hindia Belanda -sekarang
i I;d“"“iﬂ‘lﬁﬂda | Mei 1848 tentu tidak dapat begitu saja dipisahkan
. “CNEAN sefarahnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku
. di Belang,, Demikian pula halnya dengan Kitab Undang-undang
- Hukom Py Belanda vang berasal dari Code Civil Prancis (Code Civil

des Fm.ur:qis}, dan diundangkan pada tahun 1807 dengan nama Code

Napolegy Sejak (ahun1811 hingga tahun 1838, setelah disesuaikan
, " keadaan dj Belanda, Code Civil Prancis berlaku sebagai kitab
: Uﬂﬂang,u"danﬂ resmi i Negeri Belanda karena Belanda berada di
bavizh jf’j'ﬁhlﬂ Prancis,

I Setelay berakhirnya penjajahan Prancis atas Belanda pada

i I;E;'!";"dlﬂlj, berdasarkan Konstitusi negara Belanda pada tabun
b

Bemuk syary panitia yang bertugas untuk membuat rencana

Bab 1 | Sistematika Buku 1) dan KUH Perdata BW

B
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fikasi hukum perdara, namun pada tahun ]411E
rancangan yang disampaikan kep ad% g 2Jen kdi:tua.nya yaity H-t
IM Kemper ini ditolak oleh para ahli hukum Belgia (pada masg .
Belgia dan Belanda merupakan satu negara) : mereka mE"EhErldih!q
agar rancangan hukum perdata tersebut disusun menurut Coge
Civil Prancis. Tahun 1824 setelah Kemper meninggal dunia, dimgly
kembali kodifikasi hukum perdata dengan ketua panitianya yang bay,
yaitu Nicolai, dan pada 1829 selesai pembuatan hukum perdata yan,
kemudian diterbitkan pada tanggal 1 Februari 1931. Pada waktu m&
sama diterbitkan pula Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wethagk
van Koophandel) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelike
Rechtsvordering). Berikutniya menyusul Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (Wetbook van Strafrecht). Semua aturan perundang-undangan
ini selanjutnya diberlakukan untuk golongan orang-orang Eropa di
Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, Ketentuan hukum
dagang dan hukum perdata diumumkan pada tanggal 30 April 1848
dengan Staatblad No.23 dan berlaku sejak 1 Mei 1848 di Hindia Beland:
(Indonesia sekarang).

Adapun dasar hukum berlakunya ketentuan tentang hukum
perdata setelah Indeonesia merdeka adalah berdasarkan Pasal 11 aruran
peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segald
badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar tersebut:
Merujuk pada ketentuan aturan peralihan di atas maka tencu hal inl
berlaku untuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasilt
termasuk apabila telah lahir perundang-undangan yang baru maké
yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdara tidak berlake:
Sebagai contoh adalah ketentuan mengenai tanah yang telah dituangka®
dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agrari?
kecuali mengenai hipotek (saat ini sudah d igantikan dengan ketentu2?
d“]m“‘IU“‘?“'E'U“dME No.4 Tahun 1996 tenang Hak Tanggunﬂﬂﬂ}‘
Sy g i o o A
tentang Perkawinan Bahlufn 5 ?m' “dﬂﬂg-Undan.g o L. Tl ral
Edaran Mahkamah Agung No : a"];' thya dengan dikeluarkannya ?,Tam
Kith Undafigeaatas b oy o it 1563 beberaps pund d2FG

fg-undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku, pas®

atau rancangan kodi

4 Hukum Perikatan
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pasal fersebut adalah: Pasal 108 s.d 110, Pasal 284 ayat (3), Pasal 1579,
Pasal 1682, Pasal 1238, Pasal 1460 dan Pasal 1630.

Kondisi Hukum Perdata di Indonesia sejak dahulu sampai

dengan saat ini tidak memiliki keseragaman, hal ini terjadi karena
adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Tndonesia yang
terdiri dari Warga Negara Indonesia Asli dimana hukum yang berlaku
untuk masyarakat dalam golongan ini adalah Hukum Adat, Warga
Negara Indonesia keturunan Eropa dimana hukum yang berlaku
untuk masyarakar ini adalah Hukum Perdata Barat termasuk Hukum
Dagangnya, dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Non
Tionghoa dzn Tionghoa untuk masyarakar inj berlaku hukum adamya
masing-masing dan juga sebagian hukum perdara barat diberlakukan
untuk masyarakat gelongan ini. Selain itu dalam kebijakan politik
hukum pemerintah Kerajaan Belanda di Hindia Belanda ditentukan pula
tentang penundukan dird, scbagaimana vang tertuang dalam Staathiad
1917 Ne. 12. Adapun penundukan dir itu ada 4 (empat) macam hal,
yaitu:
1. Penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa
2, Penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, yaitu hanya
pada hukum harta kekayaan harta benda (seperti yang dinyatakan
bagi golongan Timur Asing)
3. Penundukan diri mengenai suary perbuatan hukum tertenty
4. Penundukan diri secara diam-diam

Diadakannya lembapa penundukan diri ini untuk kepentingan
orang-orang golongan Erepa. Dikatakan demikian sebab seperti
dinyatakan oleh Mr. €] Scholten. Penundukan diri sukarela akan
memberi keamanan besar dan keuntungan kepada orang Eropa sebab
jika mereka membuat perjanjian atau perikatan dengan orang-orang
yang ﬁd-’-ik IE[EQI{mH ke dalam orang Ernpa dfng:-m memh:riakuiﬁﬂ
hukum Erapa aeas perjanjian yang dibuatnya itu. Kepentingan erang:
orang Eropa diamankan dengan hukum Eropa yang berbentuk hukum
tertulis sehingpa memberikan kepastian hukum yang lebih kuat,
sementira hukum adat berbentuk hukum tidak tertulis yang tichk
menjamin kepastian hukumnya,

Bab 1 | Sisternarika Buku I dan KUH Perdata BW - §
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C. Keberlakuan Hukum Perdata di Indonesia

Berdasarkan Pasal 11 aturan peralihan Undang-Un dimEl Dasar |
(sebelum diamandemen), Pasal 192 Konstitusi Republik Iﬂd@n%
Serikat (RIS) dan Pasal 142 Undan g-Undang Dasar Sementara ]gs'ﬁ"
menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada
langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Akan tetapi dajy,
Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ditentukan: *Hulyg,
Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil, maupun Hukyy
Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, susugg,
dan Kekuasaan Pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kit
kitab hukum kecuali jika perundang-undangan menganggap periu untk
mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Dari Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 i
dapat diambil kesimpulan bahwa Negara Indonesia pada waktu i
menghendaki dikodifikasikannya bidang-bidang hukum tersebus,
sehingga Pasal 102 ini terkenal dengan pasal kodifikasi. Dengan
berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1950, yang menyatakan bahwa kin
kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 maka Undang-Undang

Dasar Sementara 1950 menjadi tidak berlaku, berarti Pasal 102 inipun
ikut pula tidak berlaku.*

Undang-Undang 1945 (sebelum diamendemen), mengatuf
tentang “warganegara” dalam Pasal 26, Peraturan pelaksanaan Pasal i3
Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah Undang-Undang Nomor 3/19%
(setelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6/194%
Undang-Undang Nomor &/1947 dan Undang-Undang Nomor 11/194)
tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Unda ng-Undang Nom®
371946 ini sekarang sudah ridak berlaku lagi, digantikan oleh Undﬂ“‘;l'
Undang Nomor 62/1958 (Undang-undang tentang Kewarganegarad®
Republik Indonesia), dan undang-undang ini juga telah dicabut d&

dinyatakan tidak berlaku oleh Und
ang-Undang Nomor 1 & tenrafh
Kewarganegaraan Republik Indonesia, : PP

Dalam hubungannya

dengan i : el
sekarang ini siapakah pend BAN Indische Staatsregeling (1) di mi‘_rl

uduk ndonesia? Penduduk Indonesia :

P, Jml:-l_ﬁ-l.l.:'r.
"NWad, hal. 16,

] Hukim Perikata i
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Warga Nega@ ln:inneslia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di
Indonesia (Pasal 1 butr 2 Undang-Undang Nomor 23,2006 tentang

Administrasi Kependudukan).’

D. Bidang-bidang dalam Hukum Perdata

rdata sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang
yang satu dengan orang lainnya memiliki bidang-bidang tertentu
atau pengelumpﬂkaﬂ sesuai dengan materi hubungan yang tercipta
diantard orang-0rang yang ada dalam masyarakat, Berdasarkan kekuatan
mengikatnya, hukum perdata dapat dibedakan atas hukum yang bersifat
pelengkap (aanvullend recht) dan hukum yang bersifat memaksa (dwingend
recht).! Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan hukum
yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang
berkepentingan, yaitu peraturan hukum hanya berlaku sepanjang orang-
orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya.
Misalnya, pada Pasal 1477 BW ditentukan bahwa penyerahan harus
terjadi di tempat barang yang dijual berada pada waktu penjualan.
Peraturan hukum ini bersifar pelengkap, sehingga orang-orang yang
mengadakan perianjian jual beli barang boleh menyimpanginya
dengan mengadakan perjanjian yang menentukan tempat dan waktu
penverahannya. Adapun Pasal 1477 BW mengikat dan berlaku bagl
mereka yang mengadakan perjanjian jual beli suatu barang apabila
mereka tidak menentukan sendiri cara lain.

Hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan hukum yang
tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang
berkepentingan terhadap peraturan-peraturan hukum, yaitu orang-
orang yang berkepentingan harus tunduk dan menaatinya. Dalam Pasal
39 Undang-Undang No.] Tahun 1974 ditentukan bahwa, “Perceraian
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang
telah ditentukan”. Peraturan hukum ini bersifac memaksa sehingga
suami istri tidak boleh mengadakan perceraian sendiri diluar sidang
pengadilan tanpa alasan sah yang telah ditentukan. Dengan demikian,
hukum perdata tidak selalu berisi peraturan-pe

Hukum Pe

raturan hukum yang

"linid,

lﬂﬂ'i}l::j?s“ . Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas H kuin Pendata, Bandus

12 Alumni,
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kan bagian

; kum perdata merpa

bersifar pelengkap mﬂﬂk;:";:;:-ilgm petsecrangan. Hukum pe
Ky yang Mengarur Kepe - vang men

:’]:n; berz?;t memaksa merupakar hukum F:rdas:::aﬁg P&dam‘
kecentuan rentang ketertiban un'.lum dan F‘EL kc;usiiaa .
tidang yang menyznghut ketertiban umumn &0 o mn, P‘fh
bidang-bidang yang menyangkut ketertiban gmum an ke Usihy,
inilzh oronemi individa dibatasi.? Mtnuﬂlu Rld.l.lﬂn Syahrani, hlﬂm
perdata secars ilmu pengetabuan, dibagi menjadi 4 {empat) bldarg
yairy:™
1. Huku Perseorangan/badan pribadi (persoonrecht)
2. Hukom Keloarga (familierethi)
3. Hukwn Harta Kekayaan (vermiogenrecht)
4. Hukum Waris {erfrecht).

Sementara sistematika Hokum Perdata menurut Kitab Undang
undang Hukum Perdata teidiri dari 4 {empar) buku yair:"?

t. Buku T yang berkepalz “Petihal Crang”, mertuar hukom tentag
diri seseorang dan Hitkum Keluargs;

2. Bukulyang berkepala “Perihal Benda®, memuar Hiskuum Kebendas
serta Hudmm Waris;

5. Buky JIT yang berkepala "Perihal Perikatan®, memuat Huku®
Kekayaan yang mengensi hak-hak dap kewgjiban-kewajiban ys%
berlaka terhadap Grang-orang atay pihak testenty:

4, (a;? IV yang berkepata "Perihal Pembuyktian dan Lewar Wakit

Uwarsz), memuat perihal alac-alas : s deibat-
& . pembukiian dan @k
akibat lewat wakm terhadap huhungan-huhungan hukum.

o :‘hﬂﬁ pembuktian cia_n lewat wakey (datuwarsa) sebenasd?

(Kitab U a:: K acarz, sehingga kurang tepat dimase kican dalai?

hl.lll:urn ;Efd&gt;u;ia::fi:{il:am ?’Efﬂﬂta} ¥ang pada dasarnya mengal®
) e P! pernah 54

hubom acata ity dapat dibagi calam hagiana:::::;lpdid?pﬂ"liw

o YAng mengenal alat-ala pembykyigy teshitung bagian :ar:unsl s

“id, hal. 3.8,
“tlid, hal. 23,
"Op.cit, hal, |17,

g Hukum Perlkatan



hukum acara materil yang dapat diatur juga dalam undang-undang
tentang Hukum Perdata materil.”

gistematika adalah pengelompokan-pengelompokan Lentang
sesyaty hal yang dimasukkan dalam kategori tertentuy yang sama.
Sistematika ketentuan mengenai hukum perikaran yang tertuang dalam
Buku I11 KUHPerdata (BW) terbagi menjadi 2 (dua) ketentuan yaitu
Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus, ketentuan mana mengatur
tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum perikatan.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat dan mengatur tentang peraturan-peraturan
yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, misalnya tentang
bagaimana lahirnya suatu perikatan, tentang perikatan yang dilahirkan
dari persetujuan/perjanjian, tentang perikan yvang dilahirkan demi
undang-undang, dan tentang hapusnya perikatan.

F. Ketentuan Khusus

Ketentuan Khusus memuat dan mengatur tentang peraturan-peraturan
yang berlaku secara khusus, misalnya tentang jual-beli, tukar-menukar,
sewz-menyewa, perserujuan untuk melakukan pekerjaan, tentang
perseroan (scbagai lex specialis/aturan umum), hibah, penitipan barang,
pinjam pakai, pinjam mengganti, bunga tetap, atau bunga abadi,
persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan dan
perdamaian,

G. Sistem yang Dianut dalam Buku Il KUHPerdata

Sistem yang dianut oleh buku I itu lazim dinamakan sistem “terbuka®,
yang artinya adalah bahwa orang dapat atau leluasa untuk mem!‘::uat
atau memperjanjikan hal-hal apa saja yang diinginkan asalkan tidak
melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, Demikian pula orang
dapat mengesampingkan peraturan-perafuran yang rermuat dalam
Buku Il KUHPerdara, untuk hal ini maka dapatlah dikatakan bahwa

"Loc.cit.

Bab 1 | Sistematika Buku Il dan KUH Perdata aw_ : § cmin
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peraturan-peraturan yang diterapkan dalam Buku 11 @HH :
tersebut hanya disediakan dalam hal pa F'hak yang mﬂ_‘bﬂt daly
perjanjian tidak membuat peraturan sendiri. Oleh karena itu H b
Perikatan sebagaimana yang tercantum dalam Buku 111 KU _
merupakan hukum “pelengkap” (aanvullend recht), bukan hukgy
yang memaksa (dwingend recht). Sistem yang dianut dalam Buky
KUHPerdata ini adalah sebagai kebalikannya dari sistem yang diany;
dalam buku 11 KUHPerdata (tentang Hukum Kebendaan). Dalay
buku 11 KUHPerdata orang tidak diperkenankan untuk membuar a |
memperjanjikan hak-hak kebendaan lain selain dari yang relah diaty |
dalam buku Il KUHPerdata. Oleh karena itu sistem yang dianutﬂleli

buku 11 KUHPerdata ini disebut “tertutup”. i

S Hilkiirm Dot
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PENGERTIAN PERIKATAN

A. Penjelasan Umum tentang Perikatan

Buku I BW tentang perikatan (van verbintenis) tidak mendefinisikan
perikatan, namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri utama dari
perikatan berdasarkan Pasal 1233 BW.

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum
antard para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban
(kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat empat unsur perikatan,
yaitu:

1. Hobungan hukum,artinya bentuk hubungan hukum yang
menimbulkar akibat hukum;

2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan
perikatan di Buku [l BW yang termasuk di dalam sistematika
Hukum Harta Hekayaan (Vermogensrecht), yaitu hubungan yang

terjalin antar para pihak tersebut yang berorientasi pada harta
kekayaan:

ig=wds e o ©men 5 areee
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3, Parapihak, artinya dalam hubungan hukum melibatkan Pih"k'ﬁ‘_,
sehagai subjek hukum.

Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kepy
(prestasi) kepada para pihaknya (kontra prestasi), yang pada
tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila dim
menggunakan alat negara.

Adapun R.Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah huhmﬁ
yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam by,
kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan piha};m
lainnya wajib memenuhi prestasi.

Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal virg
mengiat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mer@
itu dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, utang-piutang
dan sebagainya,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 BW, perikatan bersumbs
dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber &
perjanjian diarur dalam titel IT (Pasal 1313 s.d. 1351) dan titel V 54

XVIII (Pasal 1457 s.d. 1864) Buku [11 BW. Perikatan yang bersumba

dari undang-undang diatur dalam titel 111 (Pasal 1352 s.d, 1380) Bk
111 BW.

Adapun perikatan yang bersumber dari perjanjian jika salah ¢
atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dir un
memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan, Prestasi ynngtimu
dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah saru pihak dalt
perjanjian agar dipenuhi, tetapi juga prestasi yang ditentukan ¢
undang-undang dan dilakukan secara timbal balik antara kedua be?
pihak dalam perjanjian. Perikatan yang bersumber pada undang-und#®
dibedakan atas dua macam, yaitu perikatan yang hanya bersu mberd®
undang-undang dan perikatan yang bersumber dari l.lr'n'.:hlng,-Llﬂud;a"tl
karena perbuatan orang,

Perikatan yang timbul karena
perbuatan vang menurut hukum dan
Perikatan yang timbul dari
dua, yaitu wakil tanpa ky
1354 sampai dengan Pasal
utang (onverschulddipde

perbuatan orang terdiri am.
perbuatan yang melawan hu
perbuatan yang sesuai dengan lwtk’-"'"“'ﬁl
asa (zmlkmmmwningjl diatur dalam H’#
Ll?iﬁ!’-l KUHPerdata, dan pembayaran off
betaling) yang diawuy dalam Pasal 1358 s.d 18

J l._l_ Huskumn Perikatan
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KUHPerdata. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang ridak sesuai
hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur
dalam Pasal 1365 s.d. 1380 KUHPerdata.

B. Pengertian Hukum Perikatan Menurut limu Pengetahuan

Definisi hukum perikatan tidak secara tegas dicantumkan dalam
KUHPerdata, tetapi dalam ketentuan umumnya dinyatakan,
sebagaimana disebutkan pada Pasal 1233 yaitu “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena perserujuan, baik karena undang-undang” dan
Pasal 1234 menyebutkan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuaty,; untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Menurut
ilmu pengetahuan Perikatan adalah Suatu hubungan hukum dalam
lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang arau lebih dimana pihak
yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu,!
Menunjuk pada definisi yang telah disebutkan, maka dapat diketahui
bahwa unsur-unsur dalam perikatan it ada 4 (empat) yaitu:

1. Adasuatw hubungan hukum

Ada kekayaan

Ada pihak-pihak

Ada prestasi yang harus dipenuhi

W

Menurut Subekti, suatu perikatan adaleh perhubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.? Pihak yang berhak
menuntut sesuatu hal disebut kreditur dan pihak yang harus memenuhi
tuntutan adalah debitur, Perhubungan antara dua orang atau dua
pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si
berpiutang ity dijamin oleh hukum atau undang-undang.’ Jika hak yang
dituntut eleh kreditur avau si berpiutang tidak dipenuhi secara sukarela
oleh debitur atau si berpiurang, maka kreditur dapat menggugatnya di
hadapan hakim dalam persidangan di Pengadilan.

"Winarsih Imam Subekil, Rini Marla, dkk. Buka Ajar, Hukim Dalam Bisnis,
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Indonesia Atmajaya, 2013, hal, 21,

:f:m”““'- Hukum Perianjian, Cet, XVI1, Jakarta: Intermasa, 1998, hal, 1.
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Menurut Riduan Syahreni, perikaran (verbintenis) adalah I'.lm;,l,qi

hukum antara dua pihak dalam lapangan harta k?iﬂl}’ﬂan} g
(kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak w

ihak yang satu i :
::Lin [d}:bifur} berkewajiban memenuhi prestasi itu. DtEh. karen, iy
dalam setiap perikatan terdapat “hak” disatu pihak dan ° R’E“’Hlihr
dipihak yang lain. Selanjutnya demikian pula halnya dengan Vollny
yang menyatakan ditinjau dari isinya bahwa perikatan itu ada selany
seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungty
dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakiy
Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukgy

antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewsjibg
(kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.*

Menurut Kartini Mulyadi, perikatan merupakan hubungan hukm
dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih oran g atau pihak

yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada sl
satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.

Menurut Agus Yudho Hernoko, te ‘
- rdapat 4 {empat) unsur perikatt

1. Hubungan hukum, artinya bent k1
menimbulkan akibat hu!tum}r; B

L. Bersifar harta kekayaan, artinya sesuaj dengan tempat pengaturd
aNg termasuk di dalam sisgematii

gan hukum ynf
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Apakah setiap adanya hubungan hukum adalah perikatan?,
misalnya jika ada suatu janji untuk mengajak makan di restoran
bersama-sama. Janji yang semacam ini tidak dapat disebur sebagai

_perikatan karena hubungan antara pihak-pihak yang ada tidak tergolong
dalam suatu hubungan hukum (dimana kewajiban mengajak makan
di restoran bukan menjadi suatu keharusan bagi yang mengajaknya
. dan juga bukan pula hak bagi yang diajaknya sehingga hubungan yang
tercipta tergelong dalam hubungan “moral” saja. Pelanggaran atas janji
untuk mengajak makan di restoran tidak ada sanksi bagi pelanggamya.
Namun secara sosial ada sanksi yang mungkin akan diterima oleh
pelanggarnya tadi, yaitu bahwa orang yang mengajak makan di restoran
‘dianggap berbohong dan sanksi yang mungkin terjadi adalah dijauhi
~dalam pergaulan sosial karena dianggap membohongi pihak yang diajak
untuk makan di restoran. Terlebih lagi apabila tindakan membohongi
ini seringkali dilakukan kepada orang-orang yang lainnya.

C. Subjek Dalam Perikatan

| Merujuk pada pengertian perikatan menurut Subekti dimana perikatan
merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan
antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pibak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari pengertian yang
diberikan oleh Subekti tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yaitu
bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan ada 2 (dua) yaine
1. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut sebagai kreditur.

2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan atas sesuatu, disebur
debitur,

|
|
|

Selebihnya adalah bahwa kreditur maupun debitur dapat
berkedudukan sebagai orang dengan syarat dewasa dan cakap
bertindak dalam hulum, yang jika belum memenuhi syarat ini harus
diwakili cleh seorang kuasa arau seorang wali yang ditunjuk secara
sah menurut aruran hukum yang berlaku. Maupun berkedudukan
sebagai suaty badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang tentunya juga harus diwakili
secara sah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan
yang berlaky. Dalam hal ini dapat diberikan contoh sebagai berikut;

Bab 2 | Pergertian Fmﬁmtﬂnwl_ 5:;#
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1. Seorang anak dibawah umur menjalani profesi Eﬂl?ﬂsﬁi Diny
iklan, maka yang mewakilinya untuk mengadakan perjanjian gy
orang tuanya atau walinya atau orang lainnya yang oleh undy
undang diizinkan. =8

2. Sebuah Perseroan Terbaras mengadakan perjanjian, maky o
mewakili Perseroan Terbatas tersebut adalah
perusahaannya seperti Direktur Utama, Direktur lainny,
seseorang yang diberikan kuasa oleh penanggung jawab perysgha:
dengan ketenruan ridak melanggar ketentuan undang-undang s
berlaku, >

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus terdapat 1 (s
kredm.nr dan sekurang-kurangnya terdapar 1 (satu) debitur,
tirtmﬂuan dapat secara analogi diartikan bahwa dalam satu perikigg
ltdﬂl? menutup kemungkinan terdapat beberapa/lebih dari 1 (g
kTEdJI.IIII!' dan 1 (satu) debitur Dalam sauru perikatan para pihakn :
kreditur dan debitur dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahs

alau atas persetujuan kreditur, sedangkan i itur dana
terjadi secara sepihak saja.’ 'GRan penggantian kredit daps

D. Objek Dalam Perikatan

'i'“r' . .
;‘km ;Tkisé:xrzaﬂ:;.nnnﬁlu_ﬁhil Rinj Hlﬁﬂ, d E
"Diaja 5. Moliala, ppp - oTsitas Kay Ajar, Hukum Dafm S5
2014, hal, 155, e ek Perdatg w,,ﬂﬁ;ﬂﬁ"ﬂumqm 2013, hal &
A Eﬁ]’l Ij_ng: Huanﬂ ;I.
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1. Memberikan sesuatu;

2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Pengertian memberikan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata) misalnya
menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa
- menyewa, tukar menukar, dan lain-lain."” Pengertian berbuat sesuatu
(Pasal 1239 KUHPerdata), misalnya melaksanakan suatu perbuatan
tertentu, membangun rumah atau membangun jalan, seperti dalam
perjanjian pemborongan atau perjanjian kerja." Pengertian tidak berbuat
sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdata), artinya tidak melakukan suatu
pekerjaan terfentu, misalnya ridak membangun tembek tinggi yang
dapat menggangau (menghalangi) pemandangan tetangga, dan lain-lain.

Obyek perikatan apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian,
maka haruslah merupakan suatu hal tertentu dan juga beleh untuk
diperjanjikan, Maksud dari boleh dipetjanjikan adalah bahwa objek
perjanjian tidak boleh sesuatu yang melanggar undang-undang atau dapat
Juga diartikan bahwa perjanjian untuk berbuat sesuatu, menyerahkan
sesuaty dan tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam perjanjian
adalah hanya hal-hal yang sesuai dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban dalam masyarakat. Termasuk didalamnya tentu adalah
Norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat setempat.

E. Temi Schuld dan Haltung

Sebagaimana telah dikemukakan dj bagian awal, bahwa dalam perikaran
terdapat yngy, yang menjadi kewajiban bagi seorang debitur untuk
men.'mnuhi SUaty tuntutan dari seorang kreditur. Untuk hal ini ada
Eﬂ fa’:rﬁdﬂff:'n al dengan nama reori Schuld dan Haftung, lEfJ'ri bﬂ!ﬁmﬂ-ﬂ
Pq Sff’: I‘gw’a*'h‘ﬂ“ yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, Kiranya
il ! jE‘U_l'lir"*t'ﬂd;ml dapat dijadikan pijakan untuk membahas
dise u’fk;“‘-:lﬂ Schuld dan Hafiung tersebut, dimana dalam pasal ini
yang ti da: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun
ada dike bF"E‘-*mlt. baik yang sudah ada maupun yang baru akaun

TEeIRdiay hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
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12 penahaman terhadap p s———

- EI'I:". 3
persecrang: j ooli jaminaﬂ atas urang 4

AR lain
dibuataya dengan BRER e
ﬁpL yang dimaksud dengan ScAuLc? schuliﬂ:: l;::ﬁ
dari debitur untuk melaksanakan Frerftaﬁln?a’ht;mf 13 Er:du:
tidaknya sanksi/harta benda yang dipertart n ﬁr': uget o
yang dimaksud dengan Haftung ﬂd“hﬂ? s tﬂd f}gttrgr:i'lg s
tanggung jawab yuridis/harta benda dari Efm‘ﬁ:i:lg b "I.,E
siapa yang harus melaksanakan prestasi itu.’ DalamkPEﬂE'-'ﬂ'h iy
yang lebih sederhana adalah bahwa Schuld merupakan ,_:
debitur menyerahkan prestasi kepada kreditur. Qleh karenanya debify

mempunyai kewajiban membayar utang, dan disamping ...-:
debitur mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kek: :
diambil oleh kreditur, sehanyak utang debitur untuk pelunasan utag
tadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang.! i

Umumnya pada seorang debitur terdapat baik Schuld mau;
Haftung, akan retapi dapat pula terjadi dua keadaan tersebut (schuldds

1
|
haftung) pada dir seorang debirur. Ada beberapa kemungkinan yaif'
dapat terjadi berkaitan dengan teori ini, yaitu:*® o
1. Schuld dan Haftung sekaligus P
M
Pada umumnya yang terjadi dalam suaty perikatan adaéh]
bahwa dalam diri debitur terdapat sekaligus unsur schuld &
haftung. Dalam hal ini, pada si debitur terdapat kewajiban uat 8
!'ne::unaika_n prestasinya (schuld), tetapi dia juga memikul t2 i*'.'

.!_'"*'-“'_Eb yuridis {tanggung gugar) inilah yang disebut haftus
behlngga hukum dapar memaksa debitur tersabuyt agar mem
prestastyang terbit dari perikatan tersebur, baik dengan sendirinf®
varena hukum (melalui Pasal 131 KUHPerdata), maupun o8

n i peri S :

pe usus, seperti perikatan jaminan utang, |

"0p.Cit, hal, 265,

“Munir Foad
hal. 174, Y Konsep Hukum Perduty,

"Op.Cit,
“Winarsih dan kg
“Op.ai. hal, 175.

Jakana: RajaGrafindo Persada, 201

Wan-kawan, loe.Cie. hal. 13,
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5 Schuld tanpa Haftung

Dalam kasus-kasus tertentu dapat saja terjadi bahwa pada seseorang
rerdapat kewajiban untuk melaksanakan kewajiban (misalnya
membayar utang), sehingga ada unsur schuld, retapi hukum tidak
bisa memaksa dia membayar utang, jadi tidak ada haftung. Contch
«chuld tanpa haftung ini adalah ikatan yang terbit dari suatu perikatan
wajar (naturlijk verbintenissen), seperti utang yang terbit karena
perjudian misalnya.

Haftung tanpa Schuld

Bisa juga terjadi pada diri seseorang ada haftung, tetapi tidak ada
schuld yang dalam hal ini schuld ada pada orang lain. Misalnya
jika pihak ketiga (A) menanggung utang dari debitur (B) kepada
kreditumya (C). Dalam hal ini, pada pihak ketiga (A) tersebut ada
tanggung jawab (jaminan), sehingga harta-hartanya dapat disita
oleh Pengadilan, sedangkan kewajiban (schuld) sebenarnya ada pada
debiturnya (B). Jadi dalam hal ini, pihak ketiga (A) menanggung
beban haftung atas schuld debitur (B).

Haftung dengan Schuld pada orang lain

Dalam kasus penanggungan utang oleh pihak ketiga (A) tersebut,
jika dilihar dari segi debiturnya (B), maka dapat dikatakan bahwa
terhadap B memiliki kewajiban Schuid tetapi jika dia tidak memiliki
harta benda, maka dia (B) tidak mempunyai Haftung terhadap
krediturnya, (C),

Schuld dengan Haftung terbatas

Dalam hal ini dapar juga terjadi ada Haftung tetapi dalam artian
terbatas, Misalnya jika si A (debitur) berutang pada B (kreditur),
yang dijamin dengan sebidang tanah milik pihak ketiga (C). Maka
dalam hal ini dapat dikarakan bahwa terhadap C dibebankan
sualu tanggung gugat (Haftung), tetapi hanya terb:atals pada
sebidany ranahnya saja. Jika harga tanah tidak mencukupi untuk
membayar utang, maka tidak ada kewajiban bagi C tersebut untuk

menyerahkan harta-hartanya yang lain selain dari sebidlang tanah
tersehun,

pab 2 | Pengertian Perikatan _]l}
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_BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

A. Pengertian Asas Hukum Perikatan

Pengertian Asas menurut Paul Scholten adalah kecenderungan-
kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada
hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya

sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak boleh tidak
harus ada,

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sebagai berikyr:

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikiratau berpendapat),

sebagai contoh: “pada dasarnya, saya setuju dengan pendapat

saudara”,

2. Dasar citacita (perkumpulan atau organisasi), EEbﬂﬁﬂi contoh:
sebelum memasuki suatu organisasi kita harus tahu cita-cita dan
tujuannya,

-31

Hukum dasar, sebagai contoh: tindakannya ity melanggar hukum.

Sehubungay dengan hal tersebut di atas, maka dalam ilmu hukum
Yak ditemui Asas-asas Hukum baik yang khusus maupun yang

ERTEanTL. = S
2 _.,:_; T, S T
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umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan ﬂlﬁ_h akal pikiran ey
yang memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena 1t Secara umusg
disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan mep,
peraturan hukum yang konkrir tetapi merupakan pikiran d;
bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peratu j'

konkrit. Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam b
konkrit atau diluar peraturan hukum konkrit.’ (acle.kpk.go.id)
Asas Hukum Perikatan dalam KUHPerdata (KU HPerdata)
Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdara

Asas Pacta Sunt Servanda Pasal 1338 KUHPerdata
Asas Konsensualisme Pasal 1320 KUHPerdata

Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdaia

ABas Privaty of contract (asas kepribadian) Pasal 1315 jo Pasal 1
KUHPerdata

Asas Keseimbangan

Asas kepastian Hukum Pasal 1338 KUHPerdata
Asas Moral Pasal 1339, Pasal 1354 KUHPerdata
Aszas Kepatutan Pasal 1339 KUHPerdara,

ol W

0 ;= N

B. Asas-asas dalam Naskah Akademik RUU Huldl
Perikatan Nasional |

Disamping kelima asas yang telah diuraikan 4 . are
Hukum Perikatan yan diatas, dalam Lokak#

gd[#&]Eﬂﬁmﬁaﬂ aleh ¥
Nasional (BPHN), Departemen Badan Pembinaan Hu%

facle kpk.yo.bd
Tim Maskah Akademis BN « 1o
Perthatan,” jukarta, Badan Pemh, IN, “Naskah Akademic Loakakarya F51

Aan Hukym Nasional, |ogs,

Hukum Perlkatgn
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Conh: Perjanjian Asiransi merupekan salzh saty petjanjian yang
sangat menguramakan asas kepercayaan, asas ini dikenal dengs
istilah Utmost goodfaith. Dalam hal ini kedua belsh pihak yang
membat perjaniian asuransi harus saling mempercayat yaity bahwa
Pihak Penanggung (perusahaan asuransi hars benar-benar akan
menanggeng resike yang terjadi dan menimpa Pihak Tertanggung),
sementara Pihak Tertanggung harus memberikan informasi yang
benar kepada Pthak Penanggung, Kondisi semacam ini hanys ditandasi
dengan kepercayaan yang sangat tinggi dari keduz belah pihak,

Asas Persamaan Hukum

Asis persamazn hukum mengandung maksud bahiwa subjek huknm
yang tengadakan perjaniian mempunyai kedudukan, hak dan
kewsajiban yang sama dalam hukom. Mereka tidak boleh dibeda-
bedakan ancara sats sama lainnya, walaopun subjek hukum it
berbeds warna kulir, agarng, dan ras,

Dalam prakiek di masyarakar asas persammaan hukum dapet diguriakan
apabila keadaan dari kedua belah yang tedibat dalam perjanfian
meniiliki keseraraan kepentingan untuk membuat perjanjtan. Pada
kenyaraannyz ada petjanjizn-peranfian terfentu dimana salsh saty
Pinak dalam perjanjian berada pada posisi yang tidak seimbung
sehingga ini akan mengakibarkan adanya perakuar yang, tidak sema.
A hadipan hukum, terutama apabila sudah tetjadi konflik dianara
para pihak. Pecjanjian cersebut misalnya adaish perjanjian kredit dalarn
industel perbankan, peejanjien leasing. dan perjanjian baku leinnya
yang dibuat oleh pelabn ussha terhadap konsumennya.

. Asas Kezeimbangan

Asas keseitbangan adalah asas yang menghendaki k:tliul
belah pihak memsnuhi dan melaksanakan perenfian, Kreditur
MEMpunyai kekuatan wntuk menustor pressasi dan jlka diperiitkan
d2pat menuntut pelunasan prestasi melalui kekiayaan debltur,
hamun debitur memikul pula kewajiban ontuk melaksanakan
Pejanjian ity dengan irikad baik. |

Daiam agag kesaimbangan sudah aepatutnya keduduknn diantara
P21 pihak bajl yang berkedudukan sebagsl kreditur atiy yang

Uidikan sebagal debitur memiiki kedudukan yang suiml:'fﬂﬂﬁl;lL
Selmbang datam hal ini adalah dikaltkan dengan masals

Bab 3 § Asan-Ases Hukurn Parhatan EE pr——



ki oleh masing-masing pihak pagy,
ingin membuat suaty perjanjian, sehingga k!augula-klausu
ada tidak membﬂaﬂiﬂ-‘l'l Fm-g Plh ak :,FH.I'IE terlibar dalam - a4
Namun ada kalanya terjadi suatu ptr;‘:{edaan REpEr}tmﬁ
hal ini di dapat disalahgunakan oleh ‘pxhallc ?rang IHII'I.H‘ﬁ .
penyalahgunaan keadaan). Contoh dari hal ini dfpnt dilihay %
beberapa kejadian pada perjanjian kerja (perjanjian perburuly
vang dibuat antara perusahaan dengan sescorang yang akan be
di perusahaan. Seringkali calon pegawai menuruti saja kehend
dari perusahaan karena pada hakekatnya yang membutubk
antuk diterima dan bekerja di perusahaan adalah calen pegin
Namun jika dilihat dari segi kepentingannya, kedua belah pi
sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama bess ”
perusahaan membutuhkan pegawai untuk mengoperasionds
jalannya, sedangkan pegawai membutuhkan perusahaan peker
di perusahaan tersebut. |

4. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, /&
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pacta Sunt Su l
Asas ini mengandung pengertian bahwa sudah sepatutny2 "2
perjanjian yang dibuat dan disepakati menjadi tanggung jEW"-"h T
para pembuatnya untuk mematuhinya atau melaksanakan semua >
hal yang diperjanjikan. Sehingga perjanjian yang dibuat akan mé%e
para pf':lmk untuk mentaatinya, hal ini mengakibatkan € cip?™
kepastian hukum (para pihak berdasarkan perjanjian harus e
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan) dian@® =
pihak selama jangka waktu perjanjian yang disepakati bersamd

5. Asas Moralitas |

s l_'nﬂml 'm terikat dalam perikatan wajar, yaira suatu per
SMKRIEIS <he feseriiang Undk dape menuntut hak baginy?
z":::ii‘:f:;?mms; dari pihak debitur. Hal ini terlibat ©
sukarela {J:Jrﬂ;?ku ceseorang melakukan perbuatét it

- Yang bersangkutan mempunyai q,"’

hukum untuk meneruskan dan
"}En ' T -ll
satu faktor yang memberikan m“‘-’ﬁim Pyﬁ:ﬂ il

kepentingan yang dimi

LK
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melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan
(moral) sebagai panggilan hati nuraninya. |

Secara moral, subjek hukum yang terikar dalam suatu perjanjian
dengan subjek hukum lainnya memiliki tanggung jawab moral
untuk memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana tertuang
dalam perjanjian. Jika subyek hukum tidak mentaatinya maka ia
telah melanggar perjanjian dan tentunya akan ada sanksi yang akan
diterimanya sesuai yang telah disepakati. Lepas dari adanya sanksi
yang jenisnya dapat berupa denda, pemutusan perjanjian atau
pembatalan perjanjian, rindakan subjek hukum yang bertentangan
dengan isi perjanjian juga akan bertentangan dengan moral
serta kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam svato
peribahasa diungkapkan bahwa "janji adalah hutang, dan hutang
haruslah dibayar®, janji ini baik tertulis maupun tidak tertulis
harus dipenuhi. Secara umum ini peribahasa ini mengandung arti
bahwa apa-apa yang diperjanjikan haruslah- ditepati apalagi jika
janji dilakukan dengan lisan. Sescorang itu yang dipegang adalah
ucapannya. Kiranya peribahasa “Mulutmu Harimaumu” dapat

digunakan pada konteks asas moralitas dalam hukum perikatan
ini.

- Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas
ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang
diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa persetujuan-
persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan
atau undang-undang, Dari pasal ini dapat diambil pengertian
bahwa suatu hal yang menjadi kepatutan atau kepantasan dalam
masyarakar tidak dapart dilanggar oleh para pembuat perjanjian
meskipun perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang
membuatnya saja (asas kepribadian). Jika suatu perjanjian dll’fl.lﬂ[
dengan melanggar kepatutan dalam masyarakat maka perjanjian
tersebut akan menjadi batal demi hukum dan segala sesuatu yang
terjadi karena adanya perjanjian dianggap ridak pernah terjadi.

Bab1 I Asas-Asas Hiskeipr Perikatan 1§ amm—
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7. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perj, ..
tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diawy .,
tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikutj,
Perjanjian juga digantungkan pada kebiasaan yang terdapy
diakui oleh suatu masyarakat di lingkungan wilayah terteny,
dikaitkan dengan masyarakat dan wilayah Indonesia maks
banyak ditemukan berbagai kebiasaan yang ada dan akan ditepy,|
hal ini terjadi karena wilayah Indonesia dan masyarakatnya %
heterogen. Sehingga dapat dipahami bahwa kebiasaan-kebiasgy,
antara satu tempat dan tempat lain di Indonesia zkan sangy!
berbeda-beda, tentunya hal ini juga akan sangat mempenganfj
perjanjian yang akan dibuat oleh pihak-pihak dalam perjanjian,

8. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debine
dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang pery
mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pina
ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjsd
dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membul
suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hai
Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diat
merupakan hal penting dan mudak harus diperhatikan beg
pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari sual
kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sehagaimana diingiok!
oleh para pihak.

ig=wds e o ©men 5 areee



.BAB 4
EE—
UNSUR-UNSUR PERIKATAN

Selanjutnya, perkembangan dalam doktrin ilmu hukum melahirkan
tiga unsur perjanjian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu
perjanjian. Dengan demikian, dapat dengan mudah menggolongkan
suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikaran, vaitu
perikatan unuk menyerahkan sesuary, perikatan untuk berbuat sesuatu,

dan/atau perikaran untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat
hukumnya.

Terkait dengan tiga unsur dalam perjanjian tersebut, menurut
Ahmadi Miru, yaitu:

1. Unsur esensialia dalam perjanjian;
2. Unsur naturalia dalam perjanjian;
3. Unsuraksidentalia dalam perjanjian.

A. Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Ulnsur esensialia dalam perjanjian berupa pr&stasi-presmﬁi yang wajib
dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat
dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari

27 w—
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_ unsur ini dipergunakan 4
jenis perjanjian lainaya. U‘F‘:'mnﬁ ertian dari suatu perj lh“'
; definisi, atau Peng o iy
memberikan rumusan, :-janjf“' jual beli dengan penan;ian liky
Misalnya, pembedaan mm:sal 1457 adalah .. suatu perjanjian dengy
menukar. Jual beli menurut divinya untuk menyerahkan suaty po,
nama piak yang satu mengikatkan SEE L g kan 1

. . bayar harga yang dijan) BRan iy
dan pihak yang lain untuk memaayar " .

. KUHPerdata adalah *'... suatu perjgn s
menukar menurut Pasal 1541 v b sali ian,
dengan mana kedua belah pihak mengikathan .dmn_}'n_ R e mgmbﬂi’!
suatu barang secara bertimbal-balik, sebagal gantinya suat barang iy,
Artinya, unsur esensial merupakan Unsur yang harus S dﬂlm Kontraf
Tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial maka tidak aka
ada kontrak. Misalnya, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakap,
mengenai barang dan harga. Tanpa kesepakatan mengenai barang ds;
harga dalam kontrak jual beli maka batal demi hukum karena tidak 34,
hal tertentu vang diperjanjikan.

Dengan demikian, rumusan Pasal 1457 dan Pasal 1541 di atas, dapgt
mengetahui bahwa jual beli dibedakan dari tukar menukar dalam hy
pembayaran harga. Selain pembayaran harga sebagaimana dimaksu
di atas, dapar dikatakan bahwa seluruh ketentuan mengenai jual beli
yang berhubungan dengan penyerahan kebendaan yang dijual atag
d]pﬂjukarkan adalah sama. Unsur yang ada dalam suatu perjanjian
alfrabrla tanpa keberadaan unsur tersebut, perjanjian untuk dibuat dan
disclenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda sehingga menjadi
tidak sejalan dan tidak sesuaj dengan kehendak para pihak.

B. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur Narturalia merupakan unsur |
: ang telah di
Undang. Apabila tidak diatur oleh yang telah diatur dalam Undang

U
u;rrng Fanfe ?Tng.?:.umy'a. Dengan demikian, unsut ini merupaka?
yang selalu dianggap ada dalam konrat. Misalnya, jika dalaf

e 28 Hukum Perikatan j
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berupi kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual
dari cacat-cacat tersembunyi. Pembeli tidak akan menerima bentuk jual
beli ketika penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyl
dari kebendaan yang dﬂllﬂl ﬁ]ﬂhﬂ}'ﬂ. Berkaitan [|{.'I'Ig.'.'ln hal dimaksud
di atas, yang perlaku adalah Pasal 1339, “siaru perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di ditlarmyn, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurul sifat pevjanjian, diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atay undang-undang,” Suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan, atau diundang-undang,

C. Unsur Aksidentalia dalam Perjanjian

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang suatu saat ada atau mengikat
para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Kartini menyebutkan
unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang
merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para
pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan
khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur
ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus
dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, dalam jual beli
unsur aksidentalianya adalah kerentuan mengenai tempat dan saat
penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Misalnya, dalam kentrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan
bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-
turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur
tanpa melalui pengendalian. Demikian pula, klausul-klausul lainnya,

Dengan demikian, perikatan dapat ditimbul dari dua hal, yaitu
karena perjanjian dan/atau karena undang-undang. Perikatan yang
lahir dari perjanjian adalah perikatan yang timbul atas dasar sepakat
berdasarkan asas kebebasan berkontrak antar para pihak. Kesepakatan
tersebut berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak
yang terkait dengan kesepakatan. Pada dasarnya pe rikatan merupakan
Suatu hubungan hukum antar dua pihak, yaitu pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pibak yang lain berkewajiban
memenuhi tntutan tersebut, Dalam hal ini dapat disebutkan balwa

Bab 4 | Unsur-Unsur Perikotan H -
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pihak yang menuntut disebut kreditur (PIhﬂl_‘ :E:F;::a;‘f; ian ik
yang berkewajiban untuk memenuhi prestast Is'].; s r
berutang). Keadaan tersebut juga dapat diarti ad_ 3 ddan
suatu hak dan kewajiban yang harus dilaklflmn kre ltdur dan dep.
bergantung pada yang diperjanjikan. Artinya. hak an Kewaj; :
kreditur harus diatur oleh undang-undang sebagal suatu tindakan
melakukan tuntutan terhadap pihak yang lalai dalam melaksangp,
suatu prestasi atau kewajibannya.

Secara sederhana, perikatan diartikan sebagai salah suatu hg|
mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yy
mengikat adalah peristiwa hukum, seperti jual beli, u[ang—piu%
kelahiran, kematian, perkarangan berdampingan, rumah bersygy

Dengan demikian, peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungs
hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat beberapa unsur yagg
tercantum dalam kontrak, antara lain sebagai berikut. '

L. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaity
timbulnya hak dan kewajiban.
Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
Subjek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang
diatur dalam KUHPerdata. Sebagaimana dikerahui bahwa hukum
perdara mengualifikasikan subjek hukum terdiri aras dua bag:an,
yaitu manusia dan badan hukum. Menurut hukum perdata, yang
membentuk perjanjian bukan hanya manusia secara individud

ataupun kolektif, melainkan juga badan hukum atau rechtpersom
misalnya yayasan, koperasi, dan persercan terbatas,

3. Adanya prestasi. Menurut Pasa] 1234 KUHPerds  terdin
rerdin
atas untuk memberi Sesuaty, R, prgtas:

untuk quk
tidak berbuat sesuary verbuat sesuzy, dan ur

i nk:::n yangjlmgtel't‘“’d‘“P ﬂﬂn Ban undﬂﬂg—undang gledﬂh ;:.:na'iw
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dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat
dibagi lagi dalam perikatan yang lahir karena undang-undang (Pasal
1352 KUHPerdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena
spatu Pgrbuatﬂ.'ﬂ orang sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-
undang karena suatu perbuaran orang dapat lagi dibagi dalam suaru
perikatan yang lahir dari perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari
perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUHPerdata).

) leatan e = o
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_BABD

SUMBER PERIKATAN

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overenkomst dalam
bahasa Belanda atau contract dalam bahasa Inggris. Untuk itu, banyak
ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian. Hal
itu sesuai dengan judul Buku I titel kedua tentang "perikatan-perikatan
vang lahir dari kontrak atau perjanjian.” Berbeda dengan Subekti yang
berpendapar bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit
daripada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujuan kepada
perjanjian/perikatan yang tertulis. Pothier membedakan antara contract
dan convention (pacte), Convention adalah petjanjian anrara dua orang atau
lebih untuk menciptakan, menghapuskan, atau mengubah perikatan.
Adapun contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya
perikatan,

Argumentasi kritis mengenai penggunaan isrilah kontrak atau
perjanjian disumbangkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dengan
melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian
dalam sistem Anglo-American. Sistematika Buku IlI tentang
Ebrbintmfssmrﬁh: (hukum perikatan) mengatur mengenai overeenkomst,
Jika diterjemahkan ke dalam hahasa Indonesia berarti perjanjian.
Dalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada

3 mrmnascsa
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Lym perikatan mﬂ”ﬂi“dikagihd

i Hu
Buku 111 BW Indonesia (eNt08 © ) 1o rea kekayaan (vermog,,

P!:nge. janjan berkaltan denEC 0 konsep - Apot
bahwa Eel}ﬂ“.l“_‘;’nji;n o mirip dengan mm‘i’ﬂ;ﬂf ?adi;;am Pﬂ]ﬁnﬂq
A :&IT f:l?g selalu berkaitan dengan l;giﬂmflia,nfa ﬂwpr 4 kf:ii
mieri ‘ o 5
. : anijian yang hahasa : .!
jﬁgmh :;!::::égﬁn:isibm agreement Vang mempun:.r:;. Pengertiy
bih luas dari contract karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengy
snis’ k agreement yang berkaitan dengan biggy

bisnis arau bukan bisnis. Untu . : i
disebut contrace, sedangkan untuk yang tidak berakitan dengan bigy

disebut agreement. o
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah

persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak g
lebil, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam
persetujuan iru. Kamus Hukum menjefaskan bahwa perjanjian adalsh
persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun
lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telsh
dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, "suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka
dirinya terhadap satu orang atau lebih,

| R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiva
151 mana seorang berjanjii kepada orang lain atau di mana dua orang
iru _s*al_:_ng berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim,
pefjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu denga
subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek hukum
yang 551!:[1'!8?'1&1: atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang kit
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesiyai ~
telah disepakatinya, i e T
Sumber perikaran iri -
i e it terdiri Aas dua jenis, yaitu perikacan yank
undang-undang dan periks s
‘an yang lahir karena perjanji?™

Perikatan i
Per yang lahir karensy undang-undang ini dapat pula dib‘ﬁf_ﬁ

tua untuk memelihara dag mnds 32, seperti misal nya kewajiban orafl

idik Hﬂﬂk‘ﬂﬂﬂknya; juga karena undaof’

-__JL-H'I"W'I'I- F.ﬂhtlﬂ
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. oq karena perbuatan manugky yang sesual de huky
f;udi YL": greptulen dengan Pasal 1354 KUH Perdara, yairy g
disebut dengan zagkwaaReming.

Seseorang YENg relab melakukan perbuatan melawan hukym
mewajibkan orang Y0E. melaku kﬂﬂ_PEfbuatan itw, yang karena
pesbitatannya telah menimbulkan karugian pada czang lain, wajib unonk
membayar ganti kerugian.

Sedangkan sesecrang yang dengan sukarelz dan tanpa dimints
menguruskan kepentingan-kepentingan orang lain yang meninggalkan
rumahnya misalnyz. Menjagz dan memeihara rumah tersebur,
memperbaiki segala kerusakan, membuat perjanjian-perjanjian untuk
kepentingan rumah tersebut. ini menimbulkan kewajiban bagi orang
rersebut untuk meneruskan pengurusannys sampai pemiliknya pulang
kembali, dan pemnilikinya berkewajiban pulz untuk menggann segala
biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan rumah tersebut. Inilak yang
disebut zagkwanrnenting.

Pagal 1233 Bukw TiL KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap
perikatan dilahirkan baik karena persetnjuan, baik karema undang-
undang, Mengenai perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian
pembentuk undang-undang mengatur ketentuan sebagal aruran
prum bahwa suamn perjanjian harus dibuat berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata yaitu pasal yang mengatur rentang syarat szhnya petjanjian,
sedangkan unruk perixatan-perikatan yang |zhir dari undang-undang
pembentuk undang-undang tidak menentukan aturR UmMUm karena
sesual dengan namanya yaitu perikatan yang bersumber dari undang-
undang, para pihak runduk pada bak dan kewajitran yang relzh diatur
dalam undang-undang, Dengan kats lain, apabiia ada suatu perouatan
hukum yang memiliki beberapa upsur tertentu, undang-ungang.
kemudizn menetapkan perbuatan hukum ity sebagai suam perikatan.

A. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya behwa perikatan adalah
suaty hubungan ke antara dua belal pihak herdasarkart r:‘llﬂi"lﬁlfi'fll‘*ﬁic
yang sutu berhak menuntut sesuatu hat dari pihak yang iaif- Pihak
yang berhak menuntut disebut sebagai kreditur {51 berpiutang).

pihak yang harus memenuhi kewajiban disebut sebagal debitur (sl
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berutang). Sehubungan dengan uraian t:rs_ehut. F=15'a1 1233 KUK
mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena Persegy
atau perjanjian maupun karena undang-umiar.:g. ltulah seb.awi ¥
perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahj,
undang-undang, Begitu juga akibatnya bahwa sescorang dapat Meny
seorang kreditur (memiliki hak) maupun men]ad‘ll seorang depy,
(memiliki kewajiban) karena membuat suatu perjanjian dan seseq
dapat memiliki hak atau memiliki kewajiban karena ketentuan '-’-Hdang
undang yang mengaturnya demikian,

Suatu perjanjian adalah suaru peristiwa dimana SESCOTang berjay
kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling Berjanii unig
melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan antara perikaty
dan perjanjian maka perjanjian merupakan sumber perikatan selgiy
dari undang-undang yang juga merupakan sumber dari perikata,
Perikatan merupakan pengertian yang bersifat abstrak karena dj gy
para pihak dikatakan melakukan sesuary hal (ridak jelas tentang by
apa), sementara dalam perjanjian sudah bersifat konkric yaitu tentang
hal-hal yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya pihak pertama menjud
baru bara kepada pihak kedua, perbuatan kedya pihak ini dituangka
dalam sebuah perjanjian tertulis,

tertulis jugra untuk memenyhj Persyaratan l;ﬂg; Ef:riid;i:g“ﬁ;ﬁ
:::f:r_g- Misalnya UU Ng, 49 Tahun 2007 rey, tang Persergan Terbatss

#ibkan Angparan Dggar Pe bagai perjanjian diant®
tentik yang dibuat ol

ig=wds e o ©men 5 areee



B. Perikatan yang Bersumber dari Undang-undang dan
Undang-undang karena Perbuatan Manusia

Pasal 1352 KUHPerdata menvebutkan bahwa, Perikatan-perikatan vang
dilzhirkan demi undang-undang. timbul dari undang-undang saja,
atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Terhadap
perkataan “dari undang-undang™ sebagai akibat perbuatan orang dapat
ditemulan lagi subnya vang diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdata vang
berbunyi: “Perikatan vang dilzhirkan dari undang-undang, sebagai
akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuacan
melanggar hukam”™.

Berdasarkan dua ketentuan pasal dalam KUHPerdata tersebut,
mika perikatan-perikatan vang lahir dar undang-undang jenisnva dapat
disebutkan sebagai berikut:

1. Perikatan lahir dari undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdara).
2. Perikatan lahir dan akibar perbuatan orang vang dalam hal ini dapat
dibedakan lagi menjadi:

a. Perikatan vang lshir dari akibar perbuatan halal (Pasal 1353

KUHPerdara);
b. Perikatan vang lahir dari akibar perbuatan melanggar hukum
(Pasal 1353 KUHPerdata)

Bab 5 | Sumber Perikatan 37 sesmmmnsn
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Berikut ini adalah skema tentang Perikatan SEStdl Pasa| Iis;i

1353 KUHPerdata:
|”'_'_'_h5mwd whadopian |
yang ieerzikmnnye Pasal 4] I
m ¥

_
11574 Teatsng Hﬂ:'-""':'
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Pl 352 KU T =
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| EEMeedats. Perbslan
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| Halam [ i1ikmm o
| St

]

Keterangan:

1. Perikatan yang Lahir karena Perjanjian

Pada prinsipnya, suatu Ppetjanjian atau kontrak mengikar pihak-p
ﬁ;:i] membuatnya, Karena itu, menurut hukum, peﬁanjjm 1jad
Saiah satu sumber perikacan, di samping berbagai 5umberusum'

undﬂng-undms i
(1) KUH Perd bagi yang memby

bﬂﬁm Hnﬂﬂﬂﬁ'ﬂﬂdlﬂﬂ bﬂEi }I'Eng memhuﬂ[ﬂ}fﬂ+“

Onesj
kﬂffnan}'a menimby |k S Menga

t a w b
berikur: N perikatan) Ur tentang perjanjian (3%

tersebuyg dengan jalan sebd

—
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s Ketentuan-ketentuan nmum untuk perikatan (termasuk perikaran
gang sumber dari perjanjian}

b, Kerenipan-ketentuan urnum untuk perjanjian, yang pada pringipnya
berlaku watuk semua jenis perjanjian,

e Kespruap-kerentuan khusus untuk perjanjian yang khusus yang
berlain-lainan unsuk masing-masing perjanjian, yaitu pengaturan
untuk perjenjien-perjanjian khusus sebigai bertlac:

1) Perjanjian jual beli.

2) Perjanjian tkar menukar.

3) Pegjanjian S2Wa MEnyewa.

4) Perjanjian untuk melakulan pekerjaan,
5y Perjanjian perseroan,

§) Petjanjian perkompulan.

7) Perjanjian hibab.

8) Parjanjian penitipan barang.

9) Perjenjian pinjam pakai.

10} Perjanjian pinjam mengganti

11) Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi.
12) Pérjanjian untung-uniungan.

13) Perjanjian pemberian kuasa

14} Petjanjian penanggungan ulang.

15} Perjanjian perdasnaian.

2. Perikatan yang Torbit karena Undang-undang

Perlkatan yang terbit karena undang-undang (tanps melalul sesnaty

perjanjian}, terdiri dari:

a. Perikatan yang ménlmbulkan kéwajiban bagi penghuni
pekarangan yang herdampingan
Kehidupan bertetangga {mempunyai pckarangan berdampingan)
menimbulkan bak dan kewsjiban satu sama lain. Hak dar, kewajiban
terebur terbit karena hukom, yang mescl meteka patuhi, meskipun
antara eesama retangga tersebut mungkin tidak saling kenal saru
sama lain, £ihat Pasal 625 KUH Perdara,

Rab 5 | sumbar Perikatan 39 seessdebmm—="




[

i pekaran
penghum |._::e gan y,
ba i berikut:
berdampingan (ers nse atkan aliran air (Pagy )
1) Hak dari tetangs? anruk mendap 7
KUH Perdata).
2) Hak untuk mendapatkan jalan (Pasal 667 KUH Perdagg)
k-hak tersebut masih tetap berlaku setelah ber|al,
Ead;na Undang Pokok Agrari aJUPAQ Nomer 5 Tahuy 1g,
n;ski g1.u-| undang-undang ini mencabut ketentuan-ketepy,,
tem::.ni canah dari buku ke-2 KUH Perdata, dengan alagg

sebagal berikut: _ .

a) Hak-hak tersebut memang dibutuhkan dan mag
dipraktikkan dalam kenyataaniya dan sudah menjs;
hukum kebiasaan.

B} Hukum agrariayang berdasarkan Undang-Undang No
5 Tahun 1960 berdasarkan kepada hukum adat (Pagl
UUPA), dan hak-hak tersebut juga diakui dalam sisten
hukum adat.

¢) Hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari prinsy
bahwa hak atas tanah berfungsi sosial sebagaimam
disebutkan dalam Pasal & dari UUPA.

b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik das
memelihara anak

Perkawinan antara dua orang manusia juga menimbulkan hﬂl
dan kewajiban bagi masing-masing pasangan kawin tersebut. Ha
dan kewajiban tersebut bisa karena perjanjian yang dibuat ol
atau antara pasangan tersebut. Tetapi bisa juga hak dan kewajibst
tersebut tecbit karena hukum semata-mata. Misalnya hak untuk
mendidik dan memelihara anak yang lahir dari hasil perkawin

tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 104 KUB
Perdara,

¢ Perikatan karena perbuatan melawan hukum

Untuk pgrbualan melawan hukum ini datar bahasa Belanda diseb
ia:'mg:n istilah “onrechimatige dagd, atau dalam bahasa Ings"”
x:jﬁupted”‘ﬂ“" istilah "tort,” Dalam hal ini, menurut Pasal 136

rdata, setiap orang ¥ang melakukan perbuatan melaW®
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hukum, yang menyebabkan kerugian orang lain, menyebabkan
orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut ungyk
mengganti kerugian. Dalam perkembangannya (utamanya setelah
tahun 1919), pengertian melawan hukum disini ridak hanya
melanggar hukum tertulis saja seperti melanggar undang-u ndang,
melainkan juga dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebur
melanggar asas-asas kepatutan, kebiasaan, dan lain-lain,

Perikatan karena perwakilan sukarela

Untuk perikatan karena perwakilan sukarela ini dalam bahasa
Belanda disebut dengan istilah zaakwaarnemi ng. Perwakilan
sukarela ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
tanpa kewajiban hukum untuk melakukannya dan tanpa kontrak
yang mewajibkannya, tetapi semara-mata karena kesadaran
moralnya, untuk mewakili kepentingan orang lain dengan atau
tanpa sepengetahuan atau instruksi dari orang lain tersebut.
Maka menurut Pasal 1354 KUH Perdata, orang yang sudah
mulai melakukan perbuatan untuk mewakili orang lain tersebut
diwajibkan untuk menyelesaikan perbuatan tersebut hingga tuntas,
atau sampai dapat dilakukan sendiri oleh orang yang diwakilinya
tersebut. Dalam hal ini, pihak yang mewakili orang lain tersebut
diwajibkan oleh hukum untuk memikul segala kewajiban yang
timbul dari pengurus tersebut sama seperti seandainya pekerjaan
pekerjaan tersebut dilakukan sendiri olch pihak yang diwakilinya
dan sama seperti seandainya ada suatu surat kuasa untuk melakukan
perbuatan tersebut, Pihak yang mewakili orang lain tersebut hanis
bertindak layak seperti bapak rumah tangga yang baik (huisvader).
Akan tetapi, dalam hal ini, orang yang mewakili kepentingan orang
lain tersebut tidak berhak atas upah atas kepengurusannya itu,
namun berhak atas pergantian kerugian yang telah dikeluarkannya
selama kepengurusannya.

Contoh dari perbuatan sukarela ini adalah jika seorang tetangga
melihat tetangganya tidak pulang-pulang ke rumahnya sehingga
orang tersebut mengurusi ternak-ternak yang terbengkalai yang
telah ditinggalkan oleh tetangga yang tidak pulang-pulang tersebut,
Contoh lain manakala sescorang melihat orang yang tidak
dikenalnya sakit tidak sadarkan dirl di pinggir jalan, lalu menyewa
taksi untuk membawa orang tersebut ke rumah sakit rerdekat.

Bab 5 | Sumber Perlkatan 4] meremooamem
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42 Hukum Parikatan

-l

ridak rerutang
Perikatan karena Pmm-ahymmmlemh“” suatu yang disangp.
Secidp pisag ¥ % - syatu urang padahal sebenamyg <
mampakarn thﬂ?mnapa}vangtﬂ&h dibayar sebagai pembg,
tersebut tidak ada, maka tidak ada tersebut dapatlah dimip
utang yang sebenamyd ~ " ) ihat Pasal 1359 gy
uncuk dikembalikan pembayaran 1t
juncto Pasal 1361 KUH Perdata. e
Pembayaran yang tidak terutang tersebut dapat terjadi kap
kesalahan-kesalahan sebagai berikut:
1) Kesalahan Pihak Membayar.
2) Kesalaan Pihak yang Dibayar
3) Kesalahan Objek Pembayaran. 1
Dalam hial kesalahan dari pihak pembayar, yang terjadi adalah bahg
seseorang menyangka bahwa dirinyalah yang harus membayy
padahal yang punya kewajiban membayar adalah pihak lain. |
Sedangkan dalam hal kesalahan pihak yang dibayar, ',*q
dimaksudkan adalah seseorang membayar kewajibannya kepad
Tuan A, tetapi sebenamya dia harus membayarnya kepada Tuanﬂlu
Misalnya, karena antara Tuan A dan Tuan B rupanya mirip kares
merupakan saudara kembar.
Dan dengan kesalahan dari objek pembayaran, yang dimaksudks
adalah bahwa kesalahan ada pada objek pembayaran. Misalnp
jika seseorang menyangka telah berutang sebesar Rp100 jubk
sehingga dia membayar utang tersehut Rp100 juta tersebut. Tﬂf
kemudian, teryata yang benar utangnya adalah Rp10 jua 5#

Maka menurut hukum, si pembayar utang tersebu berhak und
menerima pengembalian vang tersebut yaitu sebesar Rp90 jut

Dalam bahasa Belanda, untuk “perikatan wajar' atau "peﬂ i
alam" Ini disebut dengan istilah naturlijke verbintenissen- AR
yang disebut dengan “perikatan wajar” diatur dalam Pasal }
ayat (2) KUH Perdata. Dalam suary perikatan wajar, sebe |

tidak ada suatu perikatan hukum o
: : » tetapi ada h -
e oyt e
kewaiban yang sebenamya han & d

yalah merupakan perikatan ™
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orsebut dipenuhl (misalnys utangnya dibayar), maka sscars
ypium kewajiban tersebut berubah statusnya menjadi kewsjiban
hulem, Kenseknensi yuridisnya adalah bahwa p -
ioh dilakukan rersebut tidak dapat dibatalkan lagim, ;h“?m mﬂfﬂﬂgm

m -
relah diberikan tersebut tidak dapat dirariknya kembal.

Cotroh klasik dari perikatan wajar tersebut adalzh utang yang
tirrbud dar suaiu perjudian, Dalam hai ini, tidak ada kewajiban
hukum vnmuk membayar utang yang timbul dari suaru perjudian.
Akan tetap}, manakala utang (yang stbenarnya secara hukum tidak
mengikat) sersebut sudah dibayamys, maka utang tersebut berabah
SLATUEMY3 menj&dl k#"r‘-"ﬂjlliﬂl'l huk:um* El:hingga usng Pemha}.r:_mn
utang tersebut tidak dapar dimintakan untuk dikembalilan,
Contoh lain, adalah sis2 urang yang tidak terbayarkan oleh suatu
debitur pailit, karena adanya perdamaian, yang membenarkan
pembayaran utang yang tidak penuh {rechrdiling vtang}. Dalam hal
ini utangnya lebih besar dari yang diwajibkan pembayarsn dalam
pembayaran tersebur, sehingga menurut rezitm hukum pailit,
debitur hanya berkewajiban secara hukum unisk membayar sebesar
utang yang sudah didamaikan saja meskipun jumiahnya lebih
kecil dadl utang yang sebehamya tersebut. Teeapi nartinya ketika
diz sudsh sanggup tnembayar sisz utang yang hetum terbayarkan
dalam perdamaian, dan saat jtu sisa utang tersebut dibayamys,
maka utang tersebut sudah berubah statusnya menjedi utang
‘secara hukum, sehingga pembayaran utang tersebut tidak dapat
dibatalkannya lagt.

Susmber hukum perikatan Istam berasal darf tiga sumber yaitu, Al-
Qur'an dan Hadis { sebagai dua sumber utama}, serta Ar-Ra'yu atau
akal pikiran manusia yang rerhimpun datam ijtihad, disamping ity di
tndonesia ada Kompilasi Hukumn Ekonomi Syariah (KHES) yang dapar
juga dikatakan sebagai sumber hukum perikatan Jslam.

L Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW. yang disampaiken melalui Malaikat Jibril yang
tersusun atas muyshif. meashat,
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e Wikim Perikatan

+ dari segala sumber hukum Islam, {tifqur-m X
hukum, petunjuk dan pelajaran “F“kmj‘:“ﬁam’;k“ﬁkfh;?“? Mg
agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan axhirat. dl_l Uy
yang dikandung dalam Al-Qur'an secara gans bﬂf"' Lertin atas:
1) Hukum-hukum yang menjelaskan tentang 4 kidah dan tauhig -..=
Ahkam al-I'tiqadiyyah”;
2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia deng
Tuhannya yang disebut "ahkam al-ibadah”, seperti salat, puasa, zk
haji dan lain-lain; dan
3) Hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dengs
sesamanya yang disebut “ahkam al-mu'amalzh”, seperti jual
sewa-menyewa, perkawinan, gishash, hubungan antar kelompa
antar bangsa, antar negara, dan lain-lain.

Sebagai sumbe

Mengenai perikatan Islam, M-Qur’é_n hanya mengatur menges
kaidah-kaidah umum. Berikut adalah beberapa ketentuan Al-QurE
yang berkaitan dengan perikatan, !

1) QS Al-Bagarah [2]: 188, yang artinya: "' Dan janganlah sebagian .
memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang ™
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta it kepada hakim,
Efmu:iupnmmhnn sebagian dari pada harta benda orang lain i deng?

) ‘isgdan J:erb:mtj dosa padahal mengharamban riba.

Al-Bagarah [2]: 275, ya imva: *
A L mngmlgﬂjl padahal Allah

3) QS Al-Bagarah [2]: 283 b, dh
(da rﬁnﬁm];mg artinya: “jika kamy dalam

4 Q5 An-Nisaa [4; 29,

g - g ©men 5w



h. Hadis

Jumhur Utama sepakat bahwa hadis adatah sumber ajaran Islam yang
yedua, Penguatan bahwa hadis sebagai sumber sjaran Islam yang kedia
setalah Al-Qur'an dijelaskan dari berbagai landasan di antarenya dari

Al-Qur'an, kemudian dari hadis-hadis rasul dan jugs pendapat para

gahabat di antaranya adalah:

Ketentuan-ketentuan mengenal perdkatan dalam badis lebih terinci,
namun tidak mengatur hal-hal secara mendetail, namun cecap dalam
jalur kaidah-kaidah umun, Hadis-hadis tersebue dapat dicontohkan
sebagai berikut.

1) Hadis Riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang artinya: * Grang yeng
mampy membayar utang, haram atasmym melalniken utongrya, Muka
apabila sevetrang di antara kamu nemindahban wangrys kepoda grang lain,
pemindahan ituhendakih diterima, asal yang lin it mampu menbayar'”.

2} Hadis Riwayat Abu Huraizah, yang artinya: “Janganfuh &f antare hariv
menjual sesvaly yang sudah dibelf orang lam™,

3} Hadis Riwayat Bukhari dan Mustim, yang attinya : "siapa saja pang
melakekan fual beli salar (salaf), make lnfukanioh dafem whuran (fakaran)
tertenty, Himbangan tertentu dan waklu tertenty”.

¢ {jiihad

Mukammad Davd Ali memberikan definisi rantang ijtihad, yainy: jjtihad
adatalr usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan
¥egenap kemampuan vang ada dilakukan oi¢h orang {ahli hukum) yang
memenuhi syarat etk merumuskan garis hukum yaog belsm jelas
ary tdak adz ketentuannyz datem Al-Qur‘an dan Sunah Rasululiah.

ljtihad merypakan sumber hukum Tslam yang ketiga, rermasuk
puia perikatan Iskim, yang dilakukan menggonakan akal pikiran yang
menurot ajaran Islam mempunyal kedudukan yang sangat penting,
Hazairin berpendapar bahwa ketentuan yang berasal dari ijtihad wlil
amn: terbagi fadi duy, yaitn
1} Berwujud pemilihan atau penunjikan garis hulum yang setepat-
tepatrya untuk dlterapkan pada suatu perkara atau kasus certentu
yang mengkin langsung dirmbi? dari ayat-ayar hukum dalam Al-
Qur'an, mungkin pula ditimbulken dari perkatsan {penjelasan)
veladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan

el 5 | Sumber Perikatan 45 se——
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2) Ketentuan yang berwujud penciptaan atat pembentukan
hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat
waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah
dalam Al-Qur’an dan sunah Rasul.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diberlakukan sebaga
hukum positif di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2008. KHES ini merupakan upaya “positisasi” hukum
muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secan
konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitu si Indonesia. KHES
dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena mencakup)
empat unsur, yaitu
1) Berisi tentang Hukum Islam (syariat)
7) Hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yan g bersifat konknt.
3) Hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad al-
istidkak; dan
4) Hukum prakiis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran,
Sunah, fjtihad dan Rasio (ra'yu).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas empat buku, da-

796 pasal, yang meliputi;

1) Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari pasal |
sampai dengan Pasal 19.

2) Buku Il tentang Akad, terdifi dari Pasal 20 sampai dengan P2,
674,

3) Buku IIl tentang Zakat dan Hibah, terdiri dari Pasal 675 sampé!
dengan Pasal 734

4) Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri dari Pasal 735 samp®
dengan Pasal 796.

svemsmesy 40 Hukum Perikatan
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-BAB 6

JENIS-JENIS PERIKATAN

Dalam berbagai literatur dikemukakan, ada beberapa jenis perikatan
sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, yaitu

Perikatan Murni (Perikaran Bersahaja)

Perikatan Bersyarar

Perikatan dengan Ketetapan Wakru

Perikatan Alternatif/Mana Suka

Perikatan Tanggung Menanggung (Tanggung Renteng)
Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Perikat dengan ancaman hukuman

Perikatan Generik dan Perikatan Spesifik

Perikatan Perdata dan Perikatan Alami

mm o mmO 0 R

A. Perikatan Murni (Perikatan Bersahaja)

Suatu perikatan dikatakan Perikatan Murni apabila pihak yang terkait
hanya satu orang dan sesuaru yang dapat dituntut hanya berupa satu
prestasi. Perikatan ini dapat dilakukan atau dapat terjadi seketika,
misalnya: jual beli di pasar, yang perikatannya rerjadi seketika

Ly S —
T e
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‘ syaral

B. Perikatan Ber |
' antun o

peiatan yang byt PECC Mmﬁ?ﬁidﬁenmﬂf o
atu peristiwa yang belum TeRtY akan f.fm* e
E.?H pTrdata perikatan bersyarat ini dibeda jadi:

. Syarat Tan h = .
: l_:ikatan E:E lahimya djganmﬁskan. kEPad-'% t‘-’-“liilﬂ}'ﬂl eris iy
ita. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatang
menjadi berlaku. .
Contoh: A janji ke B kalau dia lulus jadi sarjana A akan memberig
sepeda motornya kepada B

2. Syarat Batal
Suatu ptﬂkﬂt&ﬂ yang sudak ﬂd‘ﬂ, yang b&mkhrmya digﬂﬂ['ﬂﬂ '_4- 3
kepada suatu peristiwa tertentu. Artinya apabila syarat terseid
terjadi, maka perikatannya menjadi putus dan batal.
Contoh : A akan menyewakan rumahnya ke B dengan ketenti:
tidak dipergunakan sebagai gudang. Jika B menggunakan rums
tersebut untuk gudang, maka syarat itu telah terpenuhi di
perikatan menjadi putus atau batal, dan terjadilah pemulihan dala
keadain semula seperti tidak pernah terjadi perikatan.

Selanjutnya perikatan juga akan menjadi batal, dalam hal:

(Pasal 1254 KUH Perdata)

b. Syaratnya tic T B
yara ::;'a tidak mungkin bisa dilaksanakan, (Pasal 1255 M

c. Perikatan yang pe]aksanaannya (ergantung suaty syarat yang €%
C. Perikatan dengap Ketetapan waktu

Perikaran

e mwnﬁﬂéﬁ::ksanu_:m}'a ditﬂhgguhkan sampal pada suats ¥oig
A berjanji nmmbeﬁgk;!:ﬁ:i: l,iba' (Pasal 1268 KUH perdats) CO"%
depan, Pada B Pada tanggal 1 janlﬂ’i g
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belum eerite akan texjadi, sedanghan perikatan dengan keterapan waku
“kepastizn” jtu pasti akan tefjads di masa yang akan datang.

D. Perikatan Allernatit/Mana Suka

Perikatan 4i mana debitur dibebaskan untuk memenuohi sam dart dua
atan lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.

Contoh: A mempunyai utang kepada B sebasar Ry 1,000,000,- {satu
juta rupiah). A tidak dapat membayar kembali utangnya. Kermudian
antara A dan B dibwar perjanjian bahiwa untuk membayar utangnys, A
dapat membayar dengan sebuah kamerz atau sebush sepeda motor. Hak
memitih ada pada pihak debitur, jiks hak ini gdik secara tegas diberikan
kepada pihak kreditor. (Pasal 1273 KUH Perdara).

E. Perlkatan Tanggung Menanggung (Tanggung Renteng)

Pertkatan di mana debitur dan/arau kreditor terdiri dari bebertpa orang,
Dengan dipenuhinya selunuh prestasi oleh safzh seorang debimr kepada
lreditor, makan perikatannya menjadi hapus.

F. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Ttdak Dapat Dibagi
(Pasal 1296 KUH Perdata)

‘Suatu perikatan dikatakan tidak dapat dibagi dilihat dari sifar prestasi
dan maksud presmsi. Unuk sifamya “prestasi” misalnya kewajiban
untuk menyerahkan mobil, Sedangkan dari maksud “prestasi” misalnya
membangun sebuah rumah. Kedua-duanya prestasi ini {modal dan
rumzh)} tidak dapar ditagi-bagi.

Dalam perikatan yang dapar dibagi. Misalnya A dan B sama-sama
meminjam vang sebanyak Rpl.000.000,- (satu juta rupiab). Untuk
mengembalikannya mereka bisa membaginya: sama-sama Rp500.000,-
(lima ratus rupiah},

G. Perixalan dangan Ancaman Hukuman

Perikatan di mana ditentykan bahwa debitur akan dikenalan spaiy hukiman
apabila fa tdak melakasanakan perikatan {verdapat sanksi/danda).

Bab§ | Jenis-tenis Perlbatan  4p
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Tujuan adanya sanksi/denda:

1. Menjadi pendorong bagi si berutang Supaya memenyg
kewajibannya.

2. Untuk memberikan pembuktian tentang jumlahnya atau be
kerugian yang dideritanya.

H. Perikatan Generik dan Perikatan Spesifik

1. Perikatan Generik:
Perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah%
barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditor. Misalnyz
penyerahan beras sebanyak 10 kg. '
2. Perikatan Spesifik:

Perikatan di mana objeknya ditentukan secara terinci, sehingga
tampak ciri-ciri khususnya. Misalnya: debitur diwajibkan

menyerahkan beras sebanyak 10 kg dari mataram dengan kualitss
nomor sat.

|

I Perikatan Perdata dan Perikatan Alami
1. Perikatan Perdata:

Perikatan di mana pemenuhan utangnya
pelaksanaannya di muka pengadilan,
2. Perikatan Alami:

dapat dituntut

Fe;ikata.n di mana pemenuhan utangnya ridak dapat dituntut
zﬁ _“P"Fa di muka pengadilan. Cantol; - utang yang timbul
perjudian atau pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan.

=30 Hubum parata
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_BAB 7
ﬂ
HAPUSNYA PERIKATAN

Beberapa cara hapusnya perikatan yang timbul dari persetujuan maupun
dari undang-undang diatur dalam Bab IV Buku III Pasal 1381 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagai berikut :

A. Pembayaran

Menurut Subekti, pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur
kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang
atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yu ridis ridak
hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa
dokter, guru privat dan lain-lain. Adapun pihak yang harus melakukan
pembayaran adalah:

1. Orang yang berutang (debitur) yang berkepentingan langsung atau
penanggung (penjamin) utang.

2. Pibak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan dalam melakukan
pembayaran dapat bertindak atas nama si berutang atau atas
nama sendiri, Dalam hal pembayaran yang dilakukan atas nama si
berutang berarti pembayaran tersebut dilakukan pleh debitur itu

5] IR Do
[t B ST e T i ]
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yang dilakukan atas Namy,

ba
2 -h ‘
P:mk yang berhak menerima pembayaran yaitu ;
pihak-pi

1. Kreditur

dikuasakan oleh hakim apg, il

' irunjuk atau
3. Orang yang ditunl¥ mbayaran tersebut.

undang untuk menerima pe

Pasal 1393 KUH Perdata menﬁntukan temp.at Melaky,
pembayaran. Pada dasamya dilakukan i:h_tem[:.nat yang ditetapkap 4.
perjanjian oleh para pihak dalam hal ini debitur dan kredityy y, :
apabila kedua belzh pihak tidak menentukan secara tegas topp
pembayaran maka pembayaran dapat dilakukan di tempat
berikut ini:
1. Tempat barang berada sewaktu perjanjian dibuat, |
2. Tempat tinggal kreditur, dengan syarat kreditur harus secara s !

menerus berdiam dan bertempat tinggal di tempat tersebut
3. Tempat tingpal debitur

Tempat pembayaran tersebuyt bersifat

: ; fakultatif, arrinya bai
pihak dgbu:u: dan kreditur dapat memilih

salah satu dari 3 (dg

B. Fanawaran Pemba
Penyimpanan A,

lﬂ'"dﬂﬂs-unda
b4 |

Yaran Tunai Dijkuti Dend
Penitipan

N8 member; .
"ang untuk memhnka“ IC\EI‘I*JJ.::ngI-:inEm kepada debitd! P

) (s
ikutj den yar‘umnﬂﬂ}'a dengan adanya pend’ g

Eﬂn Pﬂﬂltipan il 1 T
Jll-::] debi t mEr
N pembg Fan tungj itur tidak dapa :

e an digyy diikuti dengan penyimt o
em colsk Pembayaran maka dEH_"H f

"ihai atas apa yang harus AP
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dan jika kreditur menclak maka debitur dapat menitipkan gang atsu

barangaya kepada pengadilan. Penawaran pembayaran tanai yang diikugi

dengan penitipan membebaskan debimtr dan baginya berlakn sebagai
pembayaran, asalkan penawaran jtu dilakukan berdasarkan undang-
undang, dan yang dititipkan tersebiit merupakan tanggungan krediror

Penawaran pembayaran utang hanya mungkin dila¥ukan terhadzp

bentuk perjanjian pembryaran dengan sejumiah uang atau dalam bentuk

penyerahan suatu benda bergerak dan tidak dapat dilakulan terhadap
perikasan-perikatan untuk berbuat sesvatu atau ddak berbuat sesnary,
dan tidak berlaku untuk menyerahkan bends tidak bergerak (benda tetap).

Ada tujeh syarat yang harus dipenvhi dalam pembayaran tunai
yang diikuti oleh penyimpanan.

1. Fenawaran pembayaran harus langsung dilakukar kepada kreditur
dan ini merupakan syarar formal yang harus dilakukar oleh kreditur,

2. FPenawaran harus dilakukan oteh seorang yang berkewajiban
tnglakukan pemnbayaran, yaitu pitiak debicur atan pihak ketiga yang
bertindak untuk dan atas nama debitur,

3. Penawaran pembayaran yang dilakukan untuk seluruh utang yang
sudah waktunya ditagih, ditambah bu nga dan ongkos-ongkos yang
sudah dikeluarkan serra biaya-biaya yang betum dikeluarkan yang
akan diperhitungkan di belakang hari.

4. Pembaysran yang direwarkan harus berbenruk mam uang resmi
¥ang sab sebagai afat pembayaran.

3. Penawaran harus dilakukan pada saac pembayaran yang
dipesjanjikan telah tiba waktunya,

6. Penawaran harus dilakukan di tempar yang telah ditentukan dalam
perjanjian,

7. Penawaran harus dilakukan oleh notaris arau juru sita yang
didampirgi oleh duz orang saksi.

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan dapat
membebasian debitur den berigkn sebagai pembayaran. Pembebasan
tersebur mengalibatkan:

1. Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhen prestasi, ganti rugi
atm pembatalan persetijuan timbal balik dari kreditur dengan
mengemukakan adanya penawaran dan penitipan.

Bah 7 | Mamumem Perkaton 53 sme—— |



C.

' bunga.
o i idak lagi berutang !
:ak hari penitipan debitur U : R
m;w n:manggung risiko atas barangny< EEJ:kalPEmtlpan‘ |
Debirur dapat menuntut prestasi kepada kreditur dalam ];a.g,,:;.mq:lq
timbal balik.

Pembaruan Utang (Novasi)

Pembaruan utang atau novasi adalah suatu persetujuan yang
menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan Pﬂdﬁﬁﬂﬂt yang bETSﬂI!Wt
timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perllram%_'_
semula atau perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengay
perikatan yang baru.

Pembaruan utang atau novasi terbagi atas 3 (tiga) macam, adalah:

Navasi objektif disebut juga pembaruan utang objektif yaitu,
perikatan yang sudah ada diganti dengan perikaran lain atau
dengan perikatan utang yang baru. Novasi objektif diatur dalam
Pasal 1413 ayat (1) KUH Perdara. Novasi objektif dapar terjade
dengan mengganti isi dari perikatan. Penggantian perikatan terjadi
jika kewajiban debicur atas suaty prestasi tertentu diganti oleh’
prestasi lain dan mengubah sebab |

: . : dari suaty perikatan. Misaloyd
ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum diu palt’
menjadi urang piutang,

Novasi subjekrif pasif diatur dalam p

semula c?marmi oleh debitur bary sebagaj pengganti debitur la
fg:l;g tenjadi antara persetyjyap tga pihak yairy pihak kreditth
'tur lama, dan debjpy, barn. Se o B : '

“
’ 5
=Rl

dal bitur lamga tersebut.
o dalam hal in grggyy, 1 L3521 1413 ayar (3) K |
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3 (tiga} macam jalan untuk melaksanakan pembaruan utang
menusut Pasal 1413 KUH Perdaca yalu:

Apahila seorang debitur membuat suaty perikatan uzang baru untuk
kepentingan kreditur yang menggantikan utang yang lama, yang
dihapuskan karenanyz.

2, Apabila seprang debitur baru ditunjuk unruk menggantikan debimur

lema, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya.

3. Apabila sebagal akibat svaru persetujuan baru seorang kreditur
haru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya
debitur dibebagkan dari perikatannya,

L

Pembaruan utang atzu novasi dapat dikatakan sah jlka memenuhi
4 {empat) unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya perfanjian baru,
subjek yang baru, hzk dan kewajiban dan adanya prestast.

Pembaruan utang terjadi apabila para pihak menyatakan dengan
tegas keinginanmereka untuk melepagkan diri dari perikatan yang lairia
dan hubungan hukum diantam mereka akan ditentukan dalam suatu
perikaran baru aten jika maksud dan substansi dari perjanjian bary yang
dibuat mengakibatkan perubahan, sehinggs tidak dapat dikatakan snatu
perjanjian baru jika memuat perikatan yang sama,

D. Perjumpaan Mang Atau Kompensasi

Hapugnya perikatan karena perjumpazn utang (kompensas!) diatur
dzlam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata, Pasal 1425
KUH Perdata menyebutkan jika dua orang saling berutang satz pada
yang iain, maka terjadilab antara mereka satu pe:jmnpﬁan utang,
Dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.
Pasal 1426 KUH Perdata menyebutkan perjumpaan utang itit terjadi
demi hukum, bahian tanpa sepengetativan orang-orang yang berutang.
Dengan demikian perjumpaan utang harus diajukan oleh pihak-pihak
yang berkepentingan,

Perjumpasn utang merupakan saah satu cara hapusnya perikatan
disebabkan oleh keadaan yang mana dua orang masing-masing adalah
debitur satu dengan lainnye. Supaya utang itu dapat diperjumpakan,

ﬂ menurut Pasal 1477 KULE Perdara, harus memenuhi syarat-syarat
kit

Bab ¥ | Hapumnya Pedkatan 55 A ———
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1. Berupaduautangyang kedua-duanya berpokok sejumiah Uang
| sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang Sam
2. Utangitu dapat ditetapkan jumlahnya serta dapat ditagi) o

Setiap utang dapat diperjumpakan, kﬂl:'uaji 3 (tiga) by
ditetapkan dalam Pasal 1429 KUH Perdata, yaitu : i

1. Apabila dituntut pengembalian suatu barang Yang sec.s
berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya,

2. Apabilaapa yang dituntut adalah pengembalian suaty barang y..
dititipkan atau dipinjamkan. x
3. Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan naflah,
telah dinyatakan tak dapat disita,

E. Percampuran Utang

Hapusnya perikatan karena
1436 dan 1437 KUH Perdata,

g  Percampuran Ug
;E:jnit:: apabila kedudukan sebagai orang yang bErpiutang (kredi .,.:E
Erﬂ:ng yang berutang (debityy) berkumpul pada satu orait

_Pf’m‘ utang terseby terjadi demj hukum. Dalam percamp il

berlaku juga unyy keun A
tungan pary 1
PECAmpUTan yang rerjay; B g Penanggung urangnya. 5.;

kali mengakibarkan hapusny, utmgtgi;;ﬂﬂﬂmlg utang tidak $&¥5

. uatu perbuatan M40
Réthan dengan sukarela hakoy® ‘o
a knwajibﬂm},m Permbebasal
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tidak mempunyai bentuk tertentn melainkan adanya persetujuan

dari kreditur. Pernbebasan wiang tidak baleh dipersangkakan, tetapi

harus dibukyikan { Fasal 1438 KUH Perdata). Dalam Pasal 1439 KUH

Perdata menyebutkan pengembalian surar piutang asli sacara sukarela

wleh si berpiuzang kepada si berutang merupakan sizatu bukti tentang

pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang uruc
beruiang secara tanggung-menanggung. Dalam Pasal 1440 KUH ferdata
menentukan bakwa pembebasan utang untuk kepentingan saiah seorang
debitur dalam perikaran anrggung-menanggung, membebaskan semua
debitar kinnya, kecualt jika debitur dengan tegas mempertahankan hak-
haknya verhadap debicur.debitur lzinnya tersebut. Dalam ha} terakhir
ia ridak dapat menagih utangnya selain setelah dipotong dengan bagian
orang yang relak dibebaskan olahnya.,

Pada umumnym ada 2 {dua) cara terjadinya pembebasan utang yair:

1. Cuma-cuma atau sebagai hadiah,

2. Prestasi dari pihak debiruc antinya prestasi lain selain prestasi,
yang, terutang. Pemnbebasan ini didasarkan ais persetujuan atan
perjanjian.

Pzsal 1442 KUH Perdata menentukan:

1. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitor wrama,
membehaskan para peranggung utang,

2. Pembebasan utang yang diberikan kepads penanggung utang, tidak
membehaskan debiter ptama.

3. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung
utang, tidak membebaskan penangpung lainnya,

Akibat dari pembebasan utang maka perikatan menfadi hapus.
Apatiila perobebasan utang ditaknkan oleh orang yang tidak cakap uneuk
membuat perikatan atau karena ada paksaan, kekeliruan atau penipuan
mka dapat dituntut pembatalan,

G. Musnahnya Barang yang Terutang

Pengawurannys terdapat dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdara
Jika barang tertente ying menjadi objek dard parjanjian musnah, tak lagj
daprar diperdagangkan arau hitang sedemikian rupa schingga sarma sekali

Bah 7 | Hapusr Perikatan 5?:
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; 4 ada maka hapl.!.siﬂ'h perikatan.

. . kah haﬂngjtl.l ; g iy
tak diketahul ap ! . hilang di luar kﬂsﬂjﬂ]ﬂn .5‘] bEﬂ]hnE B
asal barang tadi P8 hapuslah perikatannya (peg

e Jannya maka
sebelumnya ia lalal mm?ﬂah] L n:r;eﬁkipuﬂ debitur itu lalai menye

1444ayat | KUH Berdard), bebas dari pern katan apabila ia .. i

barang itu (terlambat) i P : :
mﬂntﬁ:kmfan bahwa hapusnya barang : uy disebabkan oleh suat kejagiy

. o4 akan menemui nasiby,
di luar keluasaannya dan Darang tersebut juga
sama meskipun Euﬂﬂh berada di rangan kreditur {lf'asa! 14544.33,@;1 Uy
perdata). Kemudian debitur diwajibkan membuktikan kejadian yang g

terduga yang dikemukakannya (Pasal 1444 ayat 3 KUH Perdata).
syatu barang hilang atau musnah orane

Dengan cara bagaimanapun ! %
yang mengambil barang itu sekali-sekali tidak bebas dari kewajl.
harga (Pasal 1444 ayat 4 KUH Perdata). Sedangka

untuk mengganti :
dalam Pasal 1445 KUH Perdata menyatakan apabila debitur karem

kehilangan barang itu telah memperoleh ganti kerugian dari orang s
maka hak atas ganti kerugian itupun harus diserahkan kepada kreditot:
Undang-undang tidak mengatur secara umum mengenai musnanoyE
benda dalam persetujuan timbal balik akan tetapi diatur dalam be +-.=z- |
persetujuan khusus. Contohnya dalam persetujuan atau perjanjiant at
menukar, jika bendanya musnah karena keadaan memaksa (overmd )

perserujuannya menjadi gugur.

H. Subrogasi

Eubmgasi. ad;iiah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketigh
dﬂl{m perjanjian sehz!gai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas Uﬁ
dEh‘IU:I.:I.' ‘knpada kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperk £
posisi |:_uhak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan ‘“";
jﬂr;:hnﬁﬂhn uang kepada debitur. Yang palin g penting dari meﬁij
. rallhn'_ilra hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada P
ketiga yang meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hakPﬂP
Ada du._a cara terjadinya subrogasi, yaitu karena: : 1
1. Perjanjian (subrogasi kontraktual) |
- ET:J:;}T;::“:;: P}‘:L“:?l-"&ran. baik untuk sebagian M*
P tiga dan serta Mert mEﬂEﬂlihkﬂn :

dan tuntutan yang dimi
ketiga itu, § dimilikinya dari debitur rerhadap

L P L S



b. Pihak ketiga membantu debitur, debitur meminjamkan uang
dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang
kepada kreditur dan sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi
untuk menggantikan kedudukan semula terhadap debitur,

Subrogasi kontrakrual dikatakan sah harus memenuhi cara-cara

sebagai berikut:

a. Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akia autentik,

b. Dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman dan
diperuntukkan buat melunasi utang debitur,

¢ Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang
pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah
uang vang berasal dari pihak ketipa.

2. Undang-undang

Subrogasi karena undang-undang terjadi discbabkan adanya
pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingannya
sendiri, seorang kreditur melunasi utang kepada kredicur lain yang
sifat utangnya mendahului.

|. Pembatalan

Pembatalan diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUH
Perdata. Perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan
(vernietigbaar atau voidable) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya
perjanjian,
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perikatan adalah :
1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa
dan berada di bawah pengampuan.
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang dipersyaratkan oleh
undang-undang,
3. Adanya cacat kehendak, yang discbabkan oleh :
& Kekhilafan, suatu penggambaran yang keliru mengenai
orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
b. Paksaan adalah ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada
orng lain alay pihak ketiga sehingga memberl kesan yang

|
|
|
|
|
flab 7 | Hapusnya Nﬂil'll-ﬂ”_!_',l' m#
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menimbulkan ketakutan bahwa dirinya atau orang-or
atau kekayaannya terancam rugi.

¢. Penipuan yaitu dengan sengaja mengajukan Eﬁ‘lﬂlli-lﬂran
fakta yang salah untuk melaksanakan suatu perjanjian,

Pada umumnya pembatalan berakibat hﬂ]"!Wil keadaan amam
kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perikatan belum dlbug_i
Dalarm Pasal 1454 KUH Perdata menyatakan tuntutan pumh&la!;nw
berhubungan dengan hal-hal tersebut hanya dapat diajukan dalam

tenggang waktu 5 (lima) tahun,

J. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya
digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih
belum tentu akan terjadi, baik dengan menangguhkan lahirnya perikatan
hingga terjadinya peristiwa tadi atau dengan membatalkan perikatan
jika terjadi tidak terjadinya peristiwa tersebut, Dalam hal yang pertama,
perikatan dilahirkan (terjadi) hanya apabila peristiwa yang termaksud
itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan
justruakan berakhir (atau dibatalkan) apabila peristiwa yang rermaksud

itu terjadi. Perikatan yang semacam yang terakhir itu dinamakan suattl
perikatan karena berlakunya syarat batal,

Dalam hukum perjanjian pada asasnya syarat batal selamanyd
berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suaty syarat batal adalah
| suatu syarat yang apabila terpenuhi atau terjadi dapat menghentika
perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali dalam keadsa?
semula seolah-olah tidak pernah ada suary perjanjian (Pasal 1263
KUHPerdata). Dengan demikian maka syarat batal jtu mewajibkan fi
berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, 2
peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Syarat batal dianggap selalv
dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimpbal balik, manakal®
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Dajam hal demikis™
perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintak®? |
kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun sya™ |
batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban din' atakan di dala™ |
perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam’;m;anjinn. hakim™

smemsesssem B0 Hukum Perlkatan ‘
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dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat lefussa memberikan
suatu jangka wakty untuk memenuhi kewsjiban yang jangka waktunys
idak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdatp).

K. Lewat Waktu {Verjaring atau Daluwarsa)

Menuruc Pasal 1946 KUH Perdats, daluwarsa atau lewar wakry ialah
Suatl upaya untuk memperoleh sesuatu ataw nntuk dibebaskan darg
suaty perikatan dengan lewatnya suatu wakey tertentu dan atas syarat-
syaral yang ditentukan oleh undang-undang.

Lewat waktu dibedakan atas dua macam, sebagai barikut:

1. Lewsat waktu untuk memperpleh hak milik.

Pasal 1963 KUH Perdata menyarakan seseorang yang dengan igkad
batk memperoieh suacu barang rak bergemk, suatu bunga aau
suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas runjuk dengan
statyu bezit {pengnasaan) selama dua puluh tahun, Sesecrang yang
dengan itikad bailk menguasai sesuatu setama tiga puleh rahun,
mempercleh hak milik dengan tidak dibaruskan menunjukkan
suztu alas haknya. Unsur-unsur yang harus ada yaim adanya
itikad baik, adanya alas hak yang sah, menguasai barang rersebur
secara terus menerus selama 20 czhun atae 30 tahun tanpa ada
yang menggugat. ltikad baik harus selalu dianggap adz, dan siapa
yang mengajukan tuntutan dengan itikad buruk maka diwajibkan
membukrikannya (Pasal 1965 KUH Perdata).

7 Lewatr waktu untuk dibebaskan dari suatu tuniutae.

Menurut Pasal 1567 KUH Perdata, segaia tuntutan hukum baik yang
bersifat kebendaan maupun yang bersifar perorangan, hapus karena
daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan siapa yang
menunjukkan akan adanya dalnwarsa it ridak usah menunjukkan
suaty ajas hak dan tidak dapar diajukan terhadapnya tangkisan yang
verdasarkan itikad buruk. Dengan lewainya wakiy tersebut maks
hapusiah setiap perikatan hukum dan tlngga} pada suacu perlkatar
bebas (natuuriijke verbintznis), artinya kalny dibayarkan boleh tetapl
tidak dapat dituntut di muka hakim. Deblwr jika dleagth urangnyz
atau dituntut ¢i muka pengadilnn dapat mengajukaty ¢ksepsi aeau
tangkisan tentang daluwarsanyd piutang, dlengan dernlkian dapat
menangkis setiap funtuian.



perjanjian merupakan alah sacs $UmBET PATEC ik
terhapusnya perikatan berlaku juga untuk perjanjian, Jian hapy,
dikarenakan:
1. Jangka waktu berakhir ey
Perjanjian akan terhapus dengan sendirinya jika jangka waktuny,
berakhir. Hal ini sama dengan lewatnya waktu yang menghapyg
suatu Fﬂl'llk-'llﬂﬂ. fl,,-}i:;.a,lr ['!L‘l'jﬂﬂiiﬂﬂ e I'J‘J{!:I"I}"'I':.'Wil ﬂkﬂ? Ilﬂpu; ilh
jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Pelaksanaan objek perjanjian
Telah dilaksanakan suatu prestasi oleh para pihak. Contoh,
perjanjian jual beli yaitu pihak yang satu sudah menerima barang
vang sudah dibeli dan pihak yang lain sudah menerima pembayaran,
Maka perjanjian jual beli itu berakhir,
3. Pemutusan perjanjian sccara sepihak

Walaupun salah satu pihak memutuskan perjanjian maka salah sat
pihak yang memutus tersebut harus membayar ganti kerugian,
4. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan dapat menghapus suatu perjanjian. Contch
dalam perjanjian kerja pihak pekerja telah melakukan pencurian
barang di perusahaan sehingga dipidana dan diputuskan perjanjian
=  kerja.
5. Kebatalan atau pembatalan

Dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif (hal tertentu dan
causa yang halal) maka perjanjian batal demi hykum. Sedangka?
jika syarat subjektif (tidak cakap) tidak [erpe

nuhi maka perfanjia®
dapat dibatalkan melalui pengadilan, L
Pada dasarnya perjanjian dapat dimintakan h salah
satu pihak yang dirugikan apabila . et
a. Tidak cakap h b T
KJU HH:.I:E | ukum dalam membyag perjanjian (Pasal 1330

b. Perjanjian bertentangan dengan unda
n 5 i 1 ‘um
dan kesusilaan, g-undang, ketertiban um

€. Perjanjian tersebut dibuat kay k »
(Pasal 1321 KUHPerdata), ena kekhilafan, paksaan, penipy

mmewes 62 Hulium Perikatan
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Dalar: Pasal 1266 KUHPerdara terdapar 3 (tiga) ayaras pembatalan
suatu perjanjian adalah:
1. Perjanjian harus bersifac timbal balik,
2. Pembatalap harus dilakukan di muka hakim,
3. Adanya wanprestasi,

Menurut Pasal 1341 KUHPerdata seorang kredityr diberikan hak
untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur
yang merugikan kreditur, Hak tersebut dinarmakan actio pawfisha. Pasal
1341 ayat 1 KUHPerdata menyatakan kreditur boleh mengajuksn
tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang difakukan
oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur, asal
dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan debitur ddn orang
yang dengannys atau untukmya debicur izn bertindak, mengetahui behwa
findakan itu mengakibatkan ketugian bagi para kreditur. Selanjutnya
Pasal 1341 ayat 3 menyatakan ontuk mengsjukan pembatalan perbuatan
yang dilakukan dengan sia-sia cleh debitur, cukuplah si kreditur
membuitiken bahwa debitar pada wakou melakukan perbuatan jte
tahu bahwa dengan berbuat demikian berarti ja merugikan crang-crang
yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima
keuntungan dari perbuatan it mengetahui arag tidak.,
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OVERMACHT

A. Definisi Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeure)

Para sarjana memberikan definisi mengenai keadaan memaksa, sebagai
berikut:

1,

Prof. Subekti, keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

R. Seriawan, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi
setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk
memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan
dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga
pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur
lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan
tersebut.

Munir Fuady, keadaan memaksa (furccmnjem} adalah suatu keadﬂm.
dimana seseorang yang berkewajiban (debitu r) 'f‘-‘ﬂ'lillﬂnt'- '~":““1‘~
melaksanakan prestasinya karena keacaan atau peristiwa yang tidak
terduga dan tidak dapar diantisipasi pada saat dibuatnya |1erianjhult
yang menerbitkan kewajiban tersebut dan kL‘ﬂdﬁi!ﬂ i F*‘-‘ﬂ“'";"
tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggung) awabkan kepada
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debitur yang bersangkutan, sedangkan debirur tersebut tidak dgj,
keadaan beriktikad buruk.

4. Zaeni Asyhadie, keadaan memaksa adalah suatu keadaan di lug
kekuasaan manusia yang me ngaidhﬂthn. salah satu pihak dalapy
perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. |

5. Abdulkadir Muhammad, hﬂdﬂﬂnmemaksaiai_:ah keadaa.n “dﬁk%
dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sua_!:u peristiwa bujy,
karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat dli:ale:ahui atau tida
dapat diduga akan terjadi pada waku membuat perikatan.

B. Pengaluran Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biays
kerugian dan bunga apahila ia tidak dapat membuktikan bahwa
tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang rak
terduga, yang tidak dapar dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun
tidak ada itikad burck pada debitur. Selanjutnya Pasal 1245 KUH
Perdata menyeburkan tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga
apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak
disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan arau karena melakukan suatu perbuatan yang terlarang,

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam
keadaan memaksa, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk menggant

kerugian dan tidak dapat dipersalahkan atas tidak terlaksananya suatu
perjanjian atau terlambat memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan
tersebut rerjadi dan timbul di luar kemauan dan dugaan debitur dan

tidak ada irikad buruk dari debitur. Maka debitur tidak dapat dihukum
atau diberikan sanksi.

C. Unsur-unsur Keadaan Memaksa

Unsur-unsur vang terdapart dalam keadaan memaksa adalah :
1. Tidak dipenuhi prestasi, karena suary peristiwa yang membinasakaf

atau.mem usnahkan benda yang menjadi objek perikatan, Ini selal®
» bersifat tetap.

memt 6 Hukum Perfkatan
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Tjdak dapat dipenu_hi Prestasi karena sugey oo

menghalangi perbusedn debitur untuk berpresyasi IEI']Enitlwa_ yang

retap ahiu sementan, -t dipa bersifar

5. Perigtlwa iru tidak dapat diketahes atau didy '

wakeu mernbuat perikatan baik oleh debiyr mi;ﬂn ]ta]ad] Pada

Jadi, bukan Jarena kesalahan pihak-pihak khusuﬁn}r::iir:dlm
: L

Adapun yang merupakin syarat dan akiba *

agar suaty kejadian oleh hukum dapar di“E%PTgum leﬂf_lthi

sehingga membebaskan debitur untuk melaksanakan e fores mgjeun

telah sebelumnya dipetjanjikan adalgh: Wafiban yang

I. Pesistiwa yang menyebabkan terjadinya fo ;
haruslah tidak terduga pada wakm diiuilt:;aﬂ:;ﬁ,fﬂﬁehut
bersangkutan { Pasal 1244 KUH Perdata) il yang

2. Peristiwa tersebui tidak dapat dipertanggungj

_ | flawabkan kepada
pihak yang harus melaksanakan prestasi {debit
O Perdara). (debirur) (Pasal 1244

3, Peristiwa tersebut di luar kesalahan pithak debitur (Pasal 1545 KUH
Perdsta),

4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majepre tersebut bukan
karena kesalahan debimr (Paszl 1245 KUH Perdama juncte Pasal
1545 KUH Perdata).

5. Debimr tidak dalam keadaan bericikad buruk (Pasal 1244 XUH
Perdata).

§. Jika terjadi force majeure, perjanjian menjadi gugot dan sedapat
mungkin pera pihak dikembalikan seperti saplah-olzh tidak pemah
ada perjanjian (Pasa) 1545 KUH Perdatd).

7. Tidak ada tuntutan ganti rugi jika terjadi foree ”‘“J“"‘ ':P‘m‘l, 1244,

1245 dan 1553 ayat (2) KUH Perdata, Akan tetapl, karena perjan)ian

yang bersangkutan menjadi gugsr, deni menjag? keseiroUANEE

hak dan kewajiban, maka masih dimungkinken pemberia b

{pengembilian benda) arau quantum mﬂm“tfapefmﬁgumslﬂ?r:

barang). Padz prinsi m mamnbebankan nsl !
2 a2 prinsipnya, huku oh ada 6304 pih ak yang i

adil bagi masing-masing pihak. Tidak bo !
memetik manfaac dart terjadinys rsiko sebagal akibat dan P“'-":m‘"“
ksn {rurcplmljﬂtri} 1o rsebti,

yang disebut dengan keadaan mema
sao ) verractt_ 6T 2]




0 : : : leh kreditur sejak

8. Risiko dari force majeure ditanggung o saa
seharusnya barang objek jual beli diserahkan (Pasal 1545 KUl
Perdata). Dengan demikian, ketentuan dalam P:lsalulﬂiﬁll ten
jual beli yang mengalihkan risiko sejak saat perjanjian obligarg;,
(bukan sejak saat pengalihan benda) adalah merupakan ketentyg,
yang tidak raat asas.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanpresty;
adalah hukuman atau sanksi yang berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kredirtur {ganti rugi).

2. Pembatalan perjanjian.

3. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan sebagai objek perjanjian
sejak saat tidak terpenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab
dari debitur.

4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim,
Disamping debitur harus menanggung hal tersebut, maka yang

dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang
wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai beriku:

1. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian.

Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.
Membayar ganti rugi.

Membatalkan perjanjian.

Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

noas W

Flaia:‘n peristiwa keadaan di luar kekuasaan (overmacht) pihak
kreditur ﬂde:.l: berhak atas ganti rugi, hal inj berbeda seby

1. Musnahnya abjek tukar menukar (Pasal 1545 gUH Perdata)
.:. ﬂusn::nya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH Perdata)
+  Musnahnya pekerjaan dj
il jaan di luar kelalajan pemborong (Pasal 1607

mesmss 68 Hukum Perlkatan
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4. BeraRhimya carter kapal karena kapal musnah .
Undang-Undang Hukum Dageng). {Pasal 462 Kirab

p. Siiat Keadaan Memaksa

Ada dua sifat keaduan niemaksa yaitu bersifat tetap dan sementarg,
Apabita keadaan memaksa bersifat tetap maka berlakunya perikatan
sama sekali terhentl, contoh bendz atau barang yang akan diserahkan
musnah karena banjir bandang dalare hal ini tidek ada rersangku
dengan kesalahan debitur atzu tegadi di luar kesalehan debitur.
Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat sementara adalah berlagunya
perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa terssbut hifang maka
perikatan dapat terjadi kembali, sepenti hilangnya sustu Barang dan
diterukan kembali.

E. Risiko

1. Pengertian Rigiko
Subekt memberikan definisi mengenal risiko adalah kewajiban
untuk memikul kerugian jikaizu di luar kesalghan szlah sam
pihak yang menirpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian,
Risika jusgz merupakan kewajiban memikul kerugian apabila terjadi
suatu keadaan memaksa yaitu [crjadinya peristiwa bukan karena
kesalahan debitur sehingga dapat menghalang debitur untuk
melakukan dan memenvhi prestasi.
2. Pengaturan Risiko dalam KUHPerdara
a. Terdapat pada Pasal 1237 KUH Perdaia, dalam ha! adanya
perikatan untuk memberikan suaty kebendaan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikaran dilehirkan, adalah atas
tanggungan 5i berpiutaap. Jika st berpiurang lalal akan
menyerabkannya, maks semenjak saat kelalaian, kebendaan

adalah aras tangguoEINGYL Pasal ini mergatur muuguﬂaﬂ ristko
dalam perjanfiun atau persctujuan sepihak. Ferjaniian A
' bty s paki

persetujudn seplhak adalah perjanjlan yang P
satu plhak saja eeperti pedanjian frilsih dan pecanjian piejm
pakai, Dalam Pasaj 1237 KUHMlerdat rersebpt kredivirlah
ying harus menanygony rislko. Kereatuan rersebul jugd
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ta yang telah dipey

terdapat dalam Pasal 1444 ﬁiﬁﬁz’:]ik?b:mngnﬁii I::i
yaitu selain barangnya _m;n toh : si X memberikan haiy,
perdagangan atau dicuri. S diﬁt‘bahkan
mobil kepada si Y apabila mobil te 4

B - kan memperoleh atau mendapark,,
banjie maka ¥ Ggh 8 tut ganti kerup;
mobil tersebut dan ¥ tidak dapat menuntut g Tugian

da X. Berdasarkan Pasal 1237 dan 144.4 KU[“EPEH!‘#&
tersebut debitur diwajibkan membayar gant! kerugian, jik,
bendanya musnah setelah debitur lalai untuk menyerahjay
bendanya. Tetapi terdapat perlunakan dalarrll Pﬂs.ai 1444
KUHPerdata yaitu bahwa debitur walaupun lalai mastuh dapay
dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi apabils
ia dapat membuktikan bahwa benda atau barangnya tetap
akan musnah. Sekalipun menyerahkan tepat waktu. Dalam
kerentuan Pasal 1445 KUHPerdata disebutkan jika barang yang
terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang dj
luar kesalahan debitur, maka debitur jika ia mempunyai haka
tau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut diwajibkan
memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur,

b. Pasal 1460 KUHPerdata
Menyebutkan bahwa jika benda yang dijual itu berupa barang
yang sudah ditentukan maka sejak saat pembelian, barang itu
menjadi tanggungan pembeli meskipun penyerahannya belum
dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Pasal ini
mengatur risiko dalam perjanjian jual beli,
¢. Pasal 1545 KUHPerdata

Menyebutkan jika suatu barang tertenty yang telah dijanjikan
untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya maka
perjanjian dianggap pugur dan siapa yang dari pihaknya telah
memenuhi perjanjian dapat menuntyr kembali barang yang

telah dihen:ikan dalam tukar menykar Pasal ini mengatur risiko
dalam perjanjian tukar menukar,

d. Pasal 1553 ayat (1) KUHPerdarga

Jika barang yang disewakan musnal, sama sckali dalam
masa sewa karena suary kejadian yang tak disengaja, maka
Persetujuan sews BUgur demi hukym. Jika barang yang

870 Hukum Perikatan
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bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat

memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga

atay akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam |
kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Untuk istilah force majeure dalam perjanjian ini sering juga disebut
dengan istilah-istilah:
Overmacht.
Act of God. |
Keadaan Memaksa. |
Keadaan Darurat.
Keadaan Kahar,
Keadaan di Luar Kemampuan Manusia.

=R S I

Yang dimaksud dengan force majeure dalam hukum perjanjian adalah |
suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) untuk |
melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak
terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang :
menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut |
secara hukum tidak dapar dipertanggungjawabkan kepada debitur
yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan
beritikad buruk. Jadi, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan
keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan
atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam “asumsi dasar” ketika
dibuatnya perjanjian yang bersangkuran. Lihat Pasal 1244 juncto Pasal
1245 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: {

Pasal 1244 KUH Perdata:

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi |
dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau 5
tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itt, disebabkan |
suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan |

padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada padanya. !

Pasal 1245 KUH Perdata:
Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya,

keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur |
|

- “’*’“‘“"“M
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berhalangan memberikan atay berbuat sesuats yang diwafibkan, 3,
karena hal-hzi yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang

Adapun yang merupakan syarat dan akibac yang harus dipenyly

ager suatu kejadian gleh hukum dapat dianggap sebagai force Mdjeiry,
sehingga membebrskan debitur untuk melaksanakan kewajiban yang
telah sebelumnya diperjanjikan, adalsh sebagai berikut:

1,

Peristiwa yang menyehabkan terjadinya force majeure terseby,
harusiah tidak terduga pada wakt dibuatnya perjagjian Yang
bersanpgkutan (vide Pasal 1244 KUH Pérdata).

Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak
yang harus melaksanakan prestasi (debitur) (vide Pasal 1244 KUK
Perdata).

Peristiwa tersebut di huar kesalahan pihak debitur {vide Pasal 1545
KUH Perdata).

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya foree majewre tersebut bukan
karena kezalahan debitur {vide Pasal 1245 KUH Perdata funces Pasal
1545 KUH Perdata).

Debitor tidak dalam keadaan beriktikad bursk (wide Pasal 1244
KU Perdata).

Jika terjadi foree majewre, perjanjizn menjadi gupur, dan sedapar
mungkin pata pihak dikembalikan seperti seclah-olah tidak pemszh
ada petjanjian (vide Pasal 1545 KUH Perdata).

Tidak ada tuntutan ganei rugi jika verjadi force majeurei (vide Pasal
1244, 1245, dan 1533 ayat (2) KUH Perdata, Akan tetapi, karena
perjanfian yang bersangkuran menjadi gugnr, demi menjagd
keseimbangan hak dan kewajiban, maks masth dimungkinkan
permberian restitual {pengembalian benda) atau quantim menit
(pengembalian harga barang). Lihar hasilnya Pasal 1545 KUH
Perdata. Sehingga pada prinsipnya, hukum membebankan “risiko”
secara adil bagi reasing-masing pihak. Tidak boleh ada sato pihak
yang memetlk manfaat ari terjedinya risiko sabagai akibat dari

peristiwe yang disebut dengan keadaan memvaksa (fare majeure)
tersebut,

Risiko dari force majeure ditanggung oleh kreditor sejak sadt
seharusnya barang cbjek jual bell disevalkan, vids Pasal 1545 KUH
Perdarz. Dengan demikian ketentvan dalam Pasal 1450 (rentads

sommz 72 Hulum Periaben
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Sefanjutnya, tentang berbagai macam kegdann : .
dikategorikan sebagai berikar: foree s, dapat
1. Pembagian kepada (a) force majeure tolers :

yang subjektf. Fang QoI dan (b forcmaeur

e

3. Pembagian kepadz (a) force majerire yang permanen dan (bb} farre
majeurs yang temporer.

£ F_Emhagian l:epada (@} force majeure untuk petjanjian pada umumrmya
dan {k) force majenre untuk petjanjian tertentu saja.

5 Pthag'ia}I! kepada fore majeure karena (a) ketidakmungkinan .
[1mpmn!::‘i‘ny}, (b) ketidakprakrisan (mpracticability) dan (c)
keprustasian (frustation) maksud perjanjian.

_——

‘ Bertkut ini penjelasannya dari masing-masing katsgori tersebur,
yaity sebagal betikt:
1. Fm?lbag:ian kepada (a) force majeure yang objektif dan (b} force |
majeure yang subjektif l'
Foree majenre yang bersifar objektif merupakan keadaan
memaksa karena gegagalan dalam melaksanakan perjanjien yang
disebabkan oleh hal-hal yang berkenaan dengan benda yang '
roerispakan objek dari petjanjian tersebut. Jadi, suatu prestast dari |
perjanjian ridsk mungkin lagi dipenuhi cleh debirur berkairan -
dengan benda objek perjanjian, Misalnya karena benda versebut g
bangus tertrakar di luar kesalahan debitur: Karena tidak mungkin
dipenuhinya prestasi berkenaan dengan fsik benda yang menjadi J ;
K
|

obiek perjanjian, maka force majeure sepert ini sering disebut juga
dengan “ketidakmmungkinan Bsik” (physical impossibility)
Sedangkan yang dimaksud dengan forre majere yang bersifat r
Bubjekrif adalah suatu keadaan memaksa schingga tidek dapat e
dfpe““hi"}"ﬂ prestasi yang terbit dari sustu perjanjlan yang lf
dikarenakan cleh hal-hal yang bersangkutan dengan pecbuatan .~'

413U kemampuan dar debitur ity sepdin, @npa adanya uasur 't
Bab 6 | Mmaﬂﬂ._ﬂﬁl
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kesalahan dan tanpa adanya unsur iktikad tidak baik dari debigy,
yang bersangkutan. Misalnya karena debitur t?ISE!?ut menderj;,
sakit parah sehingga ridak mungkin berprestasi lagi.
Pembagian kepada (a) force majeure yang absolut dan (b) fp,,,
majeure yang relatif

Yang dimaksukan dengan ferce majeure yang absolut adalgh
suatu keadaan mamaksa di mana pihak debitur sama sekal; tidak
mungkin lagi melaksanakan prestasi yang terbit dari perjanjigy
tersebut. Misalnya, terhadap perjanjian membuat suatu lukisan
tetapi pihak yang melukis tersebut tiba-tiba meninggal dunia. Jadj,
dalam hal ini, perjanjian tersebut sama sekali “tidak mungkin®
(impossible) ridak dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan force majeure yang telarif
adalah suatu keadaan memaksa di mana prestasi tersebut dalam
keadaan normal tidak mungkin dilakukan, meskipun masih mungkin
dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak normal. Misalnya terhadap
perjanjian ekspor barang, yang setelah perjanjian ekspor dibuat,
kemudian pemerintah menerbitkan larangan ekspor terhadap
barang yang bersangkutan. Maka dalam  hal ini dalam keadaan
normal tidak mungkin lagi barang tersebut diekspor, meskipun
dalam keadaan tidak normal dapat saja ekspor dilakukan, misalnyz
lewat penyeludupan. Maka dalam hal inj, dapar pula disebutkan
bahwa prestasi (in casu ekspor barang) bukannya “tidak mungkin®
(impossible) dilakukan, tetapi “tidak praktis” (Impracticable) untuk
dilakukan,

Pembagian kepada (a) force majeure yang permanen dan (b)
force majeure yang temporer
Force majeure yang bersifat permanen adalah suatu keadsan

memaksa di mana prestasi tersebut memang sama sekali tidak
mungkin lagi dipenuhi “untuk EEIama—lamanya,” Misalnya karend

barang yang r{t_r.an;adi objek perjanjian tersebur telah dicuri orang
tanpa dapat dicari pengganti yang pas dari barang tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan furee majeure yang bersifit

TEprer adalah suatu keadaan mamaksa di mana prestasi yané
terbit dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untu¥

sementara waktu saja. Misalnya Perjanjian pengiriman suat!

Hukum Perikatan
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barang ke suatu tempat, tetapi di tempar tnj
6iba Pcﬂah perang sautira atau revolusi, sehin barzn -
ridak munskin iagi dikirim ke sitw, Akan tEtEpEi;EZi kﬂml?djtm;t
yakni perang saudara atau revolusi Eersebat telzh berakhir mak;;
pengiriman barang tersebut tentu sudah dapat difakukan l:se:mbali
_ Pempbagian kepada {a) force Majeure untuk perjanjian ped:

umumriya dan {b) force majeure untuk perjanjiag terrenty saja

Pada prinsipnya, kc:ﬁaep Pengaturan tentang force majeire
berlakn untuk semua jenis perjanjian, dalam ani bahwa terhadap
semua perjanjian berlakn konstruksi hukum yang naman}ra keadaan
memaksa atau force majeure tersebut. Karena itu, semisal Pasal
1244, 1245, avau 1545 dari KUH Perdata yang berkenaan dengan
Jorce majeure tersebut berlaku untk semuz jenis petjanjian, tanpa
ditujukan perjanjian tertentu saja.

Namun demikian, karena sifat khas dan berbeds detail dar
perjanjian-perjanjan (ertentu, makea hukum juge mengatur fsiko-
risiko khusus yang terbit dari perjanjian tertentu. Karena iru,
texdapat berbagal ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek
dan zkibat dari force majeure dalam kaitannya dengzn perjanjian
tertentu tersebut. Sebagal contoh dari pengaturan force majeure
secara khusus dapat disebutkan misainya terhadap jenis perjanjian
jual beli, Dalarn hal ini, Pasal 1460 KUH Perdata, yang termasuk
pasal pasal yang mengatur khusus tentang jual beil. Pasal 1460
tersebut menentukan bahwa:

Jika kebendaan yang dijual tersebut merupakan suatu barang
yang sudah ditenrukan, maka terhadap barang tessehut, sejak
sazt dilakukan perjanjian jual beili, sudah menjadi tangg;;gan
pihak pembel;, meskipun penyerahan harang tarsebut belum
dilakukan, karéna jtu, pihak penjual berhak menumut harga
barang yang terbir dart jual beli tersebas.

Ketentuan khusus untuk jusl beli yang rerdapat dalam Pas

1460 KUH Perdata tersebut adaleh ketentuan yang m*'_lb""‘F::;E
dari ketentuan risiko yang terbit dari keadoan farce "mJ““:H_ -
Bmumiya, Sebab, pada umumnyd, suati risiko RS {:E h; da
pihak Yain kerika barang tersebut quclah berafih pula ke P

|

|
|
P ———
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(setelah dilakukan levering/penyerahan benda), bukan ada Saar
perjanjian obligator.

Khusus untuk perjanjian sepihak untuk memberikan sesuay,
pengaturannya juga mirip dengan riisko dari force majeure terhaday,
perjanjian jual beli, di mana ditentukan bahwa risiko ada paq,
pihak kreditor, kecuali ada kelalaian dari pihak debitur ungy)
menyerahkan barang tersebut kepada kreditor, di mana sejak
kelalaian tersebut, risiko sudah beralih ke pihak debitur.

Jadi, menurut sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdags,
perjanjian tersebut anya merupakan obligatoir saja, di mana
hak kepemilikan atas benda objek perjanjian belum berpindah
pada saat perjanjian jual beli dibuat (Pasal 1458 KUH Perdata),
Tetapi, berpindahnya hak tersebut baru terjadi setelah dilakukan
penyerahan hak (levering) (Pasal 1459 KUH Perdata). Sehingga,
mestinya, pada saat penyerahan benda tersebut oleh hukum
dianggap sekaligus pula terjadi peralihan risiko karena force majeure.
Karena itu, dalam hal perjanjian jual beli, karena dianggap sangat
tidak adil bagi pembeli, karena harus menanggung risiko yan terbit
dari peristiwa force majeure, maka Mahkamah Agung melalui Surat
Edarannya No. 3 Tahun 1963 telah meminta kepada hakim, antara

lain untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1460
tersebut,

Dalam bidang perjanjian khusus lain selain perjanjian jual
beli, yaitu dalam perjanjian sewa menyewa, hukum membebankan
pembagian penanggungan risiko dari suatu forde majeure secara
adil, di mana risiko dipikul cleh kedua belak pihak. Dalam hal ini,
jika terjadi kejadian force majeure, maka petjanjian sewa menyewsa
tersebut dianggap gugur. Sedangkan jika penyewa sudah menikmati
sewa menyewa tersebut, kenikmatan tersebut tentu harus
diperhitungkan ketika dia membatalkan perjanjian sewa menyewd
Dalam hal ini, Pasal 1553 KUH Perdata menentukan:

“jika selama waktu sewa menyews, barang yang disewakan
tera:ebﬁt musnah karena kejadian yang ridak disengaja, maka
Perjanjian sewa menjadi gugur demi hukum,

Jika barangnya hanya sebagiannya yang musnah, si penyews
dapat memilih menurut keadaan apakah penyewa akan minta

Hukum Perikatan
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pengurangan harga sewa, ataukah dia bahkan akan minta
PcmbataIan perjanjain sewa menyewa tersebur, tetapi apa adanya
ganti rugi.

Selanjutnya, dalam bidang perjanjian khusus selain perjanjian
jual beli lainnya, yaitu dalam bidang perjanjain tukar menukar,
pengaturan risiko karena kejadian wanprestasi juga dibebankan
kedua belah pihak secara adil, dalam hal ini, masing-masing
menanggung sendiri barang yang akan dipertukarkan tersebut.
Jadi, dalam bidang perjanjian tukar menukar, jika terjadi force
majeure tersebut, maka perjanjian tukar menukar menjadi gugur,
tetapi jika ada pihak yang sudah terlanjur berprestasi sedangkan
yang lainnya belum beprestasi, maka prestasi yang sudah tetlanjur
diberikan tersebut dapat dimintakannya kembali. Pengembalian
prestasi pihak lainnya tersebut disebur dengan istilah restitusi. Hal
seperti itu dengan gamblang dapat dibaca dalam Pasal 1545 KUH
Perdata, yang menentukan:

“jika suatu barang tertentu yang sudah diperjanjian untuk ditukar
musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian tukar menukar
dianggap gugur, dan pihak mana yang telah memenuhi perjanjian
tersebut, dapat menuntut kembali barang yang telah ta berikan dalam
perjanjian tukar menukar tersebut.”

5. Pembagian kepada force majeure karena (a) ketidakmungkinan
(impossibility), (b) ketidakpraktisan (impracticability) dan (c) maksud
perjanjiannya prustasi (frustration).

Terjadinya peristiwa berupa force majeure dalam bentuk
ketidakmungkinan (impossibility) untuk melaksanakan prestasi adalah
dalam hal sama sekali dalam keadaan apa pun pihak debitur tidak
mungkin lagi memenuhi prestasinya. Misalnya, dalam hal perjanjian
jual beli rumah, dimana rumah tersebut terbakar sebelum sempat
diarahkan ke tangan pembeli, terapi kebakaran tersebut bukan karena
kesalahan pemiliknya.

Ketidakmungkinan menjalankan perjanjian ini dapat terjadi karena

i faktor, antara lain sebagai berikut:
% kematian debitur atau berada dalam keadaan sakit parah untuk

Perjanjian-perjanjian terientu
b. kepailitan atau ketidakmampuan finansial

Bab 8 | Overmacht 77 »
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mogok karyawan yang terus-mencrus
huru hara
munculnya larangan oleh hukum |

e

musnahnya barang objek perjanjian

berbagai peristiwa alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunam
gunung meletus dan sebagainya,

o

sedangkan dengan force majeure berupa “ketidakpraktisap”
melaksanakan prestasi, terjadi suatu peristiwa yang juga tanps
kesalahan dari pihak dalam perjanjian tersebut, peristiwa tersebur
terjadi sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut pan
pihak sebenarnya secara teoretis, masih mungkin melakukan prestas
perjanjian, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingg
kalaupun dilaksanakan prestasinya itu akan memerlukan pengorbanan
lainnya, Karena itu pelaksanaan perjanjian seperti ini oleh hukum
dianggap “tidak praktis” (impracticable) atau “susah dijalankan”
(hardship).

Apakah dalam keadaan kesusahan atau ketidakpraktisan yang
demikian, suatu prestasi dari perjanjian masih harus juga dipenubi?
untuk itu, hukum perjanjian mengenal dua teori hukum sebagai berikut
2. teori tradisional, yang menyatakan bahwa meskipun dalam keadazn

sangat kesusahan atau sangat kesusahan atau sangat tidak praktis
suatu perjanjian tidak putus tetapi harus dijalankan
b. teori kontemporer yang menyatakan bahwa jika dalam menjalanki?

prestasinya pengorbanannya tersebut dalam kategori “terlalu
‘ maka perjanjian dapat dianggap putus karena force majeure.

pmewsn TH  Hukum Perikatan j
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SYARAT SAH-NYA PER]AN"AN

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat
hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang hukum yang berlaku.
Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah
perjanjian ini sah dan mengikat, adalah sebagai berikut:

A. Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan n.':en"gikat atau Fidak
mengikat tergantung dari sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibua
oleh para pihak. Perjanjian yang sah harus mernenu.hl syara ﬂ:;;?
Perjanjian, Mengenai syarat sahnya suatu per anjfan diatur dalam

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
L. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Suatu pokok persoalan tertentu;

Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua yang disebutka
subjektif, karena menyanghkut soal orang:

s Ler Pd

is dinamakan
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" wembiat

orang yang 1
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pefjanjian, sedangkan syarat ketipa dan keempat disebue Syatat Objekyig
karena menyangkut objek dari yang dijanjikan. Mengenai syarar saliny,
perjanjian akan divrailan, sebagai berikur:

1. Kesapakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Syarat subjektif yang pertama untuk sahnya perjanjian adala,
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan parg pihak
menipakan unsur mucak untuk terjadinga suatu perjanjian, Menyz,
Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah “persesuaian petnyatazn
kehendak sntara sem orang arau lebih dengan pifiak lainnya. Yang sesug
iy adalah pernyataannys, karena kehendak itw tidak dapat dilihay/
diketahui orang lain®.' Merurut Subeku yang menyatakan bahwa:

“Keduz belah pihak dalam suamu perjanjian, harus memponyz
kemauzn yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemayar ity hars
dinyatakan. Poenyataan dapar dilakukan dengan TORAS Arau Secary
diam-diam, Carayang belakangan, sangat Jazim dafam kehidupan
kita sehari-hari. Misalnya, jikalau seseorang naik tram atau bus.
Secara diam-diant tefah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan
Rewajiban pada kedua belah pihak (wedcrkerige oversmbomst}, yaite
pihak si penumpang untuk membayar harga karcis menurie tarif
dan pthak kondekrur yang bertindak atas maskapai tram/bus,

untuk mengasgkut penumpang it demtgan aman ke tempat yang
hendak ditujunya™.?

Selanjutnya menuruc Maryam Darus Badrulzamen bahwa
“pengertian sepakar dilukiskan sebagai pernyataan kehendak
yang disetujui cleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarksn
dimamakan cawaran {offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran
dinamakan akseptasi {aeceptutie)”.? Dengan demikian orang dikatalan
telah memberikan persetujuan atau sepakat kalzu orang memang
menghendaki 2pa yang disepakati atav dengan kata lain sepakst
sebenarnys merupzkan pertemuan antara dua kehendak di mand

‘Sudikno Meriolusumo datem Muhammad Syalfuddin, Hikem Kontek:
Memakami Kzntrak dalam Pevepekeif Filsafat, Teari, Dogmatik, das Prakeh, Huilem (520
Pengayaan Hulumn Perikatan), Bandung: CV, Mandar Maju, 2016, him. 112,

“Subekti, Pokek-Fkok Hukum Ferdala, [zkarta: P, Intermasa, 2008, him, 135

Maryam Parus Badrulzaman, KUEHPerdarg Buly }i Hukum Perikaran degt™
Pejelasan, Bandung: Alumni, 1996, him. 98,

_m Hivkum Pericetan
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kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki
;:-ihak lain.

Kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian
dianggap tidak ada apabila perjanjian itu terjadi karena paksaan,
kekhilafan dan penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengatur dalam Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada persetujuan
pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh
dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan (dwaling) menyangkut hal-
hal yang pokok dari yang dijanjikan tersebut. Menurut Herlien Budiono
yang menyatakan bahwa:

*Ada dua macam kekeliruan/kesesatan dalam kesepakatan membuat
perjanjian, yaitu:

a2, Kekeliruan/kesesatan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling),
vang merujuk pada situasi kehendak dan pernyataan satu sama
lain berkesesuaian, tetapi kehendak satu pihak atau keduanya
terbentuk secara cacat, sehingga kontrak yang telah terbentuk
dapat dibatalkan, karena terdapat pengarub kekeliruan/
kesesaran. Sebaliknya, jika kekeliruan/kesesatan diketahui
sebelumnya, tidak akan terbentuk perjanjian, sehingga
sepatutnya perjanjian dapat dibatalkan. Undang-undang tidak
akan menerima alasan adanya kekeliruan/kesesatan tentang
situasi atau fakta sebelum dibentuk kontrak.

b. Kekeliruan/Kesesatan yang semu (onegenlijhe -:fwaﬁngl}, yang
pada prinsipnya tidak akan dapat membentuk .per]m-{jian,
karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai. Artinya,
syarat ketentuan undang-undang belum terpenuhi mengingat
kehendak tidak sejalan dengan pernyataan sati denpgan yang
I:ai_nnm""

tab Undang-Undang Hukum

Selanjutnya dalam Pasal 1322 Ki Une
trdata kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya
e ¢ an itu terjadi mengenal

Suatu persetujuan, kecuali jika kekhilaf: ; 1 :
nakikay hﬂmgj yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak
Mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi me;gﬁ
diri orang yang dengannya seseorang hermaksud untuk mengada

it, him, 118
Herlien Budiom 2ol Muhammad Syaifuddin, Op. Cib T 21

gab 9 |
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persetujuan, kecuali jika persetujuan itu dib:?!{tlkaﬂbﬂtt:;utamg kﬂrma
diri orang yang bersangkutan. Dengan dEmfk‘m’“* rdasarkan pag,
tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekhilafan da?:‘ral terjadi
mengenai objeknya, misalkan membeli lukisan karya Affandi Koesoem,
dan ternyata lukisan yang dibelinya tersebut merupakan 1:1:':11.1 nan sajg
Selanjutnya mengenai subjeknya, misalkan melakukan perjanjian Yang
dikiranya adalah penyanyi Isyana Sarasvati dan rernyata yang datang
adalah penyanyi yang mirip dengan Isyana Sarasvati. Kekhilafay
mengenai objeknya dinamakan error in substantia, sedangkan kekhilafan
mengenai subjeknya dinamakan error in persona,

Paksaan dalam membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1323
sampai dengan Pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Paksaan dalam membuat perjanjian ini terjadi jika satu pihak atau lebih
dalam memberikan kesepakatan takut pada suatu ancaman, Misalnya,

ancaman akan dibuka rahasianya, ancaman akan dibunuh apabila tidak
memberikan suatu persetujuan dalam perjanjian. Ancaman tersehut
harus ancaman yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan
ancaman yang tidak bertentangan dengan undang-undang, misalnya

ancaman akan digugat di Pengadilan tidak dianggap sebagai ancaman
yang mengakibatkan adanya paksaan,

Penipuan dalam membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1328 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1328 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdara menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan
untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipaka
oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwé

pihak ya.r}*:g lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adany?
tipu muslihat. Penipuan tidak da t dikira-ki i at
i pa ira, melainkan hanya dap

Menurut Nieuwenhuis yang menyatakan balywa.

“Untuk berhasilnya

£ | 5
BW, undang-undang paya (dali) penipuan dalam Pasal 132

mensyaratkan bahwa gambaran yang kelirn

itu ditimbulkan oleh rangka; : ;
Dahulu peradilan mungui%kﬂ,;ﬂ:;r:lﬂu muslihat {kuuﬂgrrpfﬂ]

. BEuUnaan he wak i

:::E:?n :‘;:II::EHE:: bahwa saty ehghnngm: aﬂl}lﬁlfdiiuper
ditingnattan i:{' HHdal'lll'ipfg:%“n;ﬁ-:“”rim ini sekarang 'fli:}h
| - a0 ahBeukinga/Van de Lind®
Bagaimanapun juga dayi Arrest ini dapa :lialana:lkgg bahwa jus?
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sengaja berdiam didd (mendj
mendalitian penipuan, ™
Dengan demikian dapar dikegahy; salah

sengaja memberikan keterangan yang palsu aray
tipy muslihat untuk membujuk pihak lawannya

persetujuan.

armkan) dapar dijadikan alasan unmyg

ﬁtu pihak dengan
tidak benar dispryaj
untuk memberikan

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Parz pibak dalam membuat pecanii
dalam Pasal 1328 Kitab Undfnﬂgfznﬁ:n;ﬁ;hé lm"’"‘ hukum,
bahwa "setiap crang adalah czka oy ml:nyluakan
N #kap untuk membuat petikatan-perikacan
jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”, seIanjum}r;:
dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hulam Perdata lebih jauh
mmyltal:an siapa s2ja orang yang dianggap tidek cakap entuk membuat
perjanjian, yaltu orang-orang vang belum dewasa, mereka yang ditznih
di bawah pengampuan, orang-crang perempuan dalan hal-hal yang
ditezapkan undang-undang.

Ukuran orang dewasa dapat dilihat darl Uncang-Undang Nomor
! Tahum 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 50 ayat 1 menyatakan
bahwa anak yang belum mencepai umur 18 (delapan belas; takun
atay belum permah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di
bawah kekuasaan orang ta, berada di bawah kekuasaan wali. Dengen
demikian dari Pasal 50 ayar 1 Undang-Undang Nomeor I Tahun 1974
tertang Perkawinan dapat diketaho hahwa anak yang belut dewasa
ialah anak yang belum mencapai umur 18 (delzpar belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawindi. Selanjumy2 dalam Pasal 66
Undang. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peckawilsh menyaLakan
bahwa dengan bertakunya Undang-Undais Nowor [ Tabun 1;3:2!'
maka ketentupn-ketentuan yang diatur delam i;ﬁ'iﬁh Undang- daianf
Hiskum Perdata dinyataken tidak berlake, sepaniing teleh mr;_.m
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teaténg Pm‘kﬂwina:e -

Memusrut ), Satrlo, dengan menerapka? &7 huk::‘dm%a

lex priori, maka seharusnya nalar penerapia B

— ankan Kontrak & Prraneangis Hontr

Nieuwenhofs dalam Ahamd! Mid P Ly
Rar, pr Rijlﬂzﬂndn Perindi, 2016 him, 2728,

[ Syarat Sah-HA S
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mendasarkan Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Huskuy,
Perdata menjadi ghsird dan melanggar asas Bukurmn tersebut, Artiny,
sejak dlundangkan dan berlakunya secara efekeif Um!ang-undln!
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, maka ketentuan-keteny,,
mengenal kedewassan dalarn Pasal 230-jo. Pasal 1330 Kitab Undanﬂ,
Undang Hukum Perdata, tidak lagi dijadikan sumber hukum, Jadi, lgiz
dewasa yang berlakn secara umum terkait dengan kecakapan Untyk
melakukan perbuatan hukum adalah 18 Tabun, Hal ini juga dipertegsy
oleh Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 447 K/5ip/1976, tanggs|
13-10-1976.%

Adapun erzng-orang yang belum dewasa ditentukan dalam
Pasal 330 Kitab Undang.Undang Hukum Perdatz yaitu merska yang
belum mencapai umur genap 21 (duapuleh satu) dan cidak lebiy
dabudy menikah. Sedangkan yang dimaksud di bawah pengampiay
sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdats yang menyatakan bahwa setiap orang befum dewasa, yang
selalu berada datam keadaan dungu, gila arau maia gelap, harug
ditemparkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap
menggunakan pikirannya. Scorang dewasa boleh iuga diternpakan di
bawah pengampuan karena keborosan,

3. Suatu Hal Tertentu

Suati hal tertentu adalah dapar dikatakan sebagai objek dari perjanjian
atau isi dari perfanjian, Dalam suary perjanjian, objek perianjian harus
jelas dan ditentukan eleh para pihak,

Menurut Subekti bahwa:

“Yang diperjanjikan dalam spagy perjeniian, haruslah suatu hal

atay suatu barang yang cukup jetas ztau tercaneny Byarar ini
. Syarat ini perit,
untuk dapar menetapkan kewsjiban si berhutang, jika cerjads

%). Suerio, Hulum i .
Baks, 1992, bian, 279 " (e Pl Urmng), Bann: Citra A
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" nya suat Pﬂfiaﬂjiiﬂ men
Hﬁ“l'}i:’m d:Iam tahun yang akan dgﬁiﬂ? :Pt::] - tem ari
ﬁ"{‘ ¢h untuk Rp. 100, dengan tidak me:hakafglﬂi‘“‘"ﬁan jual
Jebib lanjut 1285 harus dianggap kurang sempymg »7 Penjelasan

utnya menurut Agus Yudha Hemop -

dip;:il;n;a] arau objek tertentu agar sifat dan 1ul.::'n$a'-‘;:]:;1!1_?ﬂ harus
ok v estasi) dapat dilaksanakan oleh para pihak, Kama:flhan para
dak harus diartikan secara gramatikal dan sempit hapy e

: anjian dibuat. Namun, dibolehkan Y Aklal A
yetika pe] , untuk hal atau ob;
renty rersebut sekedar ditentukan jenis, sed;angkmjumiah objek
dientukan kemnudian. Dalam praktik, hal ini sering dilakum[g?sg?p“
dalam transakst komoditas berjangka, pembelian sistem panjar [un:lf::
hﬂ“ Pﬂtaﬂliﬂ] 1

palam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata obj i

diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Huk:rﬁeiﬁii?:?éj::
menyatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok hgr-upa
suaru barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah
herang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat
ditentukan atau dihitung. Selanjutnya benda atau barang yang sekarang
a&a. aral yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek
perjanjian, kecuali warisan. Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal
1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa
berang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi
pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan
untuk melepaskan suaru warisan yang belum terbuka, ataupun untuk
mﬁﬂfukm suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu,
’thlfpuﬂfdtﬂgﬂn persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan
¥ang menjadi pokok persetujuan itu,

*. Suatu Sebab yang Halal

%:m"" sebab yang halal mempunyai dua fungsi, yaitu perianyia?
Mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batel dan sebab

E ) : i ; " b
Rlingg Perjanjian ity harus halal, apabila ridak halal perjanjian akan

batal,
Perkataan sebab yang dalam bahasa felanda disebut porzaak dan

"Subekti, Op. o
!&mu: F' CIL; hlm: 136, 11!“[. II'&'-

Yudha Hernoko dalam Muhammad Syalfuddin, Op. Cit.

5
pab 9 |
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dalam bahasa latin disebut causa. Menurut Subekti bahwa “kata sebqy,
ialah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak deng,),
mengadakan perjanjian itu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual bej;
satu pihak akan menerima sejumlah vang tunai dan pihak lain ks,
menerima bunga (rente). Dengan kata lain, causa berarti isi perjanjian
itu sendiri.™

Selanjumya menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa:

“causa dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingg
pengertian causa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali
dengan ajaran causaliteit, bukan juga merupakan sebab yang
mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa
yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian
itu tidak menjadi perhatian.”™®

Syarat suatu sebab yang halal yang rerdapat dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata harus dihubungkan dengan Pasal 1335
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu
persetujuan tanpa sebab, atau dibuar berdasarkan suatu sebab yang
palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Selanjutnya
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdara menyatakan bahwa
suatu sebab adalah rerlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan
ketertiban umum.

Dengan demikian dari pasal tersebur di atas dapat dikerahui bahwa
suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum
apabila perjanjian tersebut mempunyai sebab yang palsu, sebab yang
terlarang karena undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
Adapun yang dimaksud dengan dilarang oleh undang-undang adalah
perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum pemaksa dari
hukum perdata,

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat pard
pihak yang membuat perjanjian atau pihak-pihak dalam perjanjian. Hal
tersebut dapat diketahui dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesual
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

*Subekti, Op.Cit., him. 137,
"Maryam Darus Badrulzaman , Op.Cir. him 100.
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pembuatays- Maka, perianiian it tidak dapat gigarsy kemball el
jesepalata kedua belah pihak atau karena alasan-alggan }'HI::EuE
M—uﬂdﬂﬂg dinyatakan cukup untuk joy.

. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjizn

spamt tambehan térhadap sahnya syagy perjanjian yang jra berlalo

webatap seluruh bentuk dan jenis Perjanjian adglsh sebagaimana yang

disebur antarz fain dalam Pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KM Perdata,

yaitu scbagal berilout:

L Perjznjian dilaksanaken dengan iktikad bajl

2. Perjanjian mengikat sesial kepatytan,

3. Perjanjizn mengikar sesuai kebiasaan,

4. Pefanjian harus sesuaj denpan utidang-undang (hanya terhadap
yang bersifar hukum memaksa).

G. Syarat Khusus Formaiitas Sahnya Perjanjian

Rotang syarar khusus {berlakn hanya untuk perjanjian-perjanian
Hrusys saje) yang bersifat formalitas terhadap salmy4 suaru perjanjian
AR hain adalah sebagai berikut:
L Ager sah secata hukum, perjanjian tertentu harus dibuat e
%ertukis, Keharusan rertulis ini misainya berlaku terhadap perjanjian
hibeh, pecjanjian penanggungan, dan sebagainya.
salt secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh
Peiabat yang berwenang, misalnys: |
9 Pefjanfian (akea) pendirian perseroan terbatas harus dibuat
oleb potaris,
o Petjandian Jugl beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akte Tanah (PPAT),

. Sfaral Khusus Substansi Sahnya Perjanjlan

jian-pecanian
g SYarar kh jaky han untuk Fgr]n:uilﬂ Fﬂ',[’l 1
o ) yang :::t‘::h:ibmnsi m};ahadap sahnya suath perjanjian



antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, maksy hary,
diperjanjikan (dan tidak boleh diperjanjikan sebaliknya) bahwa baran,
objek gadai tersebur haruslah dialihkan dari pihak pemberi gady ),
pihak penerima gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata.

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya sap,

atau lebih dari syarar sahnya perjanjian adalah sebagai berikur:

la.

= BR

Batal demi hukum (nietig, null and void). Dalam hal ini, kapan Pun
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak
pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam
Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia, yaitu:

a) Syarat perihal rertentu, dan

b)  Syarat kausa yang diperbolehkan.

Dapat dibatalkan (vernietigebaar, voidabic). Dalam hal ini, perjanjian
tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan
oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat
subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdara Indonesia, yaitu:

a) Syarat tercapainya kata sepakar.

b) Syarat kecapan berbuat,

Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable)

Dalam hal ini,merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah
Jika perjanjian tersebut tidak begitu sdja batal, tetapi juga ridak
dapar dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebur masih mempunyai
status hukum tertentu. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan
ini masih mungkin dikenversi menjadi perjanjian yang dapat
dilaksanakan, maka sebelum dikonversi, perjanjian tersebut
masih belum mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian dengan
syarat tangguh merupakan contoh perjanjian yang helum dapat
dilaksanakan sebelum syarat tangguh tersebut terjadi/terwujud.
Misalnya seorang telah membuat dan menandatangani perjanjian,
tetapi persyaratan bahwa perjanjian tersebut bary sah jika disetujul
oleh istrinya. Maka sebelum mandapat persetujuan dari istrinya
perjanjian tersebut masih merupakan perjanjian yang tidak dapat
dilaksanakan (unenfortceable).

Hukum Perikatan
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pikesakan sanks: adminisrratif
hal ini, ada syarat dalam .

tersebut tidak dipenuhi tidak mmﬁmﬁ Iirpab-lll ﬂ?&:‘&l‘.
ressebur, melainkan banya mengakibatkan satgp, " ejanjian
atau kedua belah pihak terkena semacam sangs; ad:nm Plhﬂ-tk
Consohays, adalah perjanjiat yang memertukan iin terienp, 1or.r.
jzin tersebut tidak pernzh diunus, sepery perianjian pigs .w;p:}
juar negeri yang memerlekan pelaporan ke nada mm i
di mana pelaporan tersebut tidak pemah dilakukan Mmhﬁﬂﬂ:;
1da sanks! administrasi dart Bank Indonesiz, sementara pefjanjian
pinjaman tersebut tetap sah dan dapar dilaksanakan.

4.

E. Dokirin Kesepakatan Kehendak dalam Perjanjian

Salzh satu syarat {di samping tiga syarat lainnya) terhadap sahnya sugtu
pefanjian yang diseburkan Pazal 1320 KUH Perdata Indonesiz adalah
syatat kesepakatan kehendak (tercapainya kata sepakar) di antara para
pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sepetti telah disebutkan
bafwa bersamia-sama dengan syarat kacapan bertindak {kewenangan
berbuar), maka syarat kesepakatan kehendak i merupakan syarat
subjektif rerhaclap sahnya suatu perjanjian.

Sebagai konsekuensi hulam jika syarat sahmyd pezjanjizn yang
subjekeif ini tidak terpenuhi, misalnya tidak tarcapainya kata Eeprakal
tersebut, maka perjanjian rersebut tidak dengan sendinRya barak/tidak
batal demi hukum (aietige, atau aull and void), melainkan perjanjian
ersebut bary batal jiks dibaralkan oleh saiah ﬂm-atau-ﬁdunbalah-pﬂuk:

Kesepakaran keheridak terhadap suatu perjanjian hiasanya d:::z::;
tari adunya unsur penawaran {offer) oleh salah satv Plh{kr wldﬁm
dleh penerimaan tawaran (acceptance} oleh Fihakla:n.'s:hifﬂhukuﬁ
Wrjadilgh suaru perjanjian. Istilah penawardrs (affer) ‘;‘E iian
Perjenjian ini serupa dengan istilah “ijab” dajam hukurm a?len gan
Islam, sedanghan fstilah penerimaan tawaran (acceptance) SERIP
tilzh “kabyl” dalam hukum perjan]jian Iskam. epakat dalor

Tentang kapan saar persisnys (ercepal “m:il; km:ﬂ;guduh imulal
S04 perjunjian, sehingga scjak saat fersebit SR

flaka beberapa teod
K nya perjanjian yang bharsangkutan, terhadap
tkam sebagai berikut:

a8 | Sy Sab MR PR




1. Teori penawaran dan penerimaan tawaran (offer and Acceptancy i

kabul)
Dalam hal ini, kata sepakat arau kes EPﬂkﬂEF kediﬂf;k bary tep i
manakala setelah adanya penawaran (offer.ijab) : ah San." pikg
diikuti dengan penerimaan tawaran (aceeptance, kabul) day; D

lainnya.

2. ‘Teori kehendak (wilstheorie)
Teori kehendak merupakan teori yang tertua tentang masalah katy
sepakar ini. Menurut teori yang bersifat subjektif ini, kata sepalay
sudah terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermgakg,,
untuk menyetujui perjanjian tersebut.

3. Teor pernyataan (verklarings theorie)

Bertolak belakang dengan teori kehendak yang bersifat subjeksf
itu, maka teori pernyataan ini lebih bersifat objektif. Dalam hal
ini, yang penting bukan apa yang ada dalam hati para pihak dalas
perjanjian, tetapi apa yang diucapkan arau apa yang tertulis dalam
perjanjian tersebur.

4. Teori pengiriman (vérzedings theorie)

Menurut teori pengiriman ini, maka terhadap suatu perjanjian
telah terjadi kara sepakart pada saat dikirimnya surat jawaban olsh
pihak yang menyerujui tawaran tersebyc. Logikanya adalah sejak
dikirimnya jawaban atas penawaran perjanjian rersebut, pihak
pengirim jawaban tersebut sudah kehilangan kekuasaan atas surat
yang dikirimnya itu,

3. Teori kotak pos (mailbox theorie)

Mﬂl:ll.lrl.lt teori kotak pos ini, PErsetujuan/penerimaan tawarid
s.:.-hmgga dianggap sudah mulaj ber]akunya suatu perjanjian
dm.nggap sudah terjadi pada saat pihak Yang menerima rawars
I'.E.:I!'E‘E!:Ilﬂt telah memasukkan Suratnya ke dalam kotak pos untuk
dikirim ke pihak Yang melakykay tawaran dalam Pﬂfjﬂnji&n

tersebut. Logikanya adalq | | a
sum_jamhﬂn ke d:hm I:at:k iﬁhwa sejak saar dimasukkanty

Pengirim jawaban tersely, - it
vang dikirimnya ity udah kehila ngan kekuasaan atas s

ig=wds e o ©men 5 areee
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Teori Pgngetahuan (vernemings theorie)

dalam perjanjian sudah menyetujui taw,
jawaban saja oleh pihak penerimagn ¢
cukup, karena dalam hal ini, pihak pengi
mengetahui bahwa pihak lawannya sud
tawaran tersebut.

Teori penerimaan (ontvangs theorie)

Menurut teori penerimaan inji, katy sepakat dalam syay petjanjian
dianggap sudah terjadi ketika pihak Yang mengajukan tawaran
sudah menerima di tangannya balasan dari tawaran tersebut.
Teori kepercayaan (vetrouwens theorie)

Menurut teori kepercayaan ini, suaty kara sepakat dalam sparu
perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari
pihak penerima tawaran yang secara objektif didengar dan dapat
dipercaya aleh pihak yang memberikan tawaran tersebur.

Teori ucapan (vitings theorie)

Teori ucapan ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakar dalam suatu
perjanjian dianggap sudah terjadi ketika pihak penerima tawaran
telah menyiapkan jawaban bahwa dia menyetujui tawaran tersebut.
Teori dugaan

Teori dugaan ini juga bersifat subjektif, yang antara lain IiIEII.I'IUI.‘ oleh
#hli hukum Belanda terkenal yaitu Pitlo. Menurut teori dugaan
ini, saat tercapainya kata sepakat dianggap terjadi pada saat pihak
Pencrima tawaran dalam suatu perjanjian telah mmgmflh:::;
Jawabannya, dan pihak penerima tawaran “patur "“E“d:E;aﬂ ai
Pihak pengiriman rawaran sudah mengetahui isi surat balaany
dikirim oleh pihak penerima tawaran tersebut.

Tan itu, Jadi, pengiriman
PN dianggap belym
"M tawaran masih bejym
" Menyetujui/menerima

ja, syarat
Eelm‘j“'-'"}fa. menurut sistem hukum perdata Indonesia, sy

adi:
*esepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi
) Pﬁk!ﬂaﬂ..

l Bab 9 | Syarat Sah-Nya Pecjanjian 91 =
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, Kﬂj:fﬁ 1321 KUH Perdata Indonesia )

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Unsur Paksaan dalam Suatu Perjanjian

Yang dimaksud dengan paksaan (dalam bﬂhﬂfﬂ Belanda disety, i
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah duress) aday, Sz
perbuaran yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehg; g Tan,
terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebug timbu] ket
baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap kekayaanny, den
suatu kerugian yang terang dan nyata. Misalnya orang terseby; di"’“ﬂm
untuk diculik anaknya, diancam untuk dianiaya, dibuks rahasia, g,
sebagainya,

Dengan alasan terdapatnya unsur paksaan, dapar menyebabig
tidak tercapainya kesesuaian kehendak, sehingga Petjanjian tersely,
dapat dibatalkan. Secara umum dapat disebutkan bahwa ancama
yang menimbulkan paksaan yang dapat membatalkan suaru petjanim
haruslah ancaman yang:

4. Ancaman tersebur cukup serius.

b. Tidak tersedia cara untuk menghindar dari ancaman tersebyt,

5!

Agar dapat dijadikan alacan untuk membatalkan suaty perjaniiar,
unsur paksaan tersebut harysjah memenuhi beberapa syl

yuridis sebagai berik:
2. Paksaan dilakukan rerhadap:
1) Orang yang membuat,f’menandalangani perjanjian.

2) Suami atau iseri dari orang yang membuat/menandatangai
perjanjian,
3) Sanak keluarganya dalap, Baris lurus ke atas atau ke bawah
b. Paksaan dilakukan gleh;

1) Salah say pihak dalam Perjanjian, atay

2) P?hak ketiga unryk kepentingan

i 2 i bt
an [E.I'ﬂ
di ot slapa perjanji
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paksaan tersebut menakutkan,

1) Orang yang takut tersebur berpikiran sehar,
2) Ketakutan terhadap paksaan berupa:

3) Ketakutan terhadap diri orang tersebut, atay

4) Ketakutan terhadap kerugian yang yata dan terang terhadap
harta kekayaan orang yang bersangkutan,

5) Timbulnya ketakutan karena paksaan, adalah dengan

mempertimbangkan keadaan dari yang dipaksaka :
Seiahi bt 8 dipaksakan hal-ha

a) Usia,

[}

b) Jenis kelamin.
¢) Kedudukan.

d) Ketakutan bukan karena hormar dan patuh orang tua atau
sanak keluarga,

€) Setelah terjadi paksaan perjanjian tersebut tidak telah
dikuatkan, dengan tegas atau secara diam-diam

f) Setelah terjadinya paksaan. Perjanjian tersebur tidak telah
dikuatkan oleh (secara tegas atau secara diam-diam),

& Unsur Penipuan dalam Suatu Perjanjian

Unsur penipuan (dalam bahasa Belanda disebut dengan bedrog, sedangkan
dalam bahasa Inggris disebut dengan fraud, atau misrepresentation) juga
dapat menyebabkan suaru perjanjian tidak mencapai kata sepakar,
sehingga Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang dimaksud den;an
Penipuan dalam suaru perjanjian adalah segala bentuk tipy musiihat
¥ang dipakai oleh salah satu pihak sehingga karena penipuan tersebur
Meityebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut telah terpengaruh
unfyk menandatangani perjanjian yang bersangkutan, padahal tanpa
Pénipuan tersebu, pihak lain tersebut tidak akan menandatangani
Pedanjian tersebut. |

&Eﬂrdapm membatalkan perjanjian, penipuan tersebut hamﬁla}z |
Persifay substansial. Dengan begitu, jika seorang P"-‘iagmfl sa;;:iah
mﬂmﬂlimjl barang dagangannya agar Jaku dijual, hal tcrEEbl.Jt liln P

{salah saty teknik marketing, sehingga belum dapat digoion




s g

L mi

jika pedagang tersebut sampal s :
dahal sebenarmy p or

tersebut produk luar negeri pa O i d;dhk

. i ada pema ;

ke dalam penipuan.
Perlu juga diingatkan dalam hal ini bahwa agar dapat membaylp,,

perjanjian, suatu penipuan harus benar-benar dapat dll_:uknkan .

hukum, jadi tidak dapat hanya dipersangkakan saja. Lihat Pasal 13

KUH Perdata.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi ketertiban pihak yang melakus,
penipuan, suatu penipuan dapat dipilah-pilah ke dalam kategﬂri-kamw
sebagai berikut:

a.  Penipuan disengaja (intentional misrepresentation).

b. Penipuan karena kelalaian (negligent misrepresentation).

. Penipuan tanpa kesalahan (innocent misrepresentation}. Dalam hal
ini, sebenarnya sudah lebih merupakan suatu “kesilapan” daripada
suatu “penipuan”

d. Penipuan dengan jalan merahasiakan (concealment).

Penipuan dengan jalan tidak terbuka informasi (nondisclosure),

Kemudian, dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suau penipuan
dapat membatalkan suatu perjanjian, penipuan tersebut haruslah
memenuhi beberapa unsur sebagai berikur:

a. Eenipuan harus mengenai fakta, Karena itu, jika hanya sebuah
pendapat yang berkualifikasi, Seperti sanjungan kepada barang
dalam bentuk iklan yang tidak berlebihan, masih dapat dibenarkan.

b. Fakta r.ersgl:lnut han;‘slah fakta yang penting/substansial Jika
seorang menjual mabil lalu memuji-muji mobilnya jtu, masih daps
dibenarkan. Akan reapi, jika mobil bekas tersabut dibilang mobil
baru, maka hal tersebut relah merupakan penipuan

. Pihak yang dirugikan harusla telah berpegang pada fakca i

I::in: l:j:e ut. Dalam hal ini, penipyan tersebut ikut mendoronf

i p nya l.lfltuk menandatangani Perjanjian tersebut.
Eﬂ:?:;::u#;“g’;““ﬂ *ermasuk juga kere rtutupan informas!

re). Datam hal nj, adq informysj penting <5ub5[;m!iﬂ

RS
94  Hukum Perikatan
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irahasiakan oleh salah

yang dirahd , satu pihak., Misalnva i ,
rﬂ-ﬂiﬂﬂﬂhm b‘:‘lﬁhwg, pihak pembel; mencari ba':!:la j:: s
Jiam-diam penjual menyodorkan bﬂfﬂng bk dﬂ.ﬂ%n ru, t.Etﬂpi
jika barang tersebut merupakan bay anig bekas, erahasiakan

ge dalam penipuan juga termasuk ke
ruth), Dalam hal ini, jika misalnya pihak
sisi bagus saja dari barang tersebuyt,
dirahasiakan, sehingga menimbuylkan
(misleading).-

penipuan tidak hanya dengan kata-kata, tetan; i

bentuk tindakan (positive action), M:;ﬂl:;?jiranizuﬂfugad%m
moil bekas raxi, tetapi menjelang penjualannya itu, sErT;LTIum
mobil tersebut diubah, sehingga tidak kelihatan lagi s;ehagaj-tal;ar: t
Hal tersebut juga merupakan suatu penipuan. L

3. Unsur Kesilapan dalam Suatu Perjanjian

Kesilapan yang dapat membatalkan suatu perjanjian dalam bahasa
Belanda disebut dengan istilah dwaling, sedangkan dalam bahasa
Inggris disebut dengan istilah mistuake. Suatu perjanjian telah dibuat
dengan kesilapan manakala ketika dia menyetujui atau menandatangani
perjanjian tersebut, salah satu pihak atau kedua belah pihak telah
dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang tidak benar.

Objek dari kesilapan sehingga para pthak dapat membatalkan suatu
perjanjian adalah sebagai berikut:
2 Kesilapan terhadap hakikat barang objek perjanjian. Misalnya
lukisan yang disangka merupakan hasil
ersebut bukan ciptaan Affandi.
enyetujui atau menandatangani
ertunjukan dengan penyanyi
ma, ternyata perjanjian
hingga yang tampil dalam

perjanjian jual beli suatu
lukisan Affandi, ternyata lukisan t
b Kesilapan terhadap diri orang yang m
perjanjian. Misalnya, perjanjian p
terkenal yang disangka Rhoma Ira
dibuat bukan dengan Rhoma Irama S¢
pertunjukan juga bukan Rhoma Iroma.

_ ihak dapat
Selain dari : aoan sehingga para pihd |
8 SRR B P rjacli dalam format-format |

Membatalkan suatu perjanjian, dapat te ‘

%ebagai berikut:
Bab @ | Syarat Sah-Nye perjanjian_ ..95,,.;_;{
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Kesitapan berupa kesalahan dalam pcnulisanl )
Dalarn hal ini, sewaktu ditolisnya suatu perjaniian, temyazs g,
yang ditutis tersebut tidak sesuat df-'l'lEﬂi" Apa yangy “—"ﬂh_ disepakay;
gleh para pihak, Maka dalam hal ini, dengan persetujuan ked,
belah pihak. Maka dalam hal ini, dengan persetujuarn kedua belgy
pihak, perjanjian tesschit dapat diubah.aiﬁh para F’hﬂ:k terseby
yang kemudian berbuzhkan epa yang disebut dengan “reformay;
perjanjian”
b, Kesifapan berupa salah pengertian
Kesilapan yang berupa salzh pengertian ini, atau yeng disebur jugs
dengen istilah misunderstanding,
Misunderstanding dapat terjadi jike terhadap suatu perjangizn dapat
diberikan penafsiran yang berbeda, sehingga sa pihak dalap
perjanjian berbeda penafsiran dengan pihak lainnya.
e. Kesilapan berupa kesglahan dalam penyampaian
Kesalahan dalam menvampaikan kehendak dari para pihak dalam
suatu petjaniian dapat juga suawy kesilapan sehingga para pihak
dapat membatatksn perjanjian reesebut. Misalriya jika penawaran
untuk melakukan perjanjian dilakvkan dengan menggunakan
alat penghubung, seperti penggunaan mesin faximile yang hasil
kirimannya tidak jelas, sehingga mentmbulkan salah dalam
mengartikan pepawaran tersebut,

d. Kesilapan bilateral
Dalam hal ini kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut sama-
sama melakukan kesilapan. Misalnya jike dilakukan perjanjian
untuk melakukan ekspar harang komoditl, i mana kedua belak
pihak ridak sadar kalau ekspor barang komoditi tarsebut dilarang
oleh negam pengekspor atau gich hegara pengimpor tersebus.

&, Resilapan unilareral

Dal_a.m !13' ins, kesitapan terjadi hanya pada salah saru pihak dalam
Pﬂli‘."jlan_ lfﬁ.&h}ft. Misalnyz bekenaan dengan angka-anghs
Katakan misainya jika seorang membuat perfanjian untuk membeli
5.000 ton minyak kelapa sawiy pada harga werrenn, Iecapi daiam

perjanjian wertulis 500 ton saja yang oleh pihak penjual imematg
memaksidkannya sebagai 500 105 ygjq, Perjaniiun tersebur dapat

s B Hubum Parthat#n
T




o]k cleft pibak pembeli, jika pihak penjual men ahui
o mengetahul adanya kesilapan dari pihak ptmbeslz " atau

: syarat Kecakapan Barbuat

— hokum, semua ofang dalam keadazn cakzp (berwenang)
ogbul gahingga mereka dapa:': memnbuar perbuaran Rukom, rermasuk
nbiat aEL menandatangani suatu petjajian, kecusali mereka-merpka

dikecualikan oleh undang-undang. Mereka yang dikecualiia ini

ﬁﬁﬁhul u[a_ng fﬂﬂg Udﬂk. Eﬂkﬂp {Hdak bfmﬂnﬂﬂg} I:H[hm[ Suatu

del;llﬂﬂ hukum, yaitn pihak-pibak sebagal barikut:

1. Orang yang masih belum dewasa.

2 Onng yang ditempatkan di dalem pengampuan, misainya oring
gila.

3, Winitz yang bersuami (tetapi ini sudah dinyatakan tidak berlab
oleh Mahkamah Agung RI).

{, Otang yang dilarang ofeh undang.-undang uniuk meiakekan
perbuatan terbentu.

(Vide Pasal 1230 KUH Perdata Indonesia).

Jika salah sati atau kedua belah pihak dalarn perjanfian temyata
tidak cakap berbnar, maka konsekuenst yuridisnya adalah sebagal
berikut:

L Jia perjanjian tersebut dibuat oleh anzk dibawah umur (belum
dewasa), maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan
dar pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena
2lasan kebelum-dewasasnnya tersebus. Libat Pasal 144‘5 ayat (1}
KUH Perdata juncto Pasal 1331 ayat {1} KUH pezdata.
Jia perjanjian dituat oleh orang yang beram :lihmmahl:.-ﬂ‘lwﬂm
mf"k“ perjanjian tersebut baral atas permintaad dari arang ::::
berada i bawah pengarapuan tersebut, dengan aiasan EE":_'EH'PM
bereria keberadaannya di bawah pengarapuan tersebut. Liat
1446 ayic (1) K11 Perdata juncto Pasal 1331 ayar (1) KUH Perdata
jian tersebut dibuat oleh peremipusis y&&
maky Perjaniian cersebut akan batal sekadar P“U““-'imﬁtﬂm:E
%oeat dengan melampaui kekuasaannys. Likat Pasal 1446 Y2
acts Pagal 1331 ayat {1) KtH Pedata.

pab 3 | Systat Salk-Mys F“ﬂ"'ﬂl“_.gz———ﬂ-



- dibuat oleh 0rang yang di

jl:':]tﬁifnelakukﬂn pErbuﬂl‘H.I'l Eer{":l'ltu_ %
pembats'&lan perjanjian tersebyt, k:::
pdang-undang. Lihat Pasal ]333,%3;

Terhadap perja”
% uﬂdlﬂﬂ'”ndnﬂﬂ

dﬂpﬂt menuntl.tl:
jka dicenpukan lain oléh ¥

KoH &: ::15 dibuat aleh orang-orang yang, tidak czkap "'Thq
5. Fezg;t vang kemudian dinyatakan batal, maka pary i

e perania ersebut harus menETPatan pesfai g

pada keadsan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersety

dianggap gealah-olah tidak pernah ada. )

Jod, salzh sati syarat agar safnya suaut petjanjian, bahwa pejay,
cersebut harusizh dibuat oleh orang yang cakap berbuat, antary |
dibaar oleh orzng yang sudah dewasa. Timbu! perscalan, sejak kaperioy
pe:siénpra seseorang oleh hukum dianggap sudak dewasa?

KUH Perdatz via Pasal 330 menentuban bahwa seseorang dlinrpgy
sudzh dewasa jika:

1. Sudsh geniap berumur 21 tabug,
2. Sudah kawin, meskipun belum gertap 21 tahun,

3. Sudzh kawin dan kemudian bercerzi, meskipun belum genzp
berumuzr 21 tahun.

Akan tetapi, Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 199
meneatukan bahwa umer dewasa seseorang adalah 21 mahun (v
Faszl 47 juncto Pasal 50 Undang-undang Perkawinan). Dan rentum
un@nﬁundang inj berlaku untuk selyruh bangss Indonesiz, @AE
mebifat gender, suka, ras, agama, dan sebagainya. Dengan demis
3¢card yuridis, sekarang ini umur dewasa seseorang adalzh 18 (A
bukan 21 tahon, Umur dewass 18 tahun inj telah diperkuat pul2 oke
putissan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sipp/197

fanggal 13 Okiober 1973, Nasqun demikian, dalam prakiik s’

I]Irj* nﬂi&lﬂ' = s
m mm:: Il::r:uk membuat Pefjanjian {?ME PE:I'lﬂI'IugJ, unmk Eract ]

; ﬁk?ﬁnﬂmmbﬂ’ﬂm 21 tashun aehagaiﬂﬂmyﬂ
dmz::f:" dah: Ktal Undang-undang Hykum Perdata lndﬂﬂ. ’
Perdata) :{:ia ﬁ::;uka“ di sini bahwa umur 21 tahun i\’*ﬁﬂﬁ
merupakan ym, un {vargj Undang—undung Perkawinai} "

" dewasa umgn, Maksudnya adafah bahw? v




Jewasa cersebut berlaku untuk perpy,

ymum. Karena untuk beberapa perbya
ymur dewasa khusus (di bawah 21

ngbuitﬂ" khusus seperti:
;. Unruk mendapatkan hak memilih dajam mili
undang-undang pemilihan umym (18 lahi:EnLl ihan umum sesuzj

3. Untuk dapat mengemudi mobil, untuk da
Mengemudi (17 tahun),

3, Untuk dapat melangsungkan perkawinan sesyai
perkawinan (19 tahun untuk laki-

perempuan).

tan-perbuatan hykym yan
tan hukf.arn tertentu, berlaky
tahun), yaity unpyk perbuatan.

Pat membuat Surar Izig

: undang-undang
laki, dan 16 tahun untuk

Di samping itu, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan
(uralate) juga oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
perbuatan hukum (ricak cakap berbuat), vide Pasal 1330 ayat (2) KUH
Perdata. Dalam hal ini menurut Pasal 433 KUH Perdata, mercka yang
diletakkan di bawah pengampuan adalah sebagai berikur:

1. Orang yang dungu (onnoozelheid).

2, Orang gila.

3. Orang yang mata gelap (razemij).

4. Orang yang boros.

5. Orang yang sakit ingatan, meskipun kadang-kadang dia waras.

ditaruh di bawah pengampuan ini, dalam
SN Ap oEmE yang. ; diwakili oleh pengampunya,
melakukan perbuatan hukum, dia harus
yang disebut dengan istilah “kurator”, . "
Selain itu, KUH Perdata juga memasulkkan “istri T bﬂf;“;:':u:
dalam golongan orang yang tidak cakap Im*hk“kﬂ" P ::;Ldﬂ ik
perimbangannya adalah bahwa hanya dipetiutan H:igodanfﬂ adalah
sebuah kapal. Dalam sebuah rumaha}mﬂﬁﬂﬁr R
Suami (sebagai kepala rumah tangg#/. : e
Nl e, edapa perkembanan bkt e U
X ; e mi. '
I':mdaicakapan berbuat dari istri yang bEﬁubﬂahwa itri yang bersuami

Mengambi| kesimpulan bahwa ketentuan  fan perbuatan hukum
berada dalam keadaan tidak cakap melaku

pab 9 | Sparat S
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. beberapa pertimbangan sebyg,

dianggap tidak berlaks 138h KRreis

berikic :pasi wanil2 yang men

L. Pengaruh dari perkembangan emansipas Uniyy
keswtaraan gender. sl dal

sdakcalapan 150 Galam bfrbllu

2. KUH Perdata memaksudian kﬂﬂs tatam bidang hukum b
tindakan hukum adetah k?mau pami tetap dianggap .
kekayain saja. Jadi, istri ying bers '
melakukan tindakan hukum, misanya
keiuargs atan hukum perkawinan.

3, Undsng-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1374 me
istri yang bersuami terap cakap melakukan perbuatan h“{mm. g
mana ancara iscri dan suami memputlyal kedudukan yang seimbang
dan masing-masing dianggap cakap mengurus tindakan kukuminy
masing-masing (wide Pasal 31}, meskipun adz penyeburan bahwg
suarni adalah kepaia keluargs, dan isrri adalai ibu rumah tangga

4. AdaSurat Bdaran Mahkamsah Agung dengan Nomor 3 Tahun 1963,
vang menyatakan babwa 1t yang bersuami tetap dianggap cakap
melakukan pecbuatan hubam, dengan mencabu t Pasal 108 dan 11
KUH Perdat

5. Dalam praktik sehari-hari, sudah menjadi hulaum kebiasaan bahwa
seperti juga suaminya, maks istri yang bersyam juga retap dianggap
czkap membuat perjanjian atas barang-barang yang dikuasai dan/
atau direilikinya

Kemudian, masih ada satu kategori orang yang sebenarnys
cakap berhuat,. tetapi dilavang olsh up ding-undang untuk melakulad
perburatan tertentu (lihar Pasal 1330 ayar 3 KUH Perdata), Ke dalam
iﬂ,}uﬁn orang-orang ini, tevmgsok golongan orang-orang sebagd

L

i. ﬁm:ara" ls:{i dan ,-{namf pada prlnsipu}{a tidak boleh metakuke!
perjanjian jual beli, vids Pasal 1457 Kk Pardara,

2. Pegawai dalem suatu jabatan upgsm difarang metmbelj wrtoak didn?

ma W} Hukum Perkaan
——



i gyarat perihal Tertentuy

tertent” yang mestjadi objek suatu perjanjian jugs me

posa] 1370 KUH Perdaca). Lopika hukurm dipersyarackan adanya hal

tﬂﬁ"m yang menjadl abjek perjanjian adalah agar para pihak dajam
persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan rentang objek

erientu dari suatu pexjanjian. fadi, agar sahnya sugp, perjan;ian,
pesjanjian rersebut MSlﬂ menunjuk kepada objek tertenm: yang
gperjanjian oiek para pihak. Untuk petjanjian jual beli, harus jclas
ctjek yang diperjuslbelikan itu apa. Misalnyg objek peanjian berupa
wnibi} apa” jika perjanjian rersebur adalah Perjaniian jual beli mobil,
KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertenim AgAr persyaratan
perthal/objek tertentu dari suaty perjanjian dapat diterima oleh hokom,

Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai beriiuc:

I Yang merupakan apjek perjanilan tersebut haruslah berupa barang
yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).

I, Minimalnya sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi
objek perjanjian ketika perjanjizn tersebut di burat (Pasal 1333 ayat
(1) KUH Pardata).

3. Boleh saja jurnlah barang yang menjadi objek perjanjiaz masih tidak
tertenty ketika perjanjian dibuat, asal saja jumniah barang tersebu
dapat ditentukan arau dapat dihirung di kemudian hari (Pasai 1333
ayat (2} KUH Perdata).

+ Burang yang menjadi objek perjanjian baleh saja barang yang baru

kan ada dt kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata), f

Namun demildan, ridak dapar dibuat suaty perjanjian terhadap |

barang-barany yang masih dalam warisan yang belum terbuka

(Pasal 1324 ayat (2) KUH Perdata). :

k. Syarat Kausa Legal

&Bm ®elah disebutkan beatrwa salah satu syarat terhadap 5“]‘"5"1‘ suatu
Pﬁlﬂnﬁm oenurae Pasal 1320 KUH Perdata adalah ba]}wa.peq?n;m
| tharustah dibnat dengan sebab/kavsa (porzank) yang legal/

|
HI
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i dalam hal ini, sebab kenapa pg;janii
diperbolehkan oleh hukum. Jadi Ry an
tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum Yang

heﬂﬂh}. . A syarat "kausa jrangdipErbuiahkw

Tujuan ditetapkannya tidak menyalah
bagi sahnya suatu perjanjian adalah 3gar el nenyaiangunaky,
prinsip kebebasan berkontrak. Karena, jika prinsip Kebebagy,
berkontrak diberikan terlalu bebas, maka d'kh”““'?k;“ akan ada orang
vang menyalahgunakan kebebasan tersebut, yakni dengan Membyey
perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan moral, kesusilagy,
kebiasaan, bahkan bertentangan dengan hukum. Karena pringi,
kebebasan berkontrak tersebut diarahkan oleh hukum ke arah yang bajt
dan manusiawi, dengan jalan mensyaratkan "kausa yang diperbolehkan®
bagi suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara “sebab” dengan “motif
Undang-undang mensyaratkan “sebab” yang legal, bukan “motif
yang dipersoalkan, Undang-undang tidak pernah pempersoalkan aps
yang menjadi motif sehingga perjanjian tersebut di buat. Jadi, “sebab”
di sini yang dimaksudkan adalzh “sebab" yang objekrif, sedangkan
yang dimaksudkan dengan “morif” adalah merupakan “sebab” yang
subjektif. Misalnya, Jika yang menjadi sebab (vang chjektif) terhadap
dibuatnya suaty perjanjian jual beli sebuah pisau adalah bagi pembeli
adalah untuk memperoleh pisau tersebut, dan bagi penjual adalah untuk
mendapatkan uang sebagai harga dari pisau tersebut. Sebab sepert
ini adalzh Eﬂ]’l;".’:ﬁ‘gﬂ dan halal, mEikipUn 3ehen3m}.'a yang menfadi
motif (tujuan) dibelinya pisau tersebut adalah untuk digunakan untuk
membunuh orang. Motif seperti ini tidak dapat dijangkau oleh hukum,
kﬂm“i hukum tidak mempermasalahkannya. Kacuali jika “membunuh
orang " merang dipersyaratkan dalam perjanjian rersebut, maka dalam
hEIJ }.I‘Il‘ motif tersebut sudah berubah bentuk menjads “sehab” (vang
objektif), yang memang harus tidak bertentangan d engan hukum yang

berlaku, sedangkan “ ?
ok gkan “membunuh orang” tersebut adalah jelas melangga"

e = ] Huhm?ﬂﬂi‘.um
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blrttid'“k terdapat kausa lain selain dari

prt P"‘?“jm" tersebut.
pahwa subcl:!ﬂm}"ﬂi dengan mensyaratkan
s memenuhi persyaratan/kausa tertengy,

apjian dengan:

| perjanjian tanpa kausa sama sekalj,
, perjanjian dengan kausa palsu.

3 Perjanjian dengan kausa yang terlarang, yakni Perjanjian yang;

Kausanya bertentangan den
* i 840l Perundang-undangan yang

b. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan,
c. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum,

kﬂ.USE ].I’;]_ng t'E]ﬂh d-itl.lﬁs

AB3r suatu perjanjian
! Yaitu tidak memmpygr

Jadi kausa memang harus ada dalam setiap perjanjian, meskipun
lausa tersebut tidak perlu ditulis dalam perjanjian tersebut. Contoh
perjanjian tanpa kausa adalah jika perjanjian tersebur dilakukan untuk
memperbaharui perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, padahal
kemudian terbukti bahwa perjanjian sebelumnya tersebut ternyata
ndak pernah ada sama sekali,

Contoh lain tentang perjanjian dengan kausa yang sebenarnya tidak
adaadalah jika dibuat suatu perjanjian untuk mencicil utang, padahal
kemudian ternyata bahwa utang tersebut tidak pernah ada sama sekali.

Sedangkan contoh perjanjian dengan kausa palsu adalah jika dibuat
petjanjian untuk membeli sebuah barang dengan merek luar negeri,
'etapi ternyara yang diserahkan oleh penjual adalah barang dengan
merek palsu buatan dalam negeri.

Selanjutnya, contoh perjanjian yang bertentangan dengan hukum/

silaan/ketertiban umum adalah jika dibuat perjanjian untuk
Membunuh seseorang dengan menerima upah, Maka membunuh E;ﬁ
Wersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan df_“ﬂ'?f' h“_ ;
silaan/ketertiban umum. Demikian juga dengin perjanjian aim LF::"
g yang mengandung unsur lintah darat, perjttdlﬂl‘ll perjanjian y2r
Bandung unsur persaingan :umngf’mnnﬂpﬂh-

n_--.—-ﬂ“I
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sesuai Ikikad paik, Kesusilaan, Kapat.,hn‘

l. Syaral
Ketertiban - .
=it haruslah dilaks;n&kﬂﬂ.- dengan lk!;tka:l baik
Suatu perjanjian juga ikian yang disebutkan

ith), dem
iﬁf:::lji;i undanE‘““dznaij;’::?zﬂr;ll
" i suatu
“pelaksanaan” (bukan “pembuatan : dalralls:ﬁmsiahn}'a kﬂntrgk .
berikrikad baik. Jadi,iktikad baik bukanial 52 U L
dengan iktikad baik, hal tersebut sudi'i dd;ﬁ::lf " “kaus:?::.
janjian karena bertentang : B
gﬁi’:’:ﬂ.ﬁmh dapat saja suatu perjanjian telah dibuat secara g,
misalnya dibuat perjanjian gadai emas yang st suai hukum yang berlaky
Akan tetapi, pemberi gadai meminta gadai ditebus Fﬂdﬂrsﬂﬂ hﬂfgﬂﬂll'ﬂ.s
sedang tidak normal, tetapi sedang melambung tinggL. Dalam hal ipj,
dapat disebutkan bahwa perjanjian yang sebenarmya sah ll’:fi'-i!hul telah
dibuat secara sah, tetapi telah dilaksanakan tidak dengan iktikad baik,
sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdara.

Suatu perjanjian harus sesuai pula dengan kesusilaan, vide Pasal
1337 KUH Perdata. Contoh perjanjian yang bertentangan dengan
kesusilaan adalah jika terjadi jual beli anak oleh orang tuanya untuk
dijadikan anak angkat oleh orang lain. Hal tersebur melanggar
kesusilaan, di samping juga melanggar ketertiban umum.

Selanjutnya, perjanjian harus pula sesuai (atau tidak boleh
berlawanan) dengan keteriban umum. Contoh perjanjian yang
bertentangan dengan ketertiban umum adalah jika perjanjian jual bei
senjata api, di mana kepemilikan senjata api memang dilarang ole?
undang-undang.

Kemudian, keterikatan atas suatu peianiian ja ketertiban
terhadap hal-hal yang ditulis dalam per}in;]mnf mﬂal-lnk;lnﬁ:fmnglm

terhadap hal-hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, da?
undang-undang. r

trowow atau boma fide atau
Pasal 1338 ayat (3). D
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mudian, mengikatnya perjanjian terhadap kebiasaan baik
it yang IEWE‘?“I'*E“EWE sehingga sudah terdapat dalansum
risprudens PETBS I:'{‘- maupun kebiasasn dalam tata pergaulan
P rakat, seperti kebiasaan perdagangan (trude usage) misalnya,

'“f:,-ﬁjn}ﬂ dibuat perjanjian pembelian 1000 rim kertas HVS, Jika
an sebanyak 500 halaman,

J Jefinisi, satu rim kertas dimaksudk
i misalnya satu rim kertas tersebut hanya berisikan 490 halaman
1o tersebut bulf::m alasan untuk memintg pembatalan perjanjian ataL:
inta gantl rugi. Sebab, SUf:ﬂh menjadi kebiasaan dalam perdagangan
sniuk memberikan .mler:m sh, sehingga yang dimaksudkan den gan satu
im kertas adalah misalnya berkisar antara 490 halaman sampai dengan
510 halaman.

selanjutnya mengikatnya tidak hanya terhadap pasal-pasal dalam
perjanjian tersebut, melainkan juga terhadap undang-undang yang
berlaku. Lihat Pasal 1339 KUH Perdara, Misalnya, menurut ketentuan
undang-undang yang berkenaan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1576
KUH Perdata), bahwa hubungan sewa menyewa tidak hapus dengan
dijualnya barang sewa, misalnya sewa rumah. Dalam hal ini, kalau
misalnya dalam jual beli tanah dan rumah rersebut tidak dissbutkan
apa-apa tentang sewa rumah vang sedang berlangsung, maka dengan
dijualnya tanah dan rumah tersebut, perjanjian sewa ményewa dengan
pihzk ketiga tetap berlangsung sampai habisnya masa perjanjian rumah
tersebut.

J. Syarat Tertulis, Akie Pejabat Tertentu, dan Izin yang
Berwenang

Hukum perjanjian Indonesia (yang berdasarkan pada KUH Perdara)
menganut sistem konsensual. Sistem perjanjian konsensual ini
mengajarkan bahwa suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada
saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat,
meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keha!cusnn bahwa
Buatl perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Ini adalah salah
S prinsip umum dari suatu perjanjian.

Akan tetapi, untuk perjanjian-perjanjian ericni, undang-undang

Mensyaratkan adanya syarat tertulis agar suatu perfanjian menjadli f“h
Menurut hukum, Keharusan rertulis untuk sahnya suatu perjanjian

Bab 9 I Syaral Sah-Mya Fﬂrii!-ﬂllﬂﬂl fl__ﬂ‘.‘. s
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e B itu merupakan ke ‘
sk epan ey e ek
dari prinsip hukum perjanjian i 08 itulis atau tidak d; o

d .adi dan mengikat meskipun beturn ditul 2k ditul
sudah terjad E dikatakan bahwa asalkan 4 syarat dajy,

Jadi, secara umum dapat di ; S
Pasal 1320 KUH Perdata ini dipenuhi, maka suart petiarfian sud
sah dan mempunyai akibat hukum secara penuh, Meskipun petjanjiay
tersebut tidak ditulis. -

Pada prinsipnya keharusan tertulis bagi suatu perjanjian I'ﬂfn'ipww
tujuan yuridis tertentu, yang dipersyaratkan dengan cara sebagai berikyy
1. Dipersyaratkan perjanjian tertulis hanya untuk perjanjian tertenpy,

Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa suatu perjanjian

tidak gampang dibatalkan di kemudian hari, Misalnya keharusan

membuat perjanjian tertulis bagi perjanjian hibah, kecuali hibah
langsung dari tangan ke tangan.

2. Dipersyaratkan hanya untuk perjanjian yang berobjekkan barang-
barang tertentu saja. Misalnya perjanjian tertulis harus dibuar
untuk suatu jual beli berobjekkan tanah. Dalam hal ini, keharusan
tertulis tersebut mempunyai tujuan utama agar terjadi ketertiban
dan kepastian dalam sistem pendaftaran tanah dan hukum anah.

3. Dipersyaratkan untuk perjanjian yang melibatkan jumlah vang
tertentu. Di berbagai negara, seperti di negara Amerika Serikat,
dikenal statute of fraud, di mana terhadap perjanjian yang
melibatkan uang dalam jumiah banyak, misalnya sampai minimal
jumlah sekian dolar, haruslah dibuat secara tertulis. Perjanjian
seperti ini dianggap sangat penting dan sanpat rentan dimanipulas,
karena itu jika tidak tertulis, diperkirakan akan mudah terjadi
sengeketa, serta tidak memberikan rasa nyaman bagi para pik
dalam perjanjian tersebut,

% Dipersyaratkan karena kebiasaan prakiik
Dalam hal ini, dilakukan:

3. Untuk memudahkan pembuktian, Sebagaimana diketahui

bahwa di pengadilan, perjanjian tertulis lebih mudah 43P

Qibuktikan dan lebih terpercaya dibandingkan dengs?
pembuktian secara lisan Sdja, atan

b, - x
:i‘;;: rﬁr:“‘fﬂ" kepastian hukum terhadap perjanjian Y8
E ' Mlﬁﬁlﬂ'f& I:El'hadap Pﬂf]ﬂﬂjlaﬂ yang Em'lgﬂt detalh

fgmsmmeemen 106 Hukum Perikatan
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sangat komprehensif, atau melibatkan
barang yang sangat besar.
selain itt, bahwa pada umumnya,
jpgat di hadapan pejabat tertenty, kecuali untuk perjanjian-perjanjian
ento. Misalnys, terhadap perjanjian jual beli tanah yang harus dibuar
 had2pan pejabat tertentu yang dfﬂ-ﬁbut dengan Pejabat Pembuar Akea
(PPAT). Atau ada juga perjanjian yang harus dibyat di depan
aris. Misalnya pembuatan perjanjian pendirian perseroan terbatas
disebut dengan akta pendirian PT yang memang harus dengar;
ki notaris.

Selanjutnya, pada Umumnya urusan perjanjian adalah urusan para
pihak dalam perjanjian tersebut. Jadi pihak lain tidak perlu ikut-ikutan
¢ilam perjanjian tersebut. Namun demikian, ada juga perjanjian agar
shnya, memang memerlukan persetujuan dari pihak lain. Misalnya
erhadap perjanjian pengalihan hak tertentu, memerlukan persetujuan
pihak tertentu. Sebut saja misalnya, perjanjian pengalihan sewa rumah
oleh penyewa dengan pihak ketiga, memerlukan izin dari pihak pemilik
umah, kecuali perjanjian sewanya dengan pemilik rumah tersebut
mengatur lain,

jumlah uang atay harga

Suatu perjanjian tidak perly

Bab 9 | Syarat Sah-Mya Pnrinn]iang}_lr R
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_BAB 10 -‘

wANPRESTASI

¥ang dimaksud dengan prestasi (perfomance) dari suatu perjanjian
adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang
elah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah
mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian
adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, maka
prestasi dari suatu perjanjian tediri dari:
l. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.

3 Tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan wansprestasi adalah kenyaiaan fehﬂtf?iﬂ}ﬂ:&n‘;;m‘i:%
Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari peﬁaﬂ]lanfmalf; r:} mu:f‘:ﬁﬂhi
mpﬂﬂ thak; maka dalam wanp I'ESTE.SI ﬁdﬂk mﬂ:é]ﬂia:';ah wanpmﬂasi
isl perjanjian yang bersangkutan. Makan}'ﬂ-‘u'l‘:"; ‘:;efﬂuh“ atau “non
ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istila .

filfilbmens” araupun “breach of contract.”

T R——
FTAET !
I |
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Wanprestasi dari suatd perjanfian e

1. Tidak memenuhi pretasi.
Tidak sempurna memenubh!
3. Terlambat memenuhi pretasi.
wanprestasi ini, dikenal dengan dgy...
“pelaksanaan prestasi substansial” {subsmfsiﬂf Pff{jﬂ;lr:'mﬂ-‘fl Dokiry,
“pelaksanaan prestasi substansial” men Eﬂl“'kﬂ” gl bm:' dapy;
dikatakan telah terjadi wanprestasi jika prestasi yang tidak dipeny
tersebur adalah prestasi yang PEHHHE'PE‘?[‘"E I[m'[”m"smn dalap,
perjanjian tersebut. Tidak memenuhi prestasi penting tersebut diseby,
juga dengan pembangkangan perjanjian yang materiil fﬂh?!ﬂraf breach),
Jadi, menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial ini, jika tiday
memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukag
ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap ha
seperti itu belum dapat disebut sebagi wanprestasi. Misalnya belum
dapat dianggap sebagai wanprestasi (sehingga perjanjiannya tidak
dianggap telah gagal) terhadap suatu perfanjian membangun suaty
rumah jika yang tidak benar pada pembuatan tumah tersebut hanyalzh
bagian kecil saja dari rumah tersebut, misalnya katakanlah hanya kund
pintunya yang tidak memenuhi standar dalam perjanjian. Tetapi, apabila
yang tidak sesuai standar adzlah bagian yang penting atau besar dari
rumah tersebut. Misalnya yang tidak benar adalah konstruksi atapnya,
arau konstruksi fondasinya, atau dindingnya, hal tersebur dapat dianggap
substansial bagi sebuah rumah, sehingga akibarnya dapat dianggap telah
terjadi wanprestasi dari pihak pemboreng atas perjanjian pembangunan
rumah, sehingga berlaku hukum tentang wanprestasi, misalnya harus
membayar ganti rugi, atau bahkan perjanjiannya dianggap batal.
Tentang klausul/ketentuan yarig mana vang dianggap sebagal
penting/substansial, dan mans yang tidak penting/substansial,
sangatlah relatif dan bersifar subjektif. Akan, tetapi, panduan hukum
secara universal yang dapat diberikan untuk menyatakan bahwa ]:!ll'1"-iILaEE
yang tidak dilaksanakan tersebut adalah substansial (sehingga diangeap
terjadi wanprestasi), umumnya adalah sebagai berikut:
1. Jika kompensasi/ganti rugi tidak memuaskan atau sulit direntukan
sulit dihitung secara memuaskan,

-h:-uml&d

P?d!ﬂﬂf.

Dralzm hubungan dengan

pemssn 110 Hukum Perikatan
_ﬂrmnﬂ.'l‘il

3 I

ig=wds e o ©men 5 areee



L

hilangnya keunt diharapkan |
2 fdm?'ﬂ prestasi yaig tidak dipenuhi tersehy. =
i janjian yang tidak dil
jka bagian perjanjian yang tidak dilaksanakan cyk
3 Ldaﬂﬂl'ﬂ“ prestasi yang sudah dilakukannya re]atifkecil]lp -
jika ridak dilaksanakannya prestasi tersebys dilakukan den
sengaja jadi bukan karena kelalaian arau berikikad tidak hﬁkgan
— keinginan yang sunpguh
J.}mml&ka;‘d% 1 BBub-sungguh untuk m iki
. akibar dari tidak dilaksanakan pretasinya tersebyr. B
5 Jika keterlambatan dalam memenuhi prestasi cukup lama, atag
keterlambatan tersebut membawa kerugian yan g besar bagi pihak
Jainnya-
perlawanan dengan doktrin pelaksanaan perjanjian secara
qhstansial, adalah apa yang disebut dengan dokrin pelaksanaan
perjanjian secara penuh, atau yang dalam istilah Inggrisnya discbut
dengan:
1. §trict Performace Rule, atau
2. Full Performance Rule, atau
3. Perfect Tender Rule.

Dokerin pelaksanaan perjanjian secara penuh mengajarkan bahwa
prestasi dalam suatu perjanjian harus dijalankan sebagaimana yang
ditentukan dalam perjanjian tersebut yang telah disetujui bersama oleh
xedua belah pihak. Apabila ada prestasi yang tidak dipenuhi, sekecil
apa pun prestasi itu, harus dianggap telah terjadi wanprestasi dengan
berbagai konsekuensi hukumnya. Akan tetapi, secara universal, dokerin
pelaksanaan perjanjian secara penuh ini jarang ditkuti dalam prakdk.

Selanjutnya, dalam hubungan dengan wanprestasi terhadap
Perjanjian, terdapat beberapa konstruksi hukum sebagai berikut:

L. Terminasi Perjanjian:
Restorasi Perjanjian.
Repudiasi Perjanjian.
Resisi Perjanjian.
Reformasi Perjanjian.

L
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rminasi perjanjian ﬂtf«l'ﬂlﬂh suatu tin
lagi) suatu perjanjian di tengah |
meskipun sesuai ketentuan dalam PEHE"JHEBL‘::E:E‘;:LFEE?IEH Yan
bersangkutan masih harus dijalankan oleh & P . :

Pada prinsipnya, suaru perjanjian hanrls ’.:!Ifﬂ (sana a;- sampy
cuntas sebagaimana yang disebut dalam perjanjian ftudj-En Ii. Alap
tetapi, suatu perjanjian dapat saja diputus (re'nnlnas:} tengah jalay
berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagdl berikut:

1. Jika alasan pemutusan perjanjian sudah diperinci dalam perjanfiay
tersebut, dan salah satu atau lebih dari alasan tersebut relah rerjadj,

2. Apabila kedua belah pihak setuju untuk diputuskan perjanjian liha

Pasal 1338 ayat (2).

3. Karena salah sat syarat tidak terpenuhi dalam model perjanjian
dengan syarat batal,

4. Karena perjanjian tidak memenuhi syarat hukum.

5. Karena perjanjian bertentangan dengan hukum yang sedang
berlaku.

6. Karena berlaku doktrin exeptio non edimpleti contractus, yaitu
sebuah doktrin hukum yang membenarkan satu pihak dalam
perjanjian tidak melaksanakan prestasinya jika pihak lainnya dalam
perjanjian tersebut sudah terlebih dahulu juga ridak melakukan
prestasinya itu.

7. Karena alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang lihat
Pasal 1338 ayar (2).

Yang dimaksud dengftn te
pemutusan (ridak melanjutkan

Pada prinsipnya, untuk pemutusan sepihak di tengah jalan atas
suatu perjanjian haruslah dilakukan melalui pengadilan. Sebab, setiap
perjanjian yang bertimbal balik dianggap selalu mengandung syarst
batal, Pembatalannya tersebut harus melaluj pengadilan. Lihat
1266 KUH Perdata. Namun demikian, dalam sraktik hukum Si dah
menjadi kebiasaan yang sangat umum untuk menyatakan dengad
tegas dalam perjanjian bahwa kedua belah pihak mengeu}‘:ut‘lpinﬂkﬂﬂ
ber!ak*l.llnra l'a}':ll 1266 KUH Perdata tersebut, sehingga pemutusal
perjanjian sepihak vidak perly menempuh jalu;m“[ﬁ':ﬂﬁ:\ﬂ

Selanjutnya dikenal juga apq T ——
dalam hukum perjanjian. Yang dimaksudkan dengan ::_-a;.,-.mﬁi adalah

mmmemamnws 112 Hukum Perikatan
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aripihak Y208 melalj'.ukan wanprestasi terhad
pak 1 wanprestasi tersebut, pihak lain me

Eﬁhﬂh cetapi dengan p&r!m[uﬁﬂn perjanjian qul:.n pl: L:ik;?npfr::ﬁ?
cebagian dari prestasi dari pelaky wanprestasi tersehy, Mak:;

Jgin (yang memutuskan perjanjian) yang telah dirygikan kg |
srasi tersebut Wa}lh_fﬂﬂﬁgﬁmbﬁiikan prestasi keiada puir::: |
stast tersebut. Kewajiban dari pihak lain (yang memutyskan

o anjian) karena telah terjadi wanprestas; rersebut dengan tindakan

Ap satu perjanfian dj

wisalnya dalam hal ini;

fuan A menandatangani perjanjian jual beli dengan Tuan B dengan
M‘Eﬂ UE‘ $ 35n+ﬂ'm| =

Tuan B telah memenuhi sebagian dari janjian (vaitu sebesar US %
75,000,-), tetapi kemudian Tuan B melakukan wanprestasi,

garenaity, Tuan A memutuskan perjanjian tersebut dengan alasan Tuan
B relah melakukan wanprestasi, '

Tetapi Tuan A wajib melakukan tindakan restorasi kepada Tuan B,
yakni mengembalikan uang sebesar US § 75.000,- kepada Tuan A, dan
Tuan A berhak atas pengembalian uang sebesar US § 75.000,- tersebur.
Tindakan pengembalian vang sebesar US $ 75.000 tersebut discbut
dengan istilah restorasi perjanjian.

Tindakan pengembalian prestasi dalam bentuk restorasi tersebut
dilakukan dengan dua jalan:

l. Pengembalian benda secara fisik.
Misalnya pengembalian bahan-bahan bangunan dalam perjanjian
pembangunan gedung.

. Pembayaran kompensasi

h'!isnln:,ra jika bahan-bahan bangunan terscl:ru.t sudah .m-:njadi.»’
bersatu dengan gedung, tentu tidak dapat dikembalikan lagl
Atau prestasi tersebur berupa jasa, yang dalam hal ini memang
tidak dapat dikembalikan. Maka yang dikembalikan adalah
kompensasinya, yakni uang sebesar harga dari bahan bangunan
tersebut, atau sebesar imbalan jasa tersebut.
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Selanjutnya yang dimaksndkan dengsh rfﬁiadii:im“ﬁ"ﬂl
adalah suatu manisfesiast/pernyataan mgena] '. 182 atay
ketldakmampuzn antuk memenuhi prestasl dari SUAtU Perfanjizy
meskipun sebelumnya prestasi tersebut telah .:hg?tujuf untyj
dilaksanakan, di mana manisfestasi/pemyataan tersebut dibuar sebelgp,
tibany4 waktu melaksanakan prestasi/melaksnakan pet}anjmn terseby,
Namun demikian, meskipun pada umumnya l'EP“.dH?l dilakukapy
dinyatakan scbelam waktu pelaksanaan suatd _FETJ“‘"]'EI'L sehingp,
disebut dengan wanprestas] yang diantisipasi (antieipatory breack}, tegay,
terdapar juga repudiasi yang dilakukan serelah wakou pelaksangs
perjanjian, yang disebut dengan “repudiasi bizsa” (ordinary repudiation),

Suatu repudiasi membawa beberapa konskuensi yurigis, yaity
setrgai berikut:

t. Repudiasi depat menunda atau bahkan membebaskan pihak jzle
dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi, dan

2. Repudiasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan uncuk
dapat segera menumut gantd rugl, sunggeh pun kepada pibak
yang melakukan repudiasi belom jatuh waksu untok melaksanakn
kewajibannya berdasdrkan perjanjian terssbur,

Suatu repudiasi ddpar dimanifestasi secara regas dengan
menggunakan katz-kata yang wgas, tetapi dapar juga dilakukan secan
diam-diam {inklusif}. Repudiasi yang dilakukan secara inklusif bila
dalam fakta-fakea yang ads, secara “logis dan jelas” dapar diembil
kesimpulan bahwa sebenamya pihak yang bersangkutan sudah tidak
akan lagi melaksanakan kewajlbannyz, Tindakan repudiasi secard
inklusif ini dapar dilakukan denpan cars-carg sebagai berikat:

1. Repudizsi dengan rindakan

Misalnya scielah pihak menjuat tanah, diz menjual -sekali k2!

tanah tersebur kepada pihak [ajn, Dalem ha! in{, pihak pcmbﬂl

ndak perlu lagi melaksanaksn mﬁmmﬁ terapi dapar hna.!ilml
menuntal gami rugl,

2, Repudizél dengan Indikasi

Misainya, jika salab satw pihak dalam perj hared

. perjanjian yang #4
melaksanakan kewafibannya, jelas-jelas tidak me lakikan pershipal*
persiapast ke arsh pefaksanaan perjanfian tersebur.

puwn 114 Hulum Partainn
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pepudiasi Karena ketidakmampuan untuk melzksanakan perfanjian
Misalnga salah satu pihak jelas-jelas tertihat bahwy dig tidak
pampu logi melsksanakat perjanjian tersebur, baik karena kefadian
Jengan koatrol maupun yang tidak dapat dikonwrl gleh pihak
pelakarkan repudiasi tessebur, e
pepudiasi karena kepailiran,

Apabila dijatuhkan pailit oleh pengadilan, maka dewi hukum
samiz pembayaran utang/kewajibain ramps atay tidak mampu
harus dilakukan seketika, dan tidak ada lagi kewajiban yang harus
ditakukan di kemudian hari, Dalam hal ini juga dianpgap teiah
terjaci repudiasi, Dalam hal ini, repudiasi *demi hukunt.

Menjadi gtrsoalan Yuridis, apakah svatu repudiasi yang sudah
dijakukan rasih dapat dibatalkan. Suztw repudiasi dapst saja dibatalkan
dengam persetujuan kedua belah pihak dalam perjanjian. Akan fetapi,
kegisnya, suatu repudiast dapat dibatalkan secara sepihak sampai batas-
Tares tertenty. Balam hal ind, suatu repudiasi tidak fagi dapat ditatalkan
mtars jain dalam bal-hal sebagai berikut:

I Pihak yang dirugikan telah menantut ganti rugi.

2. Phak yang dirugikan sudzh mengubzh posisinya karena adanya
repudiasi tersebut.

3. Pihak yang dinsgikan relah menyatakan bahwa dia menganggap
repudiagi tersebuc relsh final.

Kemudian, ada juga yang disebut dengan tindakan “resisi” {recision)
terhitap snar perjanjian. Yang dimaksud dengan tindalan resisi adalsh
pembataian suary perjanjian karena memang perjanfian tersebuc dapar

' (versietighaar, voidable), sehingga perjanjian tersebut menjedi
datam keadaan “status que”. Misalnya karena petjenjiam tersébft::t dibuat
olek orang di bawah umur, orang glla, dan sebagainya. Perjanjian yang
“dipat dibaralkan® berbeda dengan peranjian yang “batal demi hukum®
(0l 2nd void, etig). Dalam hial perjanjian batal dami hukum, maka

perjanjian tersebur ridak perfu tndakan pecnbaraian, cetapi
i%'m batal dengan sendirinya. Misalnya karend petjanjian tersebul
Sbuat regap) objeknya tidak jetas atau dibuat Karena sebab kausz yang

Hdak diperbolehkan, vide Pasal 1320 KUH Perdara. Kirena iy, reslsi

M“hﬁl berbada dengan "kebatalan” (raabliy) -




but dengan “reformagi
Dt samping lcu ada juga yang diseonlc ceng
sisatu peljalrtjiasn. Dengan reformast Pﬂ’lm_‘l“ﬂr 1"“1"8‘ dinmﬁm
adziah bahwa terhadap perjanjian tersebut dibuat peﬂm.

agar perjanjian rersebit sesual dengan maksud para pihak, Misaly
kemupgkinan saiah ketik/salah redgk;

penyesuaian redaksf atan  red
Jadi berbeda dengan resisi yang hendak metibatalkan perfanjian mal,

dengan tindaksn reformasi, yang hendak dilakukan adalap Ungy
mempertzhankan perjanjian yang ada. Misalnya perjanjizn jugf b
mokil mewah ditulis dengan harga US § 90,000, tetapi dieulia Us $9.000
sehingga angka tersebut perln direformas.

Untuk jstitah force majexre datam perjanjian Ini sering jugs disehy
dengan isgilah-istilah:
Overmache.,
Act of Ged,
Keadaan Mermaksd.
Keddaan Darurat.
Keadzan Kakhar
Keadaan di Lvar Kemempuan Manusia.

Yang dimaksud dengan force majeure dadam hukom perjanjian adatsh
suatL keadaan di mana seseorang yang berkewsjiban (debizur) rerhadap
untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan. atan peristiva yang
tdak terduga dan tidak dapat diantisipasi padz saar dibuatnya perjangian
yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atan peristiwa
terscbut secara hwkum tidak dapat dipertanggungizwabkan kepada
debitur yang bersangkatan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam
keadzan beriktikad buruk. Jadi, karena keagaan atau peristiwg yang
menimbulkan kesdaan memaksa tetsebur ridak terduga sebeiumnyd
maks keadaan atan peristiwe tersebut ridak termasuk ke dalam "asursi
dasar” kevika dibuatnye perjanjian yang bersangkuean, Lihar Pasal 1244

Juneta Pasal 1245 KIFH Perdats, yang menyatakan sebagai berikur:
Pasal 1244 KUH Perdata:

¥ika adz alasan untuk itw, debingr harus i
* ) thokuem m ti bisya, VB
flz :runga apabila dia ridak dapat membukeikan, h;hmﬂﬂ ?‘T“kw
pada wakru yang tepar dilaksana]:mya perikatan iti, disebabklr

S
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o hal yang tidak eerduga, F'l}lﬂ tdak dapat dipertanggungjswabkan
Jya, kesemuanyz it pun jika ikeikad turuk tidaklah ada padanya.

pasat 1245 KUH Perdala:

qidakiah biaya, rugi dan bunga, haris digantinys, apabila karena

geadaan memaksa, alau karena suatu kejadian tidak disengaje debitur '

perhalangan memberikan atau berbuar sesuatu yang diwajibkan, atau -

arend hal-k2! yang sama telab melakukan hal-hal yang terlarang.

Adapun yang merupakan syarat dan akibat yang harus dipenubl
agar suar kejadian oleh hukom dapat dianggap sebagul force majerre,
sehingga membebaskan debituf untuk melaksanakan kewajiban yang
welah sebelumnya dipenanjikan, adalah sebagai berikur:

;. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya forre majeure rersebut
harusiab tidak rerduga pada wakiu dibuamya perjanjian yang
bersangkutan (vide Paszl 1244 XUH Perdara).

3 Peristiwa tersebur vidak dapar dipertanggungjawabkan kepada pihak
yang harus melzksanakan prestasi {debitur} (vide Fasal 1244 KUH
Perdata) .

4. Peristiwa tersebur di luar kesalzhan pihak debitur (vide Pasal 1545
KLH Perdata).

3, Péristiwe yang merryebabkan terjadinya force majeare tersebur bukan
karena kesalzhan debitur (vide Pasal 1245 KUH Férdata juncis Pasal
1545 KUIH Perdata).

5. Debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk {vide Pasal 1244

KUH Perdata).

6. Jika terjadi force majeure, perjanjian menjadi gugur, dan sedapat
mungkin para pihak dikembalikan seperti sevlzh-olah tidak perriah
ada perjanjian {vide Pasal 1545 KUH Peedara). |

7. Tidek ada runtutan ganti rugi jika terjadi force majeurei (vide Pasal
1244, 1245, dan 1533 ayat (2) KUH Perdata. Akan I.H:?I:!L k:a::f:ﬂa
perjanjian yang bersangkuran meafadi gugum df:rm menjaga
keseimbangan hak dan kewajiban, maka masih dimungkmw
Permberian restitusi {pengemhﬂﬁa.n henda) atau guanfum merud
(pengernbatian harga bareag). Linas hasiinys Pasal 1545 KUH
Perdaca, Sehingria pada Fﬁnsipn}'ﬂ, nulum mmﬂb!haﬂkﬂ.ﬂ ria‘j!:k
secara adil bagi masing-masing pihak. ‘Tudak boleh ada satu p
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ri terjadinya risiko sebagai akibag darj

memetik manfaat da
yang gan keadaan memaksa (force Majeny)

peristiwa yang disebut den
tersebut. |

8. Risiko dari force majeure ditanggung oleh kfﬂd“ﬂf sejak sag
seharusnya barang objek jual beli diserahkan, vide Pasal 1545
Perdara. Dengan demikian ketentuan dalam Fas:fl lfﬁﬂ (tentang
jual beli), yang mengalihkan risiko sejak saat perjanjian obligaro,
(bukan sejak saat pengaliban benda) adalah merupakan ketentyag
yang tidak taat asas.

e Er=— 118 Hukum Perikatan
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_BAB 11
HUKUM PERIKATAN
BERSUMBER DARI PUTUSAN
PENGADILAN YURISPRUDENS]

Putusan Pengadilan sebagai sumber hukum perikaran tidak diatur secara
khusus dalam KUHPerdata, namun Putusan Pengadilan mempunyai
kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum perikatan
karena Putusan Pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan
dan stagnasi (hambatan) dalam penegakan hukum. Keputusan hakim
dapar digunakan sebagai yurisprudensi jika sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht) dan telah diputus pada tingkat kasasi oleh
Mahkamah Agung. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar oleh
hakim Jain dalam membuat keputusan untuk perkara-perkara yang
sejenis, !

Jika dilihat pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa
Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang sangat penting karena
Mempunyai fungsi antara lain?

-\--_______ [ V

'Nur Syarifah dan Reghl Perdana, Hubungan Merikatan, Perjanjian dan
Kontrak, fral. 14,

“Ibid,
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|. Mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan g,
penerapan hukum dalam upay3 mewujudkan standar pengaypy,
hukum. |

2. Tanpa Yurisprudensi, fungsi dan kewenangan _pe:radllan sebagyi
pelaksana kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan dgq

stagnasi (mandeg).
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap akrual dyg

efektif,

Sebagai hal yang menguatkan kedudukan vurisprudensi sebagai
sumber perikatan, maka dalam Seminar Hukum Nasioanal ke-6 tentang
Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang
Tahap 11 yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 Juli 1994 diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk
mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam
penerapan hukum dan upaya mewujudkan standar pengatumn
hukum,

2. Tanpa yurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan

dan sragnasi.

3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap akgual dan
efekrif,

4. Peranan yurisprudensi dalam pembaruan hukum nasional cukuf
strategis.

5., Di[:ferlukan langkah-langkah sistematis untuk menjadika®
yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional.

6. Asas kebebasan hakim tidak menghalang usaha untuk menjadiks®
yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional?

o Diantara purusan pengadilan Yang penting dalam hukum F"ﬂ'ﬁl“'a’unl

alah putusan Hoge Raad tahun 1519 tentang penafsiran f"‘:ﬂ“"3Iﬂl
melawan hukum. I‘.l_la]am Putusan itu bahwsa yang dikatakan Perbuﬂ-“'rf
mﬂ;::“ Fulmm udﬂ: hanya melawan hukym dajlam arti und27é
UNcang saja, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, kesusil#®"

’hnpffmhphq_,ﬁ
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dan ketertiban umum. Dengan adanya putusan tersebur, maka satiap

hakim dapat berpedoman pada rumusan it dalam memutuskan tenrang
perbualan melawan bukum.

Oieh karena itu, putusan pengadilan dapar juga dljadikan sebagai
spmber hukum perikatam, sefain perjanjian dan tndang-undang,
walaupun demikian, sumber perikatan yarg terpenting adalah
pecjanjian karena pibak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat
segsla macam perikatan.®

i S—

Nerg Yans Nurhayani, Huks Perdate, Dandung: Setla Pustei, 2019, hal. 282,
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beberapa Korporasi di Jakarta (Th 2004 - sekarang), Dosen Tetap pada
Eakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya (2016-Sekarang).

Heru Siswanto, S.H., M.Kn., Lahir di
Tangerang 2 Mei 1988, maraih gelar Sarjana
Hukum' di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta, maraih gelar Magister
Kenotariatan di Universitas Diponegoro, saat ini
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HUKUM
PERIKATAN

Substansi pada buku ini mengenai Hukum Perikatan yang terdapat dalam Buku 1
KUHPerdata. Pengertian Perikatan yang didalamnya dituliskan pula mengenai
penjelasan umum tentang perikatan, subjek dan objek dalam periiatan serta teor
Schuld dan Haftung. Untuk selanjutnya buku ini juga menuliskan mengena
Asas-Asas Hukum Perikatan, di jelaskan pula mengenal Unsur-Unsur Perikatan baik
unsur Esensialia dalam perjanjian, unsur Maturalia dalam perjanjian maupun unsut
Aksidentalia dalam perjanjian dengan kalimat sederhana dan Bahasa yang riudah
dipahami. Didalam buku ini dituliskan mengenal sumber hukum perikatan yang
bersumber dari perjanjian dan sumber perikatan dari Undang-Undang, buku i
juga menuliskan mengenai jenis-jenis perikatan sepert perikatan musni, perikatan
bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikaan
tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagl dan tidak dapat dibag.
perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan generlk dan perikatan spesifik,
perikatan perdata dan perikatan alami dijelaskan secara komprehensif sehingg?
pembaca dapat dengan mudah memahaminya, Dalam buku Ini ditufiskan puia
mengenal Hapusnya Perikatan, Overmacht didalamnya diterangkan pula lentans
definisi Overmacht, unsur-unsur Overmacht, sifat keadaan memaksa dan Hﬁrﬁﬂ
vang dihadapl dijelaskan dengan balk, kemudian ada syarat sahnya perjanian
terkait pula syarat umum sahnya perfanjian, syarat tambahan, syarat *'-"“5_'1""
farmalitas dan syarat substansl mengenal sahnya perjanjian, syarat iktikad baik
kesusilaan, kepatutan, ketertiban, syarat tertulis, akte pejabat tertentu. Dan dalam
. puky Ini juga dibahas mengenal wanprestasi-serta Hukum Perikatan Yane
‘Bersumber dari Putusan Pengadilan atau Yurisprucensi, "

Buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan fimy pengetahuan 431
informasi mengenal Hukum Perikatan kepada pembacanya baik mahﬂf-ﬁ"'"l
Fakultas Hukum, kalangan akademisi dan kalangan prakusi dalam memﬂ“ﬁ"‘;
Hukum Perikatan yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapl &rd ”Wmd_i
industri dan perdagangan bebas serta di era pandemic covid-139 yang melan '
seluruh dunia saat inl semoga dengan hadirnya buku ini menambah “"”"ﬂ
membaca dan semangat belajar dengan bahasa yang sederhana dan kalimat ¥
mudah dipahami para pembacanya,
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